PUTUSAN
Nomor 02-10-16/PHPU-DPR-DPRD/XI1/2014
(Provinsi Jawa Timur)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,
[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir,
menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang

diajukan oleh:

[1.2] Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) yang diwakili oleh:

1. Nama : Jenderal (Purn) Dr. H. Wiranto, S.H., M.M.
Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Hati Nurani Rakyat
Alamat . JI. Tanjung Karang No. 7, Jakarta Pusat

Nomor Telepon :(021) 3901078
Nomor Faximile :(021) 3901079

E-mail : info@hanura.or.id
2. Nama : Dr. H. Dossy Iskandar Prasetyo, S.H.,
M.Hum.
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Hati Nurani
Rakyat
Alamat . JI. Tanjung Karang No. 7, Jakarta Pusat

Nomor Telepon :(021) 3901078
Nomor Faximile :(021) 3901079

E-mail : info@hanura.or.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 Mei 2014 memberikan kuasa
kepada:
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DR. H. Teguh Samudera, S.H., M.H., Riyandi Regina, SH., DR. Dossy Iskandar
Prasetyo, S.H., M.Hum., Gusti Randa Malik, S.H., M.H., DR. Hj. Elza Syarief, S.H.,
M.H., H. Taufik Hais, S.H., Kristiawanto, S.HI., M.H., DR. Rufinus Hotmaulana,
S.H., M.M., M.H., Teddi Adriansyah, S.H., M.H., H. Irwan Hadiwinata, S.H., S.pN,
M.H., Beriawan Pebriz, S.H., Krismawan, S.H., Sri Utami, S.H., lksan Muhardi,
S.H., Hendra Heriansyah, S.H., M.H., M. Syafri Noer, S.H., M.Si., R. Andi M.
Asrun, S.H., M.H., H. Sonie Sudarsono, S.H., M.H., HJ. Tutut Rokhayatun, S.H.,
M.H., Ria Anna Irene Sinaga, S.H., M.H., Zenuri Makhrodji, S.H., Tri Retno
Soehenti, S.H., IR. Vidi Galenso Syarief, S.H., M.H, Haryandarujati, S.H., Mirza
Zulkarnaen, S.H., M.H., Fadzri Apriliansyah, S.H., Badrul Munir, S.H., S.Ag., Hadi
Wahyudi, S.H., Aziz Fahri Pasaribu, S.H., Danu, S.H., Sri Astuti, S.H., Dr. Eggi
Sudjana, S.H., M.H., yang berkantor pada Sekretariat Partai Hati Nurani Rakyat
(Hanura) yang beralamat di JI. Tanjung Karang No. 7, Jakarta Pusat, Telp. 021-
3901078, Fax. 021-3901079; baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak
untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Partai Hanura peserta Pemilu Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dengan

Nomor Urut 2.
Selanjutnya disebut sebagai ...........c.coociieiii Pemohon;

Terhadap
[1.3] Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29,

Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU)
1189/KPU/IV/2014 tanggal 21 Mei 2014 kepada:

Ali Nurdin, S.H., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H.,
M.Hum., Abdul Qodir, S.H., M.A., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muh.
Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy
Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H.,
Rieke Savitri, S.H., Muhamad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh,
S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., dan Sigit Nurhadi Nugraha,
S.H., M.H adalah Tim Kuasa Hukum Komisi Pemilihan Umum yang tergabung

dalam Tim Advokasi KPU, yang memilih domisili hukum pada kantor Constitution
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Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN) di JI. Panglima Polim Raya VI Nomor
123 Jakarta Selatan, Nomor telepon 021-7221814, Nomor Faksimili 021-
29306627, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas
nama Pemberi Kuasa Komisi Pemilihan Umum.

Selanjutnya disebut sebagai ............ccccooiiiiiiiiiii e, Termohon;

[1.4] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca jawaban Termohon;

Mendengar keterangan saksi Pemohon dan Termohon;

Membaca keterangan tertulis dari Pemberi Keterangan Panitia Pengawas
Pemilu Kabupaten/ Kota Jawa Timur;

Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon dan Termohon;

Membaca kesimpulan tertulis Pemohon dan Termohon,;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei

2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut
Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.50 WIB
sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 02-
1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari
Kamis tanggal 15 Mei 2015 pukul 23.50 WIB dengan Nomor 02-10/PHPU.DPR-
DPRD/XI11/2014 yang selanjutnya untuk Provinsi Jawa Timur dicatat dengan Nomor
02-10-16/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan
bertanggal 23 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24
Mei 2014 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
e Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang
mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final,

antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum,;
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e Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf (d)
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,
Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang

hasil pemilihan umum;

e Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam
hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara
nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan
penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada

Mahkamah Konstitusi;

e Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun2014 tentang
Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam
Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 09 Mei 2014 dan/atau berita
acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;

e Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah
Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan
umumAnggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Il. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON
e Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf ¢ Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi,
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Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan
Pasal 74 ayat (2) huruf ¢ bahwa Permohonan hanya dapat diajukan
terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional
oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai
politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;

e Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan
suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan
permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU
kepada Mahkamah Konstitusi;

e Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan
Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara
Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain,
adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan
DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila
mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang
bersangkutan;

e Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
166/Kpts/KPU/Tahun2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Nomor: 06/Kpts/KPU/Tahun2013 tentang
Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan
Umum Tahun 2014 bertanggal 14 Januari 2014, Pemohon adalah salah
satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 1 (satu);

e Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon
mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan
permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
411/Kpts/KPU/Tahun2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan
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Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
tanggal 09 Mei 2014.

lll. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

e Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi,Pasal 272
ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan
Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan
Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara
Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam
jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak

KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional,

e Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan
Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara
Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui
permohonan online, surat elektronik (e-mail), atau faksimili, dengan
ketentuan permohonan sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam
jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak
permohonan diajukan melalui online, surat elektronik (e-mail), atau
faksimili;

e Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan
Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan
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Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam
Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 09 Mei 2014 pukul 23.50 WIB;

e Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan
hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara
hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada
tanggal 12 Mei 2014 pukul 20:47 WIB.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang
diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana

ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN
PROVINSI JAWA TIMUR
DAPIL JAWA TIMUR V
PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI HANURA) DI PROVINSI JAWA
TIMUR UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAPIL JAWA TIMUR
V (Kab. Malang, Kota Malang, Kota Batu)

PEROLEHAN SUARA ALAT
PARTAI SELISIH
TERMOHON PEMOHON BUKTI
HANURA
17.777 87.7111 9733 P.10. 29
JATIMV

P.10.29 Bukti Kabupaten Malang formulir C1 (Dapil 1, Dapil I, Dapil Ill, Dapil
V, Dapil VI dan Dapil VII)

P.10.29 Bukti Kota Malang formulir C1

P.10.29 Bukti Kota Batu formulir C1

P.10.29 Penyelenggara pemilu dipandang melanggar tindak pidana pemilu,
sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan karena
dalam pengisian formulir C1 ditemukan C-1 yang dimiliki oleh

penyelengara Pemilu tidak berhologram.
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Kesimpulan:

Apabila dalam Permohonan pemohon (Partai HANURA) pada DAPIL Jawa
Timur V dikabulkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, maka suara
Partai HANURA menjadi 77.777 ditambah 9.733 sehingga menjadi 87.711
suara. Dengan demikian, dari perolehan tersebut Partai HANURA pada DAPIL
Jawa Timur V akan mendapatkan 1 (satu) kursi DPR RI akibat perolehan
suara Partai HANURA melampaui perolehan suara Partai Amanat Nasional
86.699 suara.

Maka menurut temuan Pemohon berdasarkan alat bukti-bukti otentik maka
kami meminta Mahkamah Konstitusi untuk memutus membuka kembali kertas

suara pada C1 dan plano dibuka secara keseluruhan.

PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, di mohon mahkamah

konstitusi berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;

2. Membatalkan  “Keputusan  Komisi  Pemilihan Umum  Nomor
411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014,
tanggal 9 Mei 2014”.

3. Mengembalikan suara Partai HANURA untuk seluruhnya di Dapil Jawa
Timur V sehingga menjadi 87.711 suara;

4. Menetapkan perolehan suara Partai HANURA di Dapil Jawa Timur V
sebesar 87.711 suara, dengan demikian pemohon memperoleh 1 (satu)
kursi DPR RI pada Dapil Jawa Timur V.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan

alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-10.3.1 sampai
dengan P-10.3.92 dan disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014 yakni

sebagai berikut :

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, JI. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



1.

10.

11.

12.

13.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, JI. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

} .-l SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI

~ Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Bukti P-10.3.1

Bukti P.1-Jatim-Bangkalan 3-01

Bukti P.1-Jatim-Bangkalan 3-03

Bukti P.1-Jatim-Bangkalan 3-04

Bukti P.1-Jatim-Bangkalan 3-05

Bukti P.1-Jatim-Bangkalan 3-06

Bukti P.1-Jatim-Bangkalan 3-07

Bukti P.1-Jatim-Bangkalan 3-08

Bukti P.1-Jatim-Bangkalan 3-09

Bukti P.1-Jatim-Bangkalan 3-10

Bukti P.1-Jatim-Bangkalan 3-11

Bukti P.1-Jatim-Bangkalan 3-12

Bukti P.1-Jatim-Bangkalan 3-13

Surat Keputusan Komisi
Pemilihan Umum No.
411/Kpts/KPU/Tahun 2014
Tentang Penetapan  Hasil

Pemilu Anggota DPR, DPD,
DPRD Provinsi, dan DPRD
Kabupaten/ Kota secara

Nasional dalam Pemilu Tahun

2014

Berita Acara Nomor
086/BA/V/2014

Formulir DB-2 DPRD
Kabupaten/Kota

Model DA-1 DPRD Kab/ Kota

Foto DA-1 Besar Kecamatan
Konang
Model B-3-DD

Model D-1 Besar DPRD Kab/
Kota
Lampiran Model C1 DPRD Kab/
Kota
Lampiran Model C1 DPRD Kab/
Kota
Lampiran Model C1 DPRD Kab/
Kota
Lampiran Model C1 DPRD Kab/
Kota
Lampiran Model C1 DPRD Kab/
Kota
Lampiran Model C1 DPRD Kab/
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Kota

Bukti P.1-Jatim-Bangkalan 3-14 Identitas Saksi-Saksi

Bukti P.1-Jatim-Bangkalan 3-15 Keterangan tertulis Saksi TPS
Partai Nasdem di Mahkamah
Konstitusi

Bukti P.1-Jatim-Bangkalan 3-16 Keterangan tertulis Saksi KPU
Partai Nasdem di Mahkamah
Konstitusi

Bukti P.1-Jatim-Bangkalan 3-17 Keterangan tertulis Saksi
Nasdem di Mahkamah
Konstitusi

Bukti P.1-Jatim-Bangkalan 3-18 Surat Keterangan
035/B/SMK/ALIB/V/2014

Bukti P.1-Jatim-Bangkalan 3-19 1 (Satu) buah flashdisc

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang telah

memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 6 Juni 2014

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Barendra Yoyok

Saksi berdomisili di Jalan Bareng Tengah, Gang VD, Nomor 15/05, Malang.
Saksi merupakan peserta pemilu dan pemilih di TPS 6 Kelurahan Bareng.
Saksi mendapatkan dokumen C1 yang belum terisi tetapi ada tanda tangan
semua saksi partai politik. Saksi mendapatkan dokumen C-1 yang belum
terisi tersebut dari kantor DPC.

Dokumen C-1 yang belum terisi tetapi ada tanda tangan semua saksi partai
politik tersebut didapatkan saksi setelah seminggu pencoblosan.

Saksi melaporkan kejanggalan tersebut kepada calon anggota legislatif

yang dipilih saksi pada saat pencoblosan.

2. Fitriyanto Kurniawan

Saksi berdomisili di Jalan Bareng Tengah 5D 15/05 F.

Saksi merupakan peserta pemilu dan pemilih di TPS 6 Kelurahan Bareng.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, JI. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



11

¥ '-: SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
~ Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

- Saksi membenarkan kesaksian yang disampaikan oleh saksi Barendra
Yoyok.
3. Freddy Setya
- Saksi berdomisili di Jalan Bareng Tengah, Gang V-D Nomor 150 5-F.
- Saksi merupakan peserta pemilu dan pemilih di TPS 6 Kelurahan Bareng.
- Saksi mengetahui bahwa perolehan suara Partai Hanura yang telah
dicoblos oleh saksi hilang. Saksi mengetahui hal tersebut setelah diberi tahu

oleh saksi Barendra Yoyok.

DAPIL JAWA TIMUR VI

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI HANURA) DI PROVINSI JAWA
TIMUR UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAPIL JAWA TIMUR VI
(Kab. Biltar, Kab. Tulungagung, Kab.Kediri)

NO PARTAI PEROLEHAN SUARA SELISIH ALAT
TERMOHON PEMOHON BUKTI
1 HANURA 81.857 88.278 (+) 6.421 P.10.30
JATIM VI

Perolehan suara pemohon (Partai HANURA) di provinsi Jawa Timur untuk
pengisian keanggotaan DPR Rl Pemohon (Partai HANURA) menyandingkan dan
menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut termohon dan
pemohon (Partai HANURA) hanya pada DAPIL yang dimohonkan secara lengkap
sebagaimana alat bukti dari P.10.1 sampai dengan P.10.173

Terjadi penggelembungan suara untuk Partai NASDEM dan Pengurangan suara

untuk suara Partai Hanura Dapil VI Jawa Timur untuk suara DPR-RI.

NO KABUPATEN/KOTA TERMOHON PEMOHON SELISIH
1 KABUPATEN BLITAR 25.835 26.346 511
KABUPATEN KEDIRI 21.157 21.347 190
KABUPATEN 29.412 29.412 0
TULUNGAGUNG
KOTA KEDIRI 3.849 4.092 243
KOTA BLITAR 1.604 1.604 0

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, JI. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id
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Pemohon (HANURA) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan
perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (HANURA) hanya pada DAPIL

yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini sebagai berikut :

Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN
PEMOHON (HANURA) DI PROVINSI JAWA TIMUR UNTUK PENGISIAN
KEANGGOTAAN DPR

PEROLEHAN SUARA
No. DAPIL SELISIH | ALAT BUKTI

TERMOHON PEMOHON
P-10.1 S/D P.
JATIM VI 81.857 88.278 6.421
1 10.138
P-10.1 Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di

Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD,
DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta
Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Pemungutan Suara Dalam Pemilu
Tahun 2014 (Model C 1 DPR). Untuk Tempat Pemungutan Suara
(TPS) No. 01 Desa Darmojayan Kecamatan Srengat, Kabupaten
Blitar Jawa Timur

P-10.2 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD, DPRD
Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran :
Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1
DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 05 Desa
Dandong Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar Jawa Timur

P-10.3 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD, DPRD
Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran :

Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, JI. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id
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Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1
DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 04 Desa
Dandong Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar Jawa Timur

P-10.4 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD, DPRD
Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran :
Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1
DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 09 Desa
Dandong Kecamatan Srengat , Kabupaten Blitar Jawa Timur

P-10.5 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD, DPRD
Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran :
Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1
DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 03 Desa
Dandong Kecamatan Srengat , Kabupaten Blitar Jawa Timur

P-10.6 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD, DPRD
Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran :
Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1
DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 04 Desa
Selokajang Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar Jawa Timur

P-10.7 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD, DPRD
Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran :
Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun (Model C 1 DPR).Untuk
Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 09 Desa Selokajang
Kecamatan Srengat , Kabupaten Blitar Jawa Timur

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, JI. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id
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P-10.8 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD, DPRD
Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran :
Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1
DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 02 Desa
Kuningan Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar Jawa Timur

P-10.9 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD, DPRD
Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran :
Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1
DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 07 Desa Maron
Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar Jawa Timur

P-10.10 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD, DPRD
Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran :
Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1
DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 06 Desa
Dondang Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar Jawa Timur

P-10.11 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD, DPRD
Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran :
Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1
DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 07 Desa
Kuningan Kecamatan Kanigoro , Kabupaten Blitar Jawa Timur

P-10.12 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD, DPRD
Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran :

Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, JI. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id
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Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1
DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 08 Desa
Dandong Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar Jawa Timur

P-10.13 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD, DPRD
Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran :
Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1
DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 04 Desa
Jatilengger Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar Jawa Timur

P-10.14 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD, DPRD
Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran :
Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1
DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 06 Desa
Jatilengger Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar Jawa Timur

P-10.15 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD, DPRD
Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran :
Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1
DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 04 Desa Kerjen
Kecamatan Srengat , Kabupaten Blitar Jawa Timur

P-10.16 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD, DPRD
Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran :
Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1
DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 09 Desa Birowo
Kecamatan Binangun , Kabupaten Blitar Jawa Timur

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, JI. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id
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P-10.17 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD, DPRD
Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran :
Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1
DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 01 Desa Birowo
Kecamatan Binangun, Kabupaten Blitar Jawa Timur

P-10.18 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD, DPRD
Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran :
Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1
DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 09 Desa Siraman
Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar Jawa Timur

P-10.19 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD, DPRD
Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran :
Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1
DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 02 Desa Siraman
Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar Jawa Timur

P-10.20 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD, DPRD
Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran :
Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1
DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 02 Desa
Ngembul Kecamatan Binangun, Kabupaten Blitar Jawa Timur

P-10.21 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD, DPRD
Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran :

Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, JI. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id
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Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1
DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 08 Desa
Ngembul Kecamatan Binangun , Kabupaten Blitar Jawa Timur
P-10.22 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD, DPRD
Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran :
Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1
DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 9 Desa
Sukosewu Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar Jawa Timur
P-10.23 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD, DPRD
Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran :
Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1
DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 04 Desa
Tuliskriyo Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar Jawa Timur
P-10.24 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD, DPRD
Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran :
Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1
DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 06 Desa
Tuliskriyo Kecamatan Sanankulon , Kabupaten Blitar Jawa Timur
P-10.25 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD, DPRD
Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran :
Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1
DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 05 Desa

Sugihwaras Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri Jawa Timur

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, JI. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



18

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
~ Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

P-10.26 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD, DPRD
Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran :
Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1
DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 07 Desa
Sugihwaras Kecamatan Ngancar , Kabupaten Kediri Jawa Timur

P-10.27 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD, DPRD
Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran :
Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1
DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 10 Desa
Babadan Kecamatan Ngancar , Kabupaten Kediri Jawa Timur

P-10.28 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD, DPRD
Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran :
Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1
DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 04 Desa
Babadan Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri Jawa Timur

P-10.29 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD, DPRD
Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran :
Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1
DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 04 Desa Senpu
Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri Jawa Timur

P-10.30 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD, DPRD
Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran :

Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
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Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1
DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 05 Desa Muneng
Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri Jawa Timur

P-10.31 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD, DPRD
Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran :
Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1
DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 01 Desa
kempleng Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri Jawa Timur

P-10.32 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD, DPRD
Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran :
Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1
DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 11 Desa
Kempleng Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri Jawa Timur

P-10.33 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD, DPRD
Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran :
Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1
DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 06 Desa Ngino
Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri Jawa Timur

P-10.34 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD, DPRD
Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran :
Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1
DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 02 Kelurahan
Tinalan Kecamatan Pesantren Kota Kediri Jawa Timur

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
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P-10.35 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD, DPRD
Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran :
Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1
DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 36 Desa Sidorejo
Kecamatan Ponggok , Kabupaten Blitar Jawa Timur

P-10.36 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD, DPRD
Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran :
Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1
DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 33 Desa Sidorejo
Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar Jawa Timur

P-10.37 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD, DPRD
Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran :
Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1
DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 20 Desa Sidorejo
Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar Jawa Timur

P-10.38 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD, DPRD
Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran :
Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1
DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 16 Desa Sidorejo
Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar Jawa Timur

P-10.39 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD, DPRD
Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran :

Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
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Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1
DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 3 Desa Kunir
Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar Jawa Timur

P-10.40 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD, DPRD
Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran :
Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1
DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. IV Desa Sidorejo
Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar Jawa Timur

P-10.41 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD, DPRD
Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran :
Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1
DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 22 Desa Sidorejo
Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar Jawa Timur

P-10.42 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD, DPRD
Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran :
Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1
DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 28 Desa Sidorejo
Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar Jawa Timur

P-10.43 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD, DPRD
Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran :
Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1
DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 14 Desa
Singonegaran Kecamatan Pesantren Kota, Kabupaten Kediri Jawa

Timur

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
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P-10.44 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD, DPRD
Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran :
Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1
DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 13 Desa
Singonegaran Kecamatan Pesantren Kota, Kabupaten Kediri Jawa
Timur

P-10.45 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD, DPRD
Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran :
Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1
DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 8 Desa
Singonegaran Kecamatan Pesantren Kota, Kabupaten Kediri Jawa
Timur

P-10.46 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD, DPRD
Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran :
Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1
DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 2 Desa Banjarejo
Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri Jawa Timur

P-10.47 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD, DPRD
Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran :
Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1
DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. IV Desa
Kempleng Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri Jawa Timur

P-10.48 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD, DPRD

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
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Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran :
Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1
DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 01 Desa Banaran
Kecamatan Pesantren, Kabupaten Kediri Jawa Timur
P-10.49 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD, DPRD
Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran :
Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1
DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 01 Desa
Tawangrejo Kecamatan Binangun, Kabupaten Kediri Jawa Timur
P-10.50 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD, DPRD
Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran :
Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1
DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 03 Desa
Kalipucung Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar Jawa Timur
P-10.51 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD, DPRD
Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran :
Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1
DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 07 Desa
Kalipucung Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar Jawa Timur
P-10.52 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD, DPRD
Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran :
Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat

Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1
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DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 10 Desa
Kalipucung Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar Jawa Timur
P-10.53 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD, DPRD
Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran :
Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1
DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 02 Desa
Plosoarang Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar Jawa Timur
P-10.54 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD, DPRD
Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran :
Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1
DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 03 Desa
Plosoarang Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar Jawa Timur
P-10.55 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD, DPRD
Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran :
Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1
DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 05 Desa
Plosoarang Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar Jawa Timur
P-10.56 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD, DPRD
Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran :
Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1
DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 06 Desa
Plosoarang Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar Jawa Timur
P-10.57 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD, DPRD
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Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran :
Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1
DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 25 Desa
Sawentar Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar Jawa Timur
P-10.58 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD, DPRD
Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran :
Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1
DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 22 Desa
Sawentar Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar Jawa Timur
P-10.59 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD, DPRD
Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran :
Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1
DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 13 Desa
Sawentar Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar Jawa Timur
P-10.60 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD, DPRD
Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran :
Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1
DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 27 Desa
Sawentar Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar Jawa Timur
P-10.61 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD, DPRD
Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran :
Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat

Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1
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DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 18 Desa
Sawentar Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar Jawa Timur
P-10.62 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD, DPRD
Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran :
Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1
DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 16 Desa
Sawentar Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar Jawa Timur
P-10.63 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD, DPRD
Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran :
Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1
DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 15 Desa
Sawentar Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar Jawa Timur
P-10.64 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD, DPRD
Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran :
Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1
DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 12 Desa
Sawentar Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar Jawa Timur
P-10.65 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD, DPRD
Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran :
Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1
DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 11 Desa
Sawentar Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar Jawa Timur
P-10.66 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD, DPRD
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Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran :
Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1
DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 10 Desa
Sawentar Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar Jawa Timur
P-10.67 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD, DPRD
Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran :
Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1
DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 08 Desa
Sawentar Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar Jawa Timur
P-10.68 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD, DPRD
Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran :
Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1
DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 07 Desa
Sawentar Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar Jawa Timur
P-10.69 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD, DPRD
Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran :
Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1
DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 02 Desa
Sawentar Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar Jawa Timur
P-10.70 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD, DPRD
Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran :
Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat

Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1
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DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 08 Desa
Bendowulung Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar Jawa Timur

P-10.71 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD, DPRD
Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran :
Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1
DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 08 Desa
Purworejo Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar Jawa Timur

P-10.72 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD, DPRD
Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran :
Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1
DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 02 Desa
Purworejo Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar Jawa Timur

P-10.73 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD, DPRD
Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran :
Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1
DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 06 Desa Sumber
Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar Jawa Timur

P-10.74 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD, DPRD
Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran :
Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1
DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 10 Desa Sumber
Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar Jawa Timur

P-10.75 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD, DPRD
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Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran :
Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1
DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 11 Desa Sumber
Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar Jawa Timur

P-10.76 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD, DPRD
Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran :
Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1
DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 14 Desa Sumber
Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar Jawa Timur

P-10.77 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD, DPRD
Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran :
Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1
DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 14 Desa Sumber
Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar Jawa Timur

P-10.78 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD, DPRD
Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran :
Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1
DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 13 Desa Sumber
Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar Jawa Timur

P-10.79 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD, DPRD
Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran :
Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat

Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1
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DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 15 Desa Sumber
Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar Jawa Timur

P-10.80 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD, DPRD
Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran :
Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1
DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 17 Desa Sumber
Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar Jawa Timur

P-10.81 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD, DPRD
Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran :
Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1
DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 03 Desa
Sumberingin Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar Jawa Timur

P-10.82 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD, DPRD
Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran :
Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1
DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 10 Desa
Sumberingin Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar Jawa Timur

P-10.83 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD, DPRD
Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran :
Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1
DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 07 Desa
Sumberejo Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar Jawa Timur

P-10.84 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD, DPRD
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Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran :
Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1
DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 11 Desa
Sumberejo Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar Jawa Timur

P-10.85 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD, DPRD
Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran :
Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1
DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 10 Desa Bacem
Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar Jawa Timur

P-10.86 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD, DPRD
Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran :
Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1
DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 09 Desa Bacem
Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar Jawa Timur

P-10.87 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD, DPRD
Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran :
Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1
DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 08 Desa Bacem
Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar Jawa Timur

P-10.88 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD, DPRD
Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran :
Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat

Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1
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DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 04 Desa Bacem
Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar Jawa Timur

P-10.89 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD, DPRD
Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran :
Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1
DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 10 Desa
Pandanarum Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar Jawa Timur

P-10.90 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD, DPRD
Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran :
Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1
DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 14 Desa
Pandanarum Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar Jawa Timur

P-10.91 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD, DPRD
Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran :
Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1
DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 01 Desa Jegu
Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar Jawa Timur

P-10.92 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD, DPRD
Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran :
Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1
DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 01 Desa
Sumbersih Kecamatan Panggungrejo, Kabupaten Blitar Jawa Timur

P-10.93 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD, DPRD
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Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran :
Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1
DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 15 Desa
Kalitengah Kecamatan Panggungrejo, Kabupaten Blitar Jawa Timur
P-10.94 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD, DPRD
Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran :
Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1
DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 17 Desa
Kalitengah Kecamatan Panggungrejo, Kabupaten Blitar Jawa Timur
P-10.95 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD, DPRD
Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran :
Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1
DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 12 Desa
Kalitengah Kecamatan Panggungrejo, Kabupaten Blitar Jawa Timur
P-10.96 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD, DPRD
Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran :
Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1
DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 08 Desa
Surojayan Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar Jawa Timur
P-10.97 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD, DPRD
Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran :
Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat

Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1
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DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 04 Desa
Sutojayan Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar Jawa Timur

P-10.98 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD, DPRD
Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran :
Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1
DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 05 Desa Banggle
Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar Jawa Timur

P-10.99 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD, DPRD
Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran :
Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1
DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 07 Desa Banggle
Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar Jawa Timur

P-10.100 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD, DPRD
Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran :
Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1
DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 03 Desa Banggle
Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar Jawa Timur

P-10.101 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD, DPRD
Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran :
Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1
DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 20 Desa Banggle
Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar Jawa Timur

P-10.102 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD, DPRD
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Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran :
Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1
DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 15 Desa Banggle
Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar Jawa Timur

P-10.103 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD, DPRD
Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran :
Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1
DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 12 Desa Banggle
Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar Jawa Timur

P-10.104 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD, DPRD
Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran :
Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1
DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 07 Desa Ngoran
Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar Jawa Timur

P-10.105 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD, DPRD
Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran :
Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1
DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 09 Desa
Sumberasri Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar Jawa Timur

P-10.106 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD, DPRD
Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran :
Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat

Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, JI. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



36

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
~ Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 05 Desa
Sumberasri Kecamatan Ngegok, Kabupaten Blitar Jawa Timur
P-10.107 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD, DPRD
Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran :
Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1
DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 05 Desa
Tawangrejo Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar Jawa Timur
P-10.108 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD, DPRD
Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran :
Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1
DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 04 Desa
Tawangrejo Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar Jawa Timur
P-10.109 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD, DPRD
Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran :
Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1
DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 27 Desa Sidorejo
Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar Jawa Timur
P-10.110 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD, DPRD
Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran :
Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1
DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 09 Desa
Jatilengger Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar Jawa Timur
P-10.111 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD, DPRD
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Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran :
Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1
DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 10 Desa
Jatilengger Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar Jawa Timur
P-10.112 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD, DPRD
Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran :
Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1
DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 02 Desa
Jatilengger Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar Jawa Timur
P-10.113 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD, DPRD
Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran :
Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1
DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 03 Desa
Wonorejo Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar Jawa Timur
P-10.1114 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD, DPRD
Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran :
Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1
DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 06 Desa
Kuningan Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar Jawa Timur
P-10.115 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD, DPRD
Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran :
Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat

Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1
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DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 19 Desa
Tegalsari Kecamatan WIlingi, Kabupaten Blitar Jawa Timur
P-10.116 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD, DPRD
Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran :
Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1
DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 01 Desa
Tulungrejo Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar Jawa Timur
P-10.117 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD, DPRD
Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran :
Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1
DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 19 Desa
Ngaringan Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar Jawa Timur
P-10.118 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD, DPRD
Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran :
Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1
DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 13 Desa
Ngaringan Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar Jawa Timur
P-10.119 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD, DPRD
Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran :
Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1
DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 09 Desa
Ngembul Kecamatan Binangun, Kabupaten Blitar Jawa Timur
P-10.120 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD, DPRD
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Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran :
Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1
DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 01 Desa
Sukorame Kecamatan Binangun, Kabupaten Blitar Jawa Timur
P-10.121 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD, DPRD
Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran :
Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1
DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 09 Desa
Kedungwungu Kecamatan Binangun, Kabupaten Blitar Jawa Timur
P-10.122 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD, DPRD
Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran :
Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1
DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 08 Desa
Kedungwungu Kecamatan Binangun, Kabupaten Blitar Jawa Timur
P-10.123 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD, DPRD
Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran :
Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1
DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 06 Desa
Kedungwungu Kecamatan Binangun, Kabupaten Blitar Jawa Timur
P-10.124 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD, DPRD
Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran :
Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat

Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1
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DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 04 Desa
Kedungwungu Kecamatan Binangun, Kabupaten Blitar Jawa Timur

P-10.125 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD, DPRD
Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran :
Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1
DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 01 Desa
Kedungwungu Kecamatan Binangun, Kabupaten Blitar Jawa Timur

P-10.126 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD, DPRD
Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran :
Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1
DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 06 Desa Jugo
Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar Jawa Timur

P-10.127 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD, DPRD
Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran :
Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1
DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 05 Desa Birowo
Kecamatan Binangun, Kabupaten Blitar Jawa Timur;

P-10.128 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD, DPRD
Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran :
Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1
DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 01 Desa
Pakesrejo Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar Jawa Timur;

P-10.129 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD, DPRD
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Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran :
Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1
DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 06 Desa
Purwokerto Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar Jawa Timur;
P-10.130 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD, DPRD
Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran :
Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1
DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 11 Desa
umberasri Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar Jawa Timur;
P-10.131 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD, DPRD
Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran :
Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1
DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 06 Desa
Bendowulung Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar Jawa Timur;
P-10.132 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD, DPRD
Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran :
Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1
DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 09 Desa Sumber
Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar Jawa Timur;
P-10.133 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD, DPRD
Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran :
Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat

Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1
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DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 02 Desa
Sutojayan Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar Jawa Timur;
P-10.134 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD, DPRD
Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran :
Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1
DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 02 Desa
Penataran Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar Jawa Timur;
P-10.135 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD, DPRD
Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran :
Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1
DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 01 Desa
Tawangrejo Kecamatan Binangun, Kabupaten Blitar Jawa Timur;
P-10.136 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD, DPRD
Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran :
Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1
DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 03 Desa
kedungwunggu Kecamatan Binanggun, Kabupaten Blitar Jawa
Timur;
P-10.137 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD, DPRD
Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran :
Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1
DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 03 Desa

Wonorejo Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar Jawa Timur;
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P-10.138 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD, DPRD
Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran :
Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1
DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 02 Desa
Sutojayan Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar Jawa Timur;
P-10.139 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD, DPRD
Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran :
Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1
DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 03 Desa
Kembangarum Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar Jawa Timur;
P-10.140 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD, DPRD
Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran :
Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1
DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 01 Desa
Kembangarum Kecamatan sutojayan, Kabupaten Blitar Jawa Timur;
P-10.141 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD, DPRD
Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran :
Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1
DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 02 Desa
Penataran Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar Jawa Timur;
P-10.142 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD, DPRD
Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran :

Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat
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Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1
DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 01 Desa
Pendanarum Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar Jawa Timur;

P-10.143 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD, DPRD
Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran :
Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1
DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 04 Desa Bacem
Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar Jawa Timur;

P-10.144 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD, DPRD
Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran :
Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1
DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 15 Desa
Kalipang Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar Jawa Timur;

P-10.145 Model D Berita Acara Hasil Psenghitungan Perolehan Suara Partai
Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD
Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat
Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 beserta lampiran
Sertifikasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di
Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014. Untuk Tempat
Penghitungan Desa Tuliskriyo Kecamatan Tuliskriyo Kecamatan
Tuliskriyo Kabupaten Blitar;

P-10.146 Model D Berita Acara Hasil Psenghitungan Perolehan Suara Partai
Politk dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD
Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat
Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 beserta lampiran
Sertifikasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di
Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014. Untuk Tempat

Penghitungan Desa Maron Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar;
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P-10.147 Model D Berita Acara Hasil Psenghitungan Perolehan Suara Partai
Politk dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD
Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat
Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 beserta lampiran
Sertifikasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di
Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014. Untuk Tempat
Penghitungan Desa Purworejo Kecamatan Sanankulon Kabupaten
Blitar;

P-10.148 Model D Berita Acara Hasil Psenghitungan Perolehan Suara Partai
Politk dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD
Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat
Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 beserta lampiran
Sertifikasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di
Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014. Untuk Tempat
Penghitungan Desa Kandangan Kecamatan Srengat Kabupaten
Blitar;

P-10.149 Model D Berita Acara Hasil Psenghitungan Perolehan Suara Partai
Politk dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD
Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat
Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 beserta lampiran
Sertifikasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di
Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014. Untuk Tempat
Penghitungan Desa Purworejo Kecamatan Sanankulon Kabupaten
Blitar;

P-10.150 Model D Berita Acara Hasil Psenghitungan Perolehan Suara Partai
Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD
Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat
Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 beserta lampiran
Sertifikasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di
Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014. Untuk Tempat
Penghitungan Desa Sidorejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar;
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P-10.151 Model D Berita Acara Hasil Psenghitungan Perolehan Suara Partai
Politk dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD
Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat
Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 beserta lampiran
Sertifikasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di
Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014. Untuk Tempat
Penghitungan Desa Kunir Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar;

P-10.152 Model D Berita Acara Hasil Psenghitungan Perolehan Suara Partai
Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD
Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat
Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 beserta lampiran
Sertifikasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di
Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014. Untuk Tempat
Penghitungan Desa Kerjen Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar;

P-10.153 Model D Berita Acara Hasil Psenghitungan Perolehan Suara Partai
Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD
Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat
Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 beserta lampiran
Sertifikasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di
Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014. Untuk Tempat
Penghitungan Desa Tawangrejo Kecamatan Wonodadi Kabupaten
Blitar;

P-10.154 Model D Berita Acara Hasil Psenghitungan Perolehan Suara Partai
Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD
Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat
Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 beserta lampiran
Sertifikasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di
Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014. Untuk Tempat
Penghitungan Desa Selokajang Kecamatan Srengat Kabupaten
Blitar;

P-10.155 Model D Berita Acara Hasil Psenghitungan Perolehan Suara Partai
Politk dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD
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Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat
Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 beserta lampiran
Sertifikasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di
Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014. Untuk Tempat
Penghitungan Desa Wonorejo Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar;

P-10.156 Model D Berita Acara Hasil Psenghitungan Perolehan Suara Partai
Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD
Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat
Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 beserta lampiran
Sertifikasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di
Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014. Untuk Tempat
Penghitungan Desa Pakesrejo Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar;

P-10.157 Model D Berita Acara Hasil Psenghitungan Perolehan Suara Partai
Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD
Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat
Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 beserta lampiran
Sertifikasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di
Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014. Untuk Tempat
Penghitungan Desa Kalipucung Kecamatan Ponggok Kabupaten
Blitar;

P-10.158 Model D Berita Acara Hasil Psenghitungan Perolehan Suara Partai
Politk dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD
Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat
Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 beserta lampiran
Sertifikasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di
Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014. Untuk Tempat
Penghitungan Desa Plosoarang Kecamatan Sunankulon Kabupaten
Blitar;

P-10.159 Model DA Berita Acara Hasil Psenghitungan Perolehan Suara Partai
Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD
Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kecamatan

Dalam Pemilu Tahun 2014 beserta lampiran Sertifikasi Hasil
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Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat
Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014. Untuk Tempat
Penghitungan Kecamatan Panggongrejo Kabupaten Blitar Provinsi
jawa Timur;

P-10.160 Model DA Berita Acara Hasil Psenghitungan Perolehan Suara Partai
Politk dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD
Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kecamatan
Dalam Pemilu Tahun 2014 beserta lampiran Sertifikasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat
Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014. Untuk Tempat
Penghitungan Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar Provinsi jawa
Timur,;

P-10.161 Model DA Berita Acara Hasil Psenghitungan Perolehan Suara Partai
Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD
Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kecamatan
Dalam Pemilu Tahun 2014 beserta lampiran Sertifikasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat
Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014. Untuk Tempat
Penghitungan Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar Provinsi jawa
Timur,;

P-10.162 Model DA Berita Acara Hasil Psenghitungan Perolehan Suara Partai
Politk dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD
Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kecamatan
Dalam Pemilu Tahun 2014 beserta lampiran Sertifikasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat
Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014. Untuk Tempat
Penghitungan Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar Provinsi jawa
Timur;

P-10.163 Model DA Berita Acara Hasil Psenghitungan Perolehan Suara Partai
Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD
Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kecamatan

Dalam Pemilu Tahun 2014 beserta lampiran Sertifikasi Hasil
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Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat
Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014. Untuk Tempat
Penghitungan Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar Provinsi jawa
Timur,;

P-10.164 Model DA Berita Acara Hasil Psenghitungan Perolehan Suara Partai
Politk dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD
Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kecamatan
Dalam Pemilu Tahun 2014 beserta lampiran Sertifikasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat
Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014. Untuk Tempat
Penghitungan Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar Provinsi jawa
Timur,;

P-10.165 Model DA Berita Acara Hasil Psenghitungan Perolehan Suara Partai
Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD
Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kecamatan
Dalam Pemilu Tahun 2014 beserta lampiran Sertifikasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat
Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014. Untuk Tempat
Penghitungan Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar Provinsi jawa
Timur,;

P-10.166 Model DA Berita Acara Hasil Psenghitungan Perolehan Suara Partai
Politk dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD
Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kecamatan
Dalam Pemilu Tahun 2014 beserta lampiran Sertifikasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat
Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014. Untuk Tempat
Penghitungan Kecamatan Sanan Kulon Kabupaten Blitar Provinsi
jawa Timur;

P-10.167 Model DA Berita Acara Hasil Psenghitungan Perolehan Suara Partai
Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD
Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kecamatan

Dalam Pemilu Tahun 2014 beserta lampiran Sertifikasi Hasil

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, JI. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



50

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
~ Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat
Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014. Untuk Tempat
Penghitungan Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar Provinsi jawa
Timur,;

P-10.168 Model DA Berita Acara Hasil Psenghitungan Perolehan Suara Partai
Politk dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD
Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kecamatan
Dalam Pemilu Tahun 2014 beserta lampiran Sertifikasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat
Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014. Untuk Tempat
Penghitungan Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar Provinsi jawa
Timur,;

P-10.169 Model DA Berita Acara Hasil Psenghitungan Perolehan Suara Partai
Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD
Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kecamatan
Dalam Pemilu Tahun 2014 beserta lampiran Sertifikasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat
Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014. Untuk Tempat
Penghitungan Kecamatan kanigoro Kabupaten Blitar Provinsi jawa
Timur,;

P-10.170 Model DA Berita Acara Hasil Psenghitungan Perolehan Suara Partai
Politk dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD
Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kecamatan
Dalam Pemilu Tahun 2014 beserta lampiran Sertifikasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat
Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014. Untuk Tempat
Penghitungan Kecamatan WIingi Kabupaten Blitar Provinsi jawa
Timur;

P-10.171 Model DB-1 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap
Kecamatan Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun
2014, untuk Kabupaten Blitar.
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P-10.172 Model DB-1 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap
Kecamatan Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun
2014, untuk Kabupaten kediri.

P-10.173 Model DC-1 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap
Kabupaten/Kota Di Tingkat Provinsi Dalam Pemilu Tahun 2014 Untuk
Dapil VI Provinsi Jawa Timur;

P-10.174 Model DA-1 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap
Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Tahun
2014, untuk Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri (Bukti Khusus
Kecurangan KPU Kabupaten Kediri Pengurangan Suara Partai
Hanura);

P-10.175 Model DA-1 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap
Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Tahun
2014, untuk Kecamatan Wates Kabupaten Kediri (Bukti Khusus
Kecurangan KPU Kabupaten Kediri P-10.174 Model DA-1 Sertifikat
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kelurahan di
Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, untuk
Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri (Bukti Khusus Kecurangan
KPU Kabupaten Kediri Pengurangan Suara Partai Hanura);

P-10.175 Model DA-1 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap
Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Tahun
2014, untuk Kecamatan Wates Kabupaten Kediri (Bukti Khusus
Kecurangan KPU Kabupaten Kediri Penggelembungan Partai

Nasdem);

Penjelasan Pemohon (Partai Hanura) :

- Bahwa dalam pelaksanaan Pemilu Legislatif Komisi Pemilihan Umum telah
bekerja secara tidak profesional dengan pembiaran terjadinya kecurangan
dan dengan modus dalam perekapan hasil rekapitulasi dari TPS sebagai
basis data atau angka perolehan suara sah dan benar telah dimanipulasi
oleh di mulai dari tingkat PPS (Desa/Kelurahan), PPK (Kecamatan), KPUD

Kabupaten/Kota yang secara sistemik, terorganisir dan masiv. Partai
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Hanura sebagai (Pemohon) telah mendapati kecurangan-kecurangan itu
seperti yang temukan berdasarkan investigasi yang mengakibatkan
perolehan suara Partai dan Caleg Hanura tidak sesuai dengan hasil
investigasi di Dapil Jatim VI seharusnya mendapatkan suara sejumlah
88.255 (delapan puluh delapan ribu dua ratus lima puluh lima) suara.

- Hasil Rekapitulasi KPU Kabupaten Blitar, Partai Hanura dan Caleg
memperoleh suara sejumlah 25.835 (dua puluh lima ribu delapan ratus tiga
puluh lima), berdasarkan hasil investigasi Partai Hanura dan tim caleg telah
menemukan pengurangan perolehan suara Partai dan Caleg sebesar 6.156
(enam ribu seratus lima puluh enam) dan bila ditambahkan ke suara Partai
Hanura maka perolehan suara Partai Hanura sebesar 31.1991 (tiga puluh
satu ribu seribu sembilan ratus Sembilan puluh satu).

- Hasil Rekapitulasi KPU Kabupaten Kediri, Partai Hanura dan Calegnya
memperoleh suara sejumlah 21.157 (dua puluh ribu seratus lima puluh
tujuh), berdasarkan hasil temuan lapangan Partai Hanura telah menemukan
suara ada 242 (dua ratus enam puluh dua), seharusnya suara Partai
Hanura 21.399 (dua puluh satu ribu tiga ratus Sembilan puluh Sembilan).

- Bahwa bedasarkan hasil temuan Partai HANURA bahwa suara sebesar
6.498 (enam ribu empat ratus Sembilan puluh delapan) adalah menjadi hak
dan milik Partai HANURA yang tidak di rekap oleh KPUD Kabupaten Blitar
dan Kabupaten Kediri ini secara mutatis mutandis harus di masukkan
kepada perolehan SUARA Partai HANURA dan Perolehan Suara Partai
Hanura sebesar 88.255 (delapan puluh delapan dua ratus lima puluh lima)
suara.

- Bahwa peolehan suara Partai Hanura di Kecamatan Srengat Kab. Blitar
sebesar 4218 menurut hasil rekapitulasi PPK, sebenarnya masih ada suara
Partai Hanura sebesar 1549 yang belum ditambahkan, perolehan Partai
Hanura 4218 + 1549 = 5767 (lima ribu tujuh ratus enam puluh tujuh) suara.
(vide Bukti P-10dan P-10)

- Bahwa perolehan suara Partai Hanura di Kecamatan Kanigoro Blitar Kab.

adalah sebesar 753 versi PPK, hasil temuan Partai Hanura masih ada 1330
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suara yang belum direkap sehingga perolehan suara Partai Hanura 753 +
1330 = 2083 (dua ribu delapan Puluh tiga), (vide Bukti P-10);

- Bahwa Perolehan suara Partai Hanura di Kecamatan Ponggok Kab. Blitar
sebesar 1247 menurut hasil rekapitulasi PPK, hasil temuan Partai Hanura
masih ada sebesar1585 suara yang belum ditambahkan, pada akhirnya
yang sebenarnya suara Partai Hanura adalah 1247 + 1585 = 2832 (dua ribu
delapan ratus tiga puluh dua); (vide bukti P-10,)

- Bahwa Perolehan suara Partai Hanura di Kecamatan Binangun Kab. Blitar
sebesar 2486 menurut hasil rekapitulasi PPK, hasil temuan Partai Hanura
masih ada sebesar 497 suara yang belum ditambahkan, pada akhirnya
yang sebenarnya suara Partai Hanura adalah 2486 + 497 = 2983 (dua ribu
Sembilan ratus delapan puluh tiga); (vide bukti P-10,)

- Bahwa Perolehan suara Partai Hanura di Kecamatan Kesamben Kab. Blitar
sebesar 1220 menurut hasil rekapitulasi PPK, hasil temuan Partai Hanura
masih ada sebesar 369 suara yang belum ditambahkan, pada akhirnya
yang sebenarnya suara Partai Hanura adalah 1220 + 369 = 1589 (seribu
lima ratus delapan puluh Sembilan); (vide bukti P-10,);

- Bahwa Perolehan suara Partai Hanura di Kecamatan Gandusari Gandusari
Kab. Blitar sebesar 1682 menurut hasil rekapitulasi PPK, hasil temuan
Partai Hanura masih ada sebesar 242 suara yang belum ditambahkan, pada
akhirnya yang sebenarnya suara Partai Hanura adalah 1682 + 242 = 1924
(seribu Sembilan ratus dua puluh empat) ; (vide bukti P-10,)

- Bahwa Perolehan suara Partai Hanura di Kecamatan Sanankulon Kab.
Blitar sebesar 1171 menurut hasil rekapitulasi PPK, hasil temuan Partai
Hanura masih ada sebesar 2394 suara yang belum ditambahkan, pada
akhirnya yang sebenarnya suara Partai Hanura adalah 1171 + 2394 = 3565
(tiga ribu lima ratus enam puluh lima); (vide bukti P-10,);

- Bahwa Perolehan suara Partai Hanura di Kecamatan Sutojayan Kab. Blitar
sebesar 665 menurut hasil rekapitulasi PPK, hasil temuan Partai Hanura
masih ada sebesar 1181 suara yang belum ditambahkan, pada akhirnya
yang sebenarnya suara Partai Hanura adalah 665 + 1181 = 1846 (seribu

delapan ratus empat puluh enam) suara; (vide bukti P-10,);
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- Bahwa Perolehan suara Partai Hanura di Kecamatan Wonodadi Kab. Blitar
sebesar 1673 menurut hasil rekapitulasi PPK, hasil temuan Partai Hanura
masih ada sebesar 256 suara yang belum ditambahkan, pada akhirnya
yang sebenarnya suara Partai Hanura adalah 1673 + 256 = 1929 (seribu
Sembilan ratus dua puluh Sembilan) suara. (vide bukti P-10);

- Bahwa Perolehan suara Partai Hanura di Kecamatan Panggungrejo Kab.
Blitar sebesar 737 menurut hasil rekapitulasi PPK, hasil temuan Partai
Hanura masih ada sebesar 456 suara yang belum ditambahkan, pada
akhirnya yang sebenarnya suara Partai Hanura adalah 737 + 453 = 1190
(seribu seratus Sembilan puluh) suara; (vide bukti P-10)

- Bahwa Perolehan suara Partai Hanura di Kecamatan Nglegok Kab. Blitar
sebesar 1140 menurut hasil rekapitulasi PPK, hasil temuan Partai Hanura
masih ada sebesar 445 suara yang belum ditambahkan, pada akhirnya
yang sebenarnya suara Partai Hanura adalah 1140 + 445 = 1585 (seribu
lima ratus delapan puluh lima) suara; (vide bukti P-10,);

- Bahwa Perolehan suara Partai Hanura di Kecamatan Ngancar Kab. Kediri
sebesar 509 menurut hasil rekapitulasi PPK, hasil temuan Partai Hanura
masih ada sebesar 171 suara yang belum ditambahkan, pada akhirnya
yang sebenarnya suara Partai Hanura adalah 509 + 171 = 680 (enam ratus
delapan puluh) suara; (vide bukti P-10)

- Bahwa Perolehan suara Partai Hanura di Kecamatan Purwoasri Kab. Kediri
sebesar 1213 menurut hasil rekapitulasi PPK, hasil temuan Partai Hanura
masih ada sebesar 37 suara yang belum ditambahkan, pada akhirnya yang
sebenarnya suara Partai Hanura adalah 1213 + 37 = 1250 (seribu dua
ratus lima puluh) suara; (vide bukti P-10,)

- Bahwa Perolehan suara Partai Hanura di Kecamatan Plemahan Kab. Kediri
sebesar 540 menurut hasil rekapitulasi PPK, hasil temuan Partai Hanura
masih ada sebesar 19 suara yang belum ditambahkan, pada akhirnya yang
sebenarnya suara Partai Hanura adalah 540 + 19 = 559 (lima ratus lima
puluh Sembilan); (vide bukti P)-10)
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- Bahwa berdasarkan Hasil Partai Hanura di Kecamatan Tarokan Kabupaten
Kediri, di data Model DA-1 Partai Hanura mendapat 517 Suara, tetapi di
Data Model DB-1 berkurang menjadi 462 suara ( selisih 55 suara)

- Bahwa Perolehan suara Partai Nasdem di Kecamatan Wates Kabupaten
Kediri menggelembung di Model DA-1 Partai Nasdem mendapat suara 1840
bertambah dari Data Model

- Bahwa Perolehan suara Partai Nasdemdi Kecamatan Wates Kabupaten
Kediri menggelembung di Model DA-1 Partai Nasdem mendapat suara 1840
bertambah dari Data Modsel DB -1 menjadi 1868 berarti ada suara tidak sah
sebesar 28 suara (vide P-10.175);

- Model DB -1 menjadi 1868 berarti ada suara tidak sah sebesar 28 suara
(vide P-10.175);

- Bahwa Perolehan suara Partai Nasdem di TPS 5 Desa Ngembul
Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar menggelembung sebesar 170
suara.

Kesimpulan:
Berdasarkan uraian di atas pemohon menyimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Penggelembungan suara Partai Nasdem di TPS 5 Desa Ngembul
Kecamatan Binangun, Kabupaten Blitar sebanyak 170 suara. (Bukti
terlampir)

2. Pengurangan suara Partai HANURA yang terjadi di Kabupaten Blitar,
Kabupaten Kediri dan Kota Kediri ditemukan di 150 TPS dengan total suara
sebanyak 6.421 suara. (Bukti terlampir)

3. Penggelembungan suara Partai Nasdem di Kecamatan Wates berdasarkan
data Model DA1 Partai Nasdem memperoleh 1.840 suara tetapi di data
model DB1 tertulis 1868 suara, selisih 28 suara. (Data terlampir)

4. Pengurangan suara Partai HANURA di Kecamatan Tarokan. Di data Model
DA1 mendapat 517 suara, tetapi di data Model DB1 menjadi 462 suara,

selisih 55 suara. (Data terlampir)

Apabila dalam permohonan Partai HANURA pada DAPIL VI Jawa Timur
dikabulkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi maka suara Partai HANURA
menjadi 81.857 ditambah 6.421 sehingga menjadi 88.278 suara. Dengan demikian
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dari perolehan tersebut, Partai HANURA pada DAPIL VI Jawa Timur akan
mendapatkan 1 (satu) kursi DPR RI akibat perolehan suara Partai HANURA

melampaui perolehan suara Partai Nasdem yang berjumlah 87.000 suara.

PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, di mohon mahkamah konstitusi

berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;

2. Membatalkan  “Keputusan  Komisi  Pemilihan ~ Umum  Nomor
411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014,
tanggal 9 Mei 2014”,

3. Mengembalikan suara Partai HANURA untuk seluruhnya di Dapil Jawa Timur
VI sehingga menjadi 88.278 suara;

4. Menetapkan perolehan suara Partai HANURA di Dapil Jawa Timur VI sebesar
88.278 suara, dengan demikian memperoleh 1 (satu) kursi DPR RI dari Dapil

Jawa Timur VI.

[2.3] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan

alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-10.1 sampai
dengan P-10.210 dan disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014 sebagai
berikut :

1. P-10.1 Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di
Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD,
DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014
beserta Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Pemungutan Suara
Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1 DPR). Untuk Tempat
Pemungutan Suara (TPS) No. 01 Desa Darmojayan Kecamatan

Srengat, Kabupaten Blitar Jawa Timur
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2. P-10.2 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD,
DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta
Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan
Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014
(Model C 1 DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 05
Desa Dandong Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar Jawa Timur

3. P-10.3 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD,
DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta
Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan
Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014
(Model C 1 DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 04
Desa Dandong Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar Jawa Timur

4. P-104 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD,
DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta
Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan
Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014
(Model C 1 DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 09
Desa Dandong Kecamatan Srengat , Kabupaten Blitar Jawa
Timur

5. P-10.5 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD,
DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta
Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan
Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014
(Model C 1 DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 03
Desa Dandong Kecamatan Srengat , Kabupaten Blitar Jawa
Timur

6. P-10.6 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD,
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DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta
Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan
Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014
(Model C 1 DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 04
Desa Selokajang Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar Jawa
Timur

7. P-10.7 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD,
DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta
Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan
Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun
(Model C 1 DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 09
Desa Selokajang Kecamatan Srengat , Kabupaten Blitar Jawa
Timur

8. P-10.8 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD,
DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta
Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan
Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014
(Model C 1 DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 02
Desa Kuningan Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar Jawa
Timur

9. P-10.9 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD,
DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta
Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan
Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014
(Model C 1 DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 07
Desa Maron Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar Jawa Timur

10. P-10.10 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD,
DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta
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Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan
Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014
(Model C 1 DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 06
Desa Dondang Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar Jawa Timur

11. P-10.11 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD,
DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta
Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan
Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014
(Model C 1 DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 07
Desa Kuningan Kecamatan Kanigoro , Kabupaten Blitar Jawa
Timur

12. P-10.12 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD,
DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta
Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan
Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014
(Model C 1 DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 08
Desa Dandong Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar Jawa Timur

13. P-10.13 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD,
DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta
Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan
Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014
(Model C 1 DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 04
Desa Jatilengger Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar Jawa
Timur

14. P-10.14 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD,
DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta
Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan

Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014
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(Model C 1 DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 06
Desa Jatilengger Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar Jawa
Timur
15. P-10.15 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD,
DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta
Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan
Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014
(Model C 1 DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 04
Desa Kerjen Kecamatan Srengat , Kabupaten Blitar Jawa Timur
16. P-10.16 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD,
DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta
Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan
Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014
(Model C 1 DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 09
Desa Birowo Kecamatan Binangun , Kabupaten Blitar Jawa Timur
17. P-10.17 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD,
DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta
Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan
Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014
(Model C 1 DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 01
Desa Birowo Kecamatan Binangun, Kabupaten Blitar Jawa Timur
18. P-10.18 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD,
DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta
Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan
Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014
(Model C 1 DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 09
Desa Siraman Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar Jawa

Timur
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19. P-10.19 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD,
DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta
Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan
Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014
(Model C 1 DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 02
Desa Siraman Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar Jawa
Timur

20. P-10.20 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD,
DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta
Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan
Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014
(Model C 1 DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 02
Desa Ngembul Kecamatan Binangun, Kabupaten Blitar Jawa
Timur

21. P-10.21 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD,
DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta
Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan
Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014
(Model C 1 DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 08
Desa Ngembul Kecamatan Binangun , Kabupaten Blitar Jawa
Timur

22. P-10.22 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD,
DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta
Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan
Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014
(Model C 1 DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 9
Desa Sukosewu Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar Jawa

Timur
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23. P-10.23 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD,
DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta
Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan
Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014
(Model C 1 DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 04
Desa Tuliskriyo Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar Jawa
Timur

24. P-10.24 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD,
DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta
Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan
Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014
(Model C 1 DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 06
Desa Tuliskriyo Kecamatan Sanankulon , Kabupaten Blitar Jawa
Timur

25. P-10.25 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD,
DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta
Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan
Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014
(Model C 1 DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 05
Desa Sugihwaras Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri Jawa
Timur

26. P-10.26 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD,
DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta
Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan
Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014
(Model C 1 DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 07
Desa Sugihwaras Kecamatan Ngancar , Kabupaten Kediri Jawa

Timur

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, JI. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



63

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
~ Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

27. P-10.27 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD,
DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta
Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan
Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014
(Model C 1 DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 10
Desa Babadan Kecamatan Ngancar , Kabupaten Kediri Jawa
Timur

28. P-10.28 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD,
DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta
Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan
Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014
(Model C 1 DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 04
Desa Babadan Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri Jawa
Timur

29. P-10.29 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD,
DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta
Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan
Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014
(Model C 1 DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 04
Desa Senpu Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri Jawa Timur

30. P-10.30 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD,
DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta
Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan
Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014
(Model C 1 DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 05
Desa Muneng Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri Jawa

Timur
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31. P-10.31 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD,
DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta
Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan
Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014
(Model C 1 DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 01
Desa kempleng Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri Jawa
Timur

32. P-10.32 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD,
DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta
Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan
Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014
(Model C 1 DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 11
Desa Kempleng Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri Jawa
Timur

33. P-10.33 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD,
DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta
Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan
Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014
(Model C 1 DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 06
Desa Ngino Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri Jawa Timur

34. P-10.34 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD,
DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta
Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan
Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014
(Model C 1 DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 02
Kelurahan Tinalan Kecamatan Pesantren Kota Kediri Jawa Timur

35. P-10.35 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD,
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DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta
Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan
Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014
(Model C 1 DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 36
Desa Sidorejo Kecamatan Ponggok , Kabupaten Blitar Jawa
Timur
36. P-10.36 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD,
DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta
Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan
Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014
(Model C 1 DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 33
Desa Sidorejo Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar Jawa Timur
37. P-10.37 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD,
DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta
Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan
Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014
(Model C 1 DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 20
Desa Sidorejo Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar Jawa Timur
38. P-10.38 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD,
DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta
Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan
Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014
(Model C 1 DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 16
Desa Sidorejo Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar Jawa Timur
39. P-10.39 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD,
DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta
Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan

Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014
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(Model C 1 DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 3
Desa Kunir Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar Jawa Timur
40. P-10.40 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD,
DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta
Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan
Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014
(Model C 1 DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. IV
Desa Sidorejo Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar Jawa Timur
41. P-10.41 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD,
DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta
Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan
Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014
(Model C 1 DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 22
Desa Sidorejo Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar Jawa Timur
42. P-10.42 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD,
DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta
Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan
Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014
(Model C 1 DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 28
Desa Sidorejo Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar Jawa Timur
43. P-10.43 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD,
DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta
Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan
Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014
(Model C 1 DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 14
Desa Singonegaran Kecamatan Pesantren Kota, Kabupaten

Kediri Jawa Timur
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44. P-10.44 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD,
DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta
Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan
Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014
(Model C 1 DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 13
Desa Singonegaran Kecamatan Pesantren Kota, Kabupaten
Kediri Jawa Timur

45. P-10.45 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD,
DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta
Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan
Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014
(Model C 1 DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 8
Desa Singonegaran Kecamatan Pesantren Kota, Kabupaten
Kediri Jawa Timur

46. P-10.46 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD,
DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta
Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan
Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014
(Model C 1 DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 2
Desa Banjarejo Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri Jawa
Timur

47. P-10.47 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD,
DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta
Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan
Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014
(Model C 1 DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. IV
Desa Kempleng Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri Jawa

Timur
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48. P-10.48 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD,
DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta
Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan
Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014
(Model C 1 DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 01
Desa Banaran Kecamatan Pesantren, Kabupaten Kediri Jawa
Timur

49. P-10.49 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD,
DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta
Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan
Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014
(Model C 1 DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 01
Desa Tawangrejo Kecamatan Binangun, Kabupaten Kediri Jawa
Timur

50. P-10.50 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD,
DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta
Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan
Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014
(Model C 1 DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 03
Desa Kalipucung Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar Jawa
Timur

51. P-10.51 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD,
DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta
Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan
Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014
(Model C 1 DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 07
Desa Kalipucung Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar Jawa

Timur
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52. P-10.52 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD,
DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta
Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan
Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014
(Model C 1 DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 10
Desa Kalipucung Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar Jawa
Timur

53. P-10.53 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD,
DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta
Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan
Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014
(Model C 1 DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 02
Desa Plosoarang Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar Jawa
Timur

54. P-10.54 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD,
DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta
Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan
Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014
(Model C 1 DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 03
Desa Plosoarang Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar Jawa
Timur

55. P-10.55 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD,
DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta
Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan
Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014
(Model C 1 DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 05
Desa Plosoarang Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar Jawa

Timur
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56. P-10.56 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD,
DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta
Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan
Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014
(Model C 1 DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 06
Desa Plosoarang Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar Jawa
Timur

57. P-10.57 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD,
DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta
Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan
Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014
(Model C 1 DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 25
Desa Sawentar Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar Jawa
Timur

58. P-10.58 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD,
DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta
Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan
Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014
(Model C 1 DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 22
Desa Sawentar Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar Jawa
Timur

59. P-10.59 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD,
DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta
Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan
Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014
(Model C 1 DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 13
Desa Sawentar Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar Jawa

Timur
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60. P-10.60 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD,
DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta
Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan
Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014
(Model C 1 DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 27
Desa Sawentar Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar Jawa
Timur

61. P-10.61 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD,
DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta
Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan
Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014
(Model C 1 DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 18
Desa Sawentar Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar Jawa
Timur

62. P-10.62 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD,
DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta
Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan
Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014
(Model C 1 DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 16
Desa Sawentar Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar Jawa
Timur

63. P-10.63 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD,
DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta
Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan
Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014
(Model C 1 DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 15
Desa Sawentar Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar Jawa

Timur

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
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64. P-10.64 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD,
DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta
Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan
Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014
(Model C 1 DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 12
Desa Sawentar Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar Jawa
Timur

65. P-10.65 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD,
DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta
Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan
Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014
(Model C 1 DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 11
Desa Sawentar Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar Jawa
Timur

66. P-10.66 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD,
DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta
Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan
Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014
(Model C 1 DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 10
Desa Sawentar Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar Jawa
Timur

67. P-10.67 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD,
DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta
Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan
Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014
(Model C 1 DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 08
Desa Sawentar Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar Jawa

Timur
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68. P-10.68 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD,
DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta
Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan
Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014
(Model C 1 DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 07
Desa Sawentar Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar Jawa
Timur

69. P-10.69 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD,
DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta
Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan
Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014
(Model C 1 DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 02
Desa Sawentar Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar Jawa
Timur

70. P-10.70 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD,
DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta
Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan
Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014
(Model C 1 DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 08
Desa Bendowulung Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar Jawa
Timur

71. P-10.71 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD,
DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta
Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan
Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014
(Model C 1 DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 08
Desa Purworejo Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar Jawa

Timur
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72. P-10.72 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD,
DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta
Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan
Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014
(Model C 1 DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 02
Desa Purworejo Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar Jawa
Timur

73. P-10.73 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD,
DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta
Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan
Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014
(Model C 1 DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 06
Desa Sumber Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar Jawa
Timur

74. P-10.74 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD,
DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta
Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan
Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014
(Model C 1 DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 10
Desa Sumber Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar Jawa
Timur

75. P-10.75 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD,
DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta
Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan
Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014
(Model C 1 DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 11
Desa Sumber Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar Jawa

Timur
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76. P-10.76 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD,
DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta
Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan
Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014
(Model C 1 DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 14
Desa Sumber Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar Jawa
Timur

77. P-10.77 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD,
DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta
Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan
Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014
(Model C 1 DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 14
Desa Sumber Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar Jawa
Timur

78. P-10.78 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD,
DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta
Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan
Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014
(Model C 1 DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 13
Desa Sumber Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar Jawa
Timur

79. P-10.79 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD,
DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta
Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan
Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014
(Model C 1 DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 15
Desa Sumber Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar Jawa

Timur
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80. P-10.80 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD,
DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta
Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan
Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014
(Model C 1 DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 17
Desa Sumber Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar Jawa
Timur

81. P-10.81 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD,
DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta
Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan
Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014
(Model C 1 DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 03
Desa Sumberingin Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar
Jawa Timur

82. P-10.82 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD,
DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta
Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan
Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014
(Model C 1 DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 10
Desa Sumberingin Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar
Jawa Timur

83. P-10.83 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD,
DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta
Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan
Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014
(Model C 1 DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 07
Desa Sumberejo Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar Jawa

Timur
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84. P-10.84 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD,
DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta
Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan
Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014
(Model C 1 DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 11
Desa Sumberejo Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar Jawa
Timur

85. P-10.85 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD,
DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta
Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan
Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014
(Model C 1 DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 10
Desa Bacem Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar Jawa Timur

86. P-10.86 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD,
DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta
Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan
Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014
(Model C 1 DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 09
Desa Bacem Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar Jawa Timur

87. P-10.87 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD,
DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta
Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan
Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014
(Model C 1 DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 08
Desa Bacem Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar Jawa Timur

88. P-10.88 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD,
DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta
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Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan
Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014
(Model C 1 DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 04
Desa Bacem Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar Jawa Timur

89. P-10.89 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD,
DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta
Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan
Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014
(Model C 1 DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 10
Desa Pandanarum Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar Jawa
Timur

90. P-10.90 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD,
DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta
Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan
Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014
(Model C 1 DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 14
Desa Pandanarum Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar Jawa
Timur

91. P-10.91 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD,
DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta
Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan
Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014
(Model C 1 DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 01
Desa Jegu Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar Jawa Timur

92. P-10.92 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD,
DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta
Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan

Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014
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(Model C 1 DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 01
Desa Sumbersih Kecamatan Panggungrejo, Kabupaten Blitar
Jawa Timur

93. P-10.93 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD,
DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta
Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan
Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014
(Model C 1 DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 15
Desa Kalitengah Kecamatan Panggungrejo, Kabupaten Blitar
Jawa Timur

94. P-10.94 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD,
DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta
Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan
Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014
(Model C 1 DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 17
Desa Kalitengah Kecamatan Panggungrejo, Kabupaten Blitar
Jawa Timur

95. P-10.95 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD,
DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta
Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan
Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014
(Model C 1 DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 12
Desa Kalitengah Kecamatan Panggungrejo, Kabupaten Blitar
Jawa Timur

96. P-10.96 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD,
DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta
Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan

Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
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(Model C 1 DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 08
Desa Surojayan Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar Jawa
Timur

97. P-10.97 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD,
DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta
Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan
Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014
(Model C 1 DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 04
Desa Sutojayan Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar Jawa
Timur

98. P-10.98 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD,
DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta
Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan
Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014
(Model C 1 DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 05
Desa Banggle Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar Jawa Timur

99. P-10.99 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD,
DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta
Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan
Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014
(Model C 1 DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 07
Desa Banggle Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar Jawa Timur

100. P-10.100 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD,
DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta
Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan
Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014
(Model C 1 DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 03

Desa Banggle Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar Jawa Timur
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101. P-10.101  Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD,
DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta
Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan
Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014
(Model C 1 DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 20
Desa Banggle Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar Jawa Timur
102. P-10.102 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD,
DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta
Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan
Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014
(Model C 1 DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 15
Desa Banggle Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar Jawa Timur
103. P-10.103 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD,
DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta
Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan
Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014
(Model C 1 DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 12
Desa Banggle Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar Jawa Timur
104. P-10.104 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD,
DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta
Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan
Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014
(Model C 1 DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 07
Desa Ngoran Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar Jawa Timur
105. P-10.105 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD,
DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta

Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
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Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014
(Model C 1 DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 09
Desa Sumberasri Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar Jawa
Timur

106. P-10.106 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD,
DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta
Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan
Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014
(Model C 1 DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 05
Desa Sumberasri Kecamatan Ngegok, Kabupaten Blitar Jawa
Timur

107. P-10.107 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD,
DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta
Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan
Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014
(Model C 1 DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 05
Desa Tawangrejo Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar Jawa
Timur

108. P-10.108 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD,
DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta
Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan
Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014
(Model C 1 DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 04
Desa Tawangrejo Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar Jawa
Timur

109. P-10.109 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD,
DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta

Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
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Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014
(Model C 1 DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 27
Desa Sidorejo Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar Jawa Timur

110. P-10.110 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD,
DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta
Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan
Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014
(Model C 1 DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 09
Desa Jatilengger Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar Jawa
Timur

111. P-10.111  Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD,
DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta
Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan
Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014
(Model C 1 DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 10
Desa Jatilengger Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar Jawa
Timur

112. P-10.112 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD,
DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta
Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan
Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014
(Model C 1 DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 02
Desa Jatilengger Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar Jawa
Timur

113. P-10.113 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD,
DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta
Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan

Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014
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(Model C 1 DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 03
Desa Wonorejo Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar Jawa
Timur

114. P-10.114 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD,
DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta
Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan
Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014
(Model C 1 DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 06
Desa Kuningan Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar Jawa
Timur

115. P-10.115 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD,
DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta
Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan
Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014
(Model C 1 DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 19
Desa Tegalsari Kecamatan WIingi, Kabupaten Blitar Jawa Timur

116. P-10.116  Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD,
DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta
Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan
Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014
(Model C 1 DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 01
Desa Tulungrejo Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar Jawa
Timur

117. P-10.117 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD,
DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta
Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan
Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014
(Model C 1 DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 19

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
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Desa Ngaringan Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar Jawa
Timur

118. P-10.118 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD,
DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta
Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan
Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014
(Model C 1 DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 13
Desa Ngaringan Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar Jawa
Timur

119. P-10.119 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD,
DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta
Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan
Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014
(Model C 1 DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 09
Desa Ngembul Kecamatan Binangun, Kabupaten Blitar Jawa
Timur

120. P-10.120 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD,
DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta
Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan
Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014
(Model C 1 DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 01
Desa Sukorame Kecamatan Binangun, Kabupaten Blitar Jawa
Timur

121. P-10.121 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD,
DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta
Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan
Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014
(Model C 1 DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 09
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Desa Kedungwungu Kecamatan Binangun, Kabupaten Blitar
Jawa Timur

122. P-10.122 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD,
DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta
Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan
Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014
(Model C 1 DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 08
Desa Kedungwungu Kecamatan Binangun, Kabupaten Blitar
Jawa Timur

123. P-10.123 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD,
DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta
Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan
Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014
(Model C 1 DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 06
Desa Kedungwungu Kecamatan Binangun, Kabupaten Blitar
Jawa Timur

124. P-10.124 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD,
DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta
Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan
Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014
(Model C 1 DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 04
Desa Kedungwungu Kecamatan Binangun, Kabupaten Blitar
Jawa Timur

125. P-10.125 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD,
DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta
Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan
Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014
(Model C 1 DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 01
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Desa Kedungwungu Kecamatan Binangun, Kabupaten Blitar
Jawa Timur

126. P-10.126 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD,
DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta
Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan
Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014
(Model C 1 DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 06
Desa Jugo Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar Jawa Timur

127. P-10.127 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD,
DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta
Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan
Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014
(Model C 1 DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 05
Desa Birowo Kecamatan Binangun, Kabupaten Blitar Jawa Timur;

128. P-10.128 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD,
DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta
Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan
Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014
(Model C 1 DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 01
Desa Pakesrejo Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar Jawa
Timur;

129. P-10.129 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD,
DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta
Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan
Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014
(Model C 1 DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 06
Desa Purwokerto Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar Jawa

Timur;
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130. P-10.130 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD,
DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta
Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan
Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014
(Model C 1 DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 11
Desa umberasri Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar Jawa
Timur,

131. P-10.131 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD,
DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta
Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan
Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014
(Model C 1 DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 06
Desa Bendowulung Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar
Jawa Timur;

132. P-10.132 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD,
DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta
Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan
Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014
(Model C 1 DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 09
Desa Sumber Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar Jawa
Timur;

133. P-10.133 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD,
DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta
Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan
Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014
(Model C 1 DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 02
Desa Sutojayan Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar Jawa

Timur;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, JI. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id
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134. P-10.134 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD,
DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta
Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan
Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014
(Model C 1 DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 02
Desa Penataran Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar Jawa
Timur,

135. P-10.135 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD,
DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta
Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan
Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014
(Model C 1 DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 01
Desa Tawangrejo Kecamatan Binangun, Kabupaten Blitar Jawa
Timur;

136. P-10.136 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD,
DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta
Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan
Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014
(Model C 1 DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 03
Desa kedungwunggu Kecamatan Binanggun, Kabupaten Blitar
Jawa Timur;

137. P-10.137 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD,
DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta
Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan
Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014
(Model C 1 DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 03
Desa Wonorejo Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar Jawa

Timur;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, JI. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id
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138. P-10.138 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD,
DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta
Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan
Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014
(Model C 1 DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 02
Desa Sutojayan Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar Jawa
Timur,

139. P-10.139 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD,
DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta
Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan
Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014
(Model C 1 DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 03
Desa Kembangarum Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar
Jawa Timur;

140. P-10.140 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD,
DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta
Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan
Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014
(Model C 1 DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 01
Desa Kembangarum Kecamatan sutojayan, Kabupaten Blitar
Jawa Timur;

141. P-10.141 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD,
DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta
Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan
Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014
(Model C 1 DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 02
Desa Penataran Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar Jawa

Timur;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, JI. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id
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142. P-10.142 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD,
DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta
Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan
Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014
(Model C 1 DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 01
Desa Pendanarum Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar Jawa
Timur,

143. P-10.143 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD,
DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta
Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan
Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014
(Model C 1 DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 04
Desa Bacem Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar Jawa Timur;

144. P-10.144 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD,
DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta
Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan
Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014
(Model C 1 DPR).Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 15
Desa Kalipang Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar Jawa
Timur;

145. P-10.145 Model D Berita Acara Hasil Psenghitungan Perolehan Suara
Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD
Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat
Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 beserta lampiran
Sertifikasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS
Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014. Untuk
Tempat Penghitungan Desa Tuliskriyo Kecamatan Tuliskriyo

Kecamatan Tuliskriyo Kabupaten Blitar;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, JI. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id
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146. P-10.146 Model D Berita Acara Hasil Psenghitungan Perolehan Suara
Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD
Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat
Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 beserta lampiran
Sertifikasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS
Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014. Untuk
Tempat Penghitungan Desa Maron Kecamatan Srengat
Kabupaten Blitar;

147. P-10.147 Model D Berita Acara Hasil Psenghitungan Perolehan Suara
Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD
Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat
Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 beserta lampiran
Sertifikasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS
Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014. Untuk
Tempat Penghitungan Desa Purworejo Kecamatan Sanankulon
Kabupaten Blitar;

148. P-10.148 Model D Berita Acara Hasil Psenghitungan Perolehan Suara
Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD
Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat
Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 beserta lampiran
Sertifikasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS
Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014. Untuk
Tempat Penghitungan Desa Kandangan Kecamatan Srengat
Kabupaten Blitar;

149. P-10.149 Model D Berita Acara Hasil Psenghitungan Perolehan Suara
Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD
Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat
Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 beserta lampiran
Sertifikasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS
Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014. Untuk
Tempat Penghitungan Desa Purworejo Kecamatan Sanankulon
Kabupaten Blitar;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, JI. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id
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150. P-10.150 Model D Berita Acara Hasil Psenghitungan Perolehan Suara
Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD
Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat
Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 beserta lampiran
Sertifikasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS
Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014. Untuk
Tempat Penghitungan Desa Sidorejo Kecamatan Ponggok
Kabupaten Blitar;

151. P-10.151 Model D Berita Acara Hasil Psenghitungan Perolehan Suara
Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD
Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat
Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 beserta lampiran
Sertifikasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS
Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014. Untuk
Tempat Penghitungan Desa Kunir Kecamatan Srengat Kabupaten
Blitar;

152. P-10.152 Model D Berita Acara Hasil Psenghitungan Perolehan Suara
Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD
Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat
Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 beserta lampiran
Sertifikasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS
Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014. Untuk
Tempat Penghitungan Desa Kerjen Kecamatan Srengat
Kabupaten Blitar;

153. P-10.153 Model D Berita Acara Hasil Psenghitungan Perolehan Suara
Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD
Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat
Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 beserta lampiran
Sertifikasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS
Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014. Untuk
Tempat Penghitungan Desa Tawangrejo Kecamatan Wonodadi
Kabupaten Blitar;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, JI. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id
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154. P-10.154 Model D Berita Acara Hasil Psenghitungan Perolehan Suara
Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD
Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat
Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 beserta lampiran
Sertifikasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS
Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014. Untuk
Tempat Penghitungan Desa Selokajang Kecamatan Srengat
Kabupaten Blitar;

155. P-10.155 Model D Berita Acara Hasil Psenghitungan Perolehan Suara
Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD
Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat
Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 beserta lampiran
Sertifikasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS
Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014. Untuk
Tempat Penghitungan Desa Wonorejo Kecamatan Srengat
Kabupaten Blitar;

156. P-10.156 Model D Berita Acara Hasil Psenghitungan Perolehan Suara
Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD
Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat
Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 beserta lampiran
Sertifikasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS
Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014. Untuk
Tempat Penghitungan Desa Pakesrejo Kecamatan Srengat
Kabupaten Blitar;

157. P-10.157 Model D Berita Acara Hasil Psenghitungan Perolehan Suara
Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD
Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat
Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 beserta lampiran
Sertifikasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS
Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014. Untuk
Tempat Penghitungan Desa Kalipucung Kecamatan Ponggok
Kabupaten Blitar;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
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158. P-10.158 Model D Berita Acara Hasil Psenghitungan Perolehan Suara
Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD
Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat
Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 beserta lampiran
Sertifikasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS
Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014. Untuk
Tempat Penghitungan Desa Plosoarang Kecamatan Sunankulon
Kabupaten Blitar;

159. P-10.159 Model DA Berita Acara Hasil Psenghitungan Perolehan Suara
Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD
Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kecamatan
Dalam Pemilu Tahun 2014 beserta lampiran Sertifikasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat
Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014. Untuk Tempat
Penghitungan Kecamatan Panggongrejo Kabupaten Blitar
Provinsi jawa Timur;

160. P-10.160 Model DA Berita Acara Hasil Psenghitungan Perolehan Suara
Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD
Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kecamatan
Dalam Pemilu Tahun 2014 beserta lampiran Sertifikasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat
Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014. Untuk Tempat
Penghitungan Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar Provinsi jawa
Timur;

161. P-10.161 Model DA Berita Acara Hasil Psenghitungan Perolehan Suara
Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD
Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kecamatan
Dalam Pemilu Tahun 2014 beserta lampiran Sertifikasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat
Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014. Untuk Tempat
Penghitungan Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar Provinsi jawa

Timur;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
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162. P-10.162 Model DA Berita Acara Hasil Psenghitungan Perolehan Suara
Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD
Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kecamatan
Dalam Pemilu Tahun 2014 beserta lampiran Sertifikasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat
Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014. Untuk Tempat
Penghitungan Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar Provinsi
jawa Timur,;

163. P-10.163 Model DA Berita Acara Hasil Psenghitungan Perolehan Suara
Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD
Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kecamatan
Dalam Pemilu Tahun 2014 beserta lampiran Sertifikasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat
Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014. Untuk Tempat
Penghitungan Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar Provinsi
jawa Timur,;

164. P-10.164 Model DA Berita Acara Hasil Psenghitungan Perolehan Suara
Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD
Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kecamatan
Dalam Pemilu Tahun 2014 beserta lampiran Sertifikasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat
Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014. Untuk Tempat
Penghitungan Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar Provinsi
jawa Timur;

165. P-10.165 Model DA Berita Acara Hasil Psenghitungan Perolehan Suara
Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD
Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kecamatan
Dalam Pemilu Tahun 2014 beserta lampiran Sertifikasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat
Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014. Untuk Tempat
Penghitungan Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar Provinsi

jawa Timur;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
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166. P-10.166 Model DA Berita Acara Hasil Psenghitungan Perolehan Suara
Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD
Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kecamatan
Dalam Pemilu Tahun 2014 beserta lampiran Sertifikasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat
Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014. Untuk Tempat
Penghitungan Kecamatan Sanan Kulon Kabupaten Blitar Provinsi
jawa Timur,;

167. P-10.167 Model DA Berita Acara Hasil Psenghitungan Perolehan Suara
Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD
Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kecamatan
Dalam Pemilu Tahun 2014 beserta lampiran Sertifikasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat
Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014. Untuk Tempat
Penghitungan Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar Provinsi
jawa Timur,;

168. P-10.168 Model DA Berita Acara Hasil Psenghitungan Perolehan Suara
Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD
Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kecamatan
Dalam Pemilu Tahun 2014 beserta lampiran Sertifikasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat
Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014. Untuk Tempat
Penghitungan Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar Provinsi
jawa Timur;

169. P-10.169 Model DA Berita Acara Hasil Psenghitungan Perolehan Suara
Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD
Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kecamatan
Dalam Pemilu Tahun 2014 beserta lampiran Sertifikasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat
Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014. Untuk Tempat
Penghitungan Kecamatan kanigoro Kabupaten Blitar Provinsi

jawa Timur;
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170. P-10.170 Model DA Berita Acara Hasil Psenghitungan Perolehan Suara
Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD
Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kecamatan
Dalam Pemilu Tahun 2014 beserta lampiran Sertifikasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat
Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014. Untuk Tempat
Penghitungan Kecamatan WIlingi Kabupaten Blitar Provinsi jawa
Timur,;

171. P-10.171  Model DB-1 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan
Umum Tahun 2014, untuk Kabupaten Blitar.

172. P-10.172 Model DB-1 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari
Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Umum
Tahun 2014, untuk Kabupaten kediri.

173. P-10.173 Model DC-1 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap
Kabupaten/Kota Di Tingkat Provinsi Dalam Pemilu Tahun 2014
Untuk Dapil VI Provinsi Jawa Timur;

174. P-10.174 Model DA-1 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari
Setiap Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum
Tahun 2014, untuk Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri (Bukti
Khusus Kecurangan KPU Kabupaten Kediri Pengurangan Suara
Partai Hanura);

175. P-10.175 Model DA-1 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari
Setiap Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum
Tahun 2014, untuk Kecamatan Wates Kabupaten Kediri (Bukti
Khusus Kecurangan KPU Kabupaten Kediri P-10.174 Model DA-1
Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap
Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Tahun
2014, untuk Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri (Bukti Khusus
Kecurangan KPU Kabupaten Kediri Pengurangan Suara Partai

Hanura);
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175. P-10.175 Model DA-1 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari
Setiap Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum
Tahun 2014, untuk Kecamatan Wates Kabupaten Kediri (Bukti
Khusus Kecurangan KPU Kabupaten Kediri Penggelembungan
Partai Nasdem);

176. P-10.176  Model DA-1 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari
Setiap Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum
Tahun 2014, untuk Kecamatan Wates Kabupaten Kediri (Bukti
Khusus Kecurangan KPU Kabupaten Kediri Penggelembungan
Partai Nasdem);

177. P-10.177 Model D Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai
Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD
Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat
Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 beserta lampiran
Sertifikasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS
Di Tingkat Desa/Kelurahan Pemilu Tahun 2014. Untuk Tempat
Penghitungan Desa Kuningan Kecamatan Kanigoro Kabupaten
Blita;

178. P-10.178 Model D Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai
Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD
Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat
Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 beserta lampiran
Sertifikasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS
Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014. Untuk
Tempat Penghitungan Desa Banggle Kecamatan Kanigoro
Kabupaten Blitar;

179. P-10.179 Model D Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai
Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD
Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat
Desa/KelurahanDalam Pemilu Tahun 2014 beserta lampiran
Sertifikasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS
Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014. Untuk
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Tempat Penghitungan Desa Jati Lengger Kecamatan pongok
Kabupaten Blitar;

180. P-10.180 Model D Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai
Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD
Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat
Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 beserta lampiran
Sertifikasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS
Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014. Untuk
Tempat Penghitungan Desa Dandong Kecamatan Srengat
Kabupaten Blitar;

181. P-10.181 Model D Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai
Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD
Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat
Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 beserta lampiran
Sertifikasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS
Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014. Untuk
Tempat Penghitungan Desa Wonorejo Kecamatan Srengat
Kabupaten Blitar;

182. P-10.182 Model D Berita Acara Hasil Penghitungan  Perolehan Suara
Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD
Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat
Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 beserta lampiran
Sertifikasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS
Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014. Untuk
Tempat Penghitungan Desa Kerjen Kecamatan Srengat
Kabupaten Blitar;

183. P-10.183 Model D Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai
Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD
Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat
Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 beserta lampiran
Sertifikasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS
Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014. Untuk
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Tempat Penghitungan Desa Maron Kecamatan Srengat
Kabupaten Blitar;

184. P-10.184 Model D Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara
Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD
Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat
Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 beserta lampiran
Sertifikasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS
Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014. Untuk
Tempat Penghitungan Desa Kunir Kecamatan Wonodadi
Kabupaten Blitar;

185. P-10.185 Model D Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara
Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD
Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat
Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 beserta lampiran
Sertifikasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS
Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014. Untuk
Tempat Penghitungan Desa Tawangrejo Kecamatan Wonodadi
Kabupaten Blitar;

186. P-10.186 Model D Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai
Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD
Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat
Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 beserta lampiran
Sertifikasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS
Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014. Untuk
Tempat Penghitungan Desa Ngaringan Kecamatan Gandusari
Kabupaten Blitar;

187. P-10.187 Model D Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai
Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD
Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat
Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 beserta lampiran
Sertifikasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS
Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014. Untuk
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Tempat Penghitungan Desa Tegalsari Kecamatan WIingi
Kabupaten Blitar;

188. P-10.188 Model D Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai
Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD
Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat
Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 beserta lampiran
Sertifikasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS
Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014. Untuk
Tempat Penghitungan Desa Sumbersih Kecamatan
Panggongrejo Kabupaten Blitar;

189. P-10.189 Model D Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai
Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD
Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat
Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 beserta lampiran
Sertifikasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS
Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014. Untuk
Tempat Penghitungan Desa Kalitenggah Kecamatan
Panggongrejo Kabupaten Blitar;

190. P-10.190 Model D Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai
Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD
Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat
Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 beserta lampiran
Sertifikasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS
Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014. Untuk
Tempat Penghitungan Desa Siraman Kecamatan Kesamben
Kabupaten Blitar;

191. P-10.191 Model D Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai
Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD
Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat
Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 beserta lampiran
Sertifikasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS
Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014. Untuk
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Tempat Penghitungan Desa Sawentar Kecamatan Kanigoro
Kabupaten Blitar;

192. P-10.192 Model D - 1 Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara
Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD
Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat
Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 beserta lampiran
Sertifikasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS
Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014. Untuk
Tempat Penghitungan Desa  Sumberringin  Kecamatan
Sanankulon Kabupaten Blitar;

193. P-10.193 Model D - 1 Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara
Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD
Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat
Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 beserta lampiran
Sertifikasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS
Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014. Untuk
Tempat Penghitungan Desa Sukoweru Kecamatan Gandusari
Kabupaten Blitar;

194. P-10.194 Model D - 1 Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara
Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD
Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat
Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 beserta lampiran
Sertifikasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS
Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014. Untuk
Tempat Penghitungan Desa Sanankulon Kecamatan Sanankulon
Kabupaten Blitar;

195. P-10.195 Model D - 1 Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara
Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD
Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat
Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 beserta lampiran
Sertifikasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS
Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014. Untuk

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, JI. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



104

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
~ Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Tempat Penghitungan Desa Birowo Kecamatan Binangun
Kabupaten Blitar;

196. P-10.196  Model D - 1 Berita Acara Hasil Psenghitungan Perolehan Suara
Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD
Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat
Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 beserta lampiran
Sertifikasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS
Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014. Untuk
Tempat Penghitungan Desa Jugo Kecamatan Kesamben
Kabupaten Blitar;

197. P-10.197 Model D - 1 Berita Acara Hasil Psenghitungan Perolehan Suara
Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD
Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat
Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 beserta lampiran
Sertifikasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS
Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014. Untuk
Tempat Penghitungan Desa Banggle Kecamatan Kanigoro
Kabupaten Blitar;

198. P-10.198 Model D - 1 Berita Acara Hasil Psenghitungan Perolehan Suara
Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD
Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat
Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 beserta lampiran
Sertifikasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS
Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014. Untuk
Tempat Penghitungan Desa Sewentar Kecamatan Kanigoro
Kabupaten Blitar;

199. P-10.199 Model D - 1 Berita Acara Hasil Psenghitungan Perolehan Suara
Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD
Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat
Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 beserta lampiran
Sertifikasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS
Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014. Untuk
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Tempat Penghitungan Desa Ngembul Kecamatan Binangun
Kabupaten Blitar

200. P-10.200 Rekapitulasi perolehan suara sementara Hasil Psenghitungan
Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD
Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD Di
Tingkat Desal/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 beserta
lampiran Sertifikasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari
Setiap TPS Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun
2014. Untuk Tempat Penghitungan Desa Kedungeungu
Kecamatan Binagun Kabupaten Blitar;

201. P-10.201 Formulir A.R-DPR Rekapitulasi Suara DPR RI dalam Perolehan
Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, Di Tingkat
Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 beserta lampiran
Sertifikasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari 15 TPS Di
Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014. Untuk
Tempat Penghitungan Desa Kalipucung Kecamatan Sanankulon
Kabupaten Blitar;

202. P-10.202 Formulir A.R-DPR Rekapitulasi Penghitungan Suara DPR dalam
Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, Di
Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 beserta
lampiran Sertifikasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari 17
TPS Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014.
Untuk Tempat Penghitungan Desa Smber Kecamatan
Sanankulon Kabupaten Blitar;

203. P-10.203 Formulir A.R-DPR Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara DPR
RI dalam Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR,
Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 beserta
lampiran Sertifikasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari 9
TPS Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014.
Untuk Tempat Penghitungan Desa Bendowulung Kecamatan

Sanankulon Kabupaten Blitar;
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204. P-10.204 Formulir A.R-DPR Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara DPR
dalam Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, Di
Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 beserta
lampiran Sertifikasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari 19
TPS Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014.
Untuk Tempat Penghitungan Desa Purworejo Kecamatan
Sanankulon Kabupaten Blitar;

205. P-10.205 Formulir A.R-DPR Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara DPR
dalam Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, Di
Tingkat Desal/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 beserta
lampiran Sertifikasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari 12
TPS Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014.
Untuk Tempat Penghitungan Desa Sanankulon Kecamatan
Sanankulon Kabupaten Blitar;

206. P-10.206 Formulir A.R-DPR Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara DPR
dalam Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, Di
Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 beserta
lampiran Sertifikasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari 9
TPS Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014.
Untuk Tempat Penghitungan Desa tuliskriyo Kecamatan
Sanankulon Kabupaten Blitar;

207.P-10.207 Formulir A.R-DPR Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara DPR
dalam Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, Di
Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 beserta
lampiran Sertifikasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari 17
TPS Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014.
Untuk Tempat Penghitungan Desa Sumberjo Kecamatan
Sanankulon Kabupaten Blitar;

208. P-10.208 Formulir A.R-DPR Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara DPR
dalam Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, Di
Tingkat Desal/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 beserta

lampiran Sertifikasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari 13
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TPS Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014.
Untuk Tempat Penghitungan Desa Sumberingin Kecamatan
Sanankulon Kabupaten Blitar;

209. P-10.209 Formulir A.R-DPR Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara DPR
dalam Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, Di
Tingkat Desal/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 beserta
lampiran Sertifikasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari 07
TPS Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014.
Untuk Tempat Penghitungan Desa Plosoarang Kecamatan
Sanankulon Kabupaten Blitar;

210. P-10.210 Model D - 1 Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara
Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD
Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat
Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 beserta lampiran
Sertifikasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS
Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014. Untuk
Tempat Penghitungan Desa Tulongrejo Kecamatan Gandosari

Kabupaten Blitar.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang telah
memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 6 Juni 2014
yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Yodi Qoirawan
- Saksi berdomisili di Jalan Dukuh Setro, Gang VIl Nomor 97, Surabaya.
- Saksi merupakan Tim Saksi di tingkat Kabupaten Blitar di Dapil VI
Kabupaten Blitar.

- Terdapat selisih suara menurut Termohon dan Pemohon sebanyak 6.421

suara.

- Saksi menuturkan adanya keterlambatan pengumpulan data selama 10

hari.
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2. Didit Lutfi Asyharie
- Saksi beralamat di Desa Ngatri RT 005/RW 002, Kecamatan Binangun,
Kabupaten Blitar.
- Saksi merupakan Koordinator Saksi Dapil lll, Dapil IV, dan Dapil V
- Saksi mebenarkan keterangan yang disampaikan oleh Yodi Qoirawan.
3. Atho' Hidayat S
- Saksi Dukuh Mbero RT 3/RW 5, Desa Tuliskriyo,

Kecamatan Sanan Kulon.

berdomisili di

- Saksi merupakan Koordinator Saksi Dapil 2 Kabupaten Blitar.

- Terdapat 23 TPS yang antara formulir C-1 dan formulir D-1 nya tidak
sama.

- Saksi

diabaikan.

mengajukan keberatan ke Panwas namun keberatan saksi

- Terjadi keterlambatan pengumpulan data.

DAPIL JAWA TIMUR VII

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI HANURA) DI PROVINSI JAWA
TIMUR UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAPIL JAWA TIMUR VII

NO PARTAI PEROLEHAN SUARA SELISIH | ALAT BUKTI
TERMOHON | PEMOHON
1 HANURA 83.324 130.519 (+) 47.195 | P.10.1 s.d
JATIM VII P.10.29
Kesimpulan:

Apabila dalam Permohonan pemohon (Partai HANURA) pada DAPIL VII Jawa
Timur jika dikabulkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi maka suara Partai
HANURA menjadi 83.324 ditambah 47.195 sehingga menjadi 130.519 suara.
Dengan demikian, dari perolehan tersebut Partai HANURA pada DAPIL VII Jawa
Timur akan mendapatkan 1 (satu) kursi DPR RI akibat perolehan suara Partai
HANURA melampaui perolehan suara Partai Nasdem yang berjumlah 117.363

suara.
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Maka menurut temuan Pemohon berdasarkan alat bukti-bukti otentik maka kami
meminta Mahkamah Konstitusi untuk memutus membuka kembali kertas suara

pada C1 dan plano dibuka secara keseluruhan dikarenakan 3 alasan substansif:

e Pada saat sidang pleno di tingkat provinsi Jawa Timur pada tanggal 24 April
2014 di hotel singgasana Surabayaa, saksi-saksi dari Partai HANURA telah
meminta kepada penyelenggara Pemilu/KPUD Jatim agar membuka suara
plano dan membuka kotak suara C1, namun ditolak dengan alasan waktu yang
sudah mepet, dan kami disarankan untuk membuat nota keberatan, yang pada
akhirnya nota keberatan tersebut kami buat dan tandatangani pada tanggal 24

April 2014 (copy terlampir).

e Apabila tuntutan kami tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh KPU Pusat/RI
(penyelenggara Pemilu), maka kami akan membuat gugatan pada Mahkamah

Konstitusi dengan bukti-bukti yang telah kami persiapkan.

e Sesuai dengan pengamatan dan pemmbuktian kami yang tidak sesuai dengan

suara plano adalah sebagai berikut:

e Trenggalek 1250 TPS, Pacitan 647 TPS, Ngawi 1979 TPS, Ponorogo 2064
TPS, dan Magetan 1935 TPS. Maka jumlah tersebut adalah 7875 TPS.

e Apabila 7875 TPS tersebut suara saya apabila di rata-rata 7 sara, maka jumlah

suara yang dimusnahkan kurang lebih 55.125 suara,

o Kesimpulan: dari 55.125 suara tersebut, jika dikurangkan dengan 13.023 yang
diakses oleh penyelenggara pemilu, maka jumlah suara saya yang

dimusnahkan menjadi kurang lebuh 42.102 suara.

PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, di mohon mahkamah konstitusi

berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :
1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;

2. Mengembalikan suara Partai HANURA atas nama Thomas Wihongko caleg
DPR RI no.urut 2 dapil JATIM VIl sebanyak 47.195 (empat puluh tujuh ribu

seratus sembilan puluh lima) suara;
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3. Menetapkan perolehan suara Partai HANURA menjadi 130.519 (seratus tiga
puluh ribu lima ratus sembilan belas) suara dan dengan demikian memperoleh
1 (satu) kursi DPR RI dari Dapil Jatim VII.

Catatan :

Menurut Caleg Soemintarsih dari Jatim VII ada beberapa hal yang perlu

diperhatikan, diantaranya :

e Bukti P.10.1 berupa Lampiran Model Form C1 TPS Nomor 07, Desa Grogol
Kecamatan Sawo Kabupaten Ponorogo telah membuktikan tentang adanya
penggelembungan suara pada Partai Demokrat yang seharusnya tertulis 61

suara menjadi 161 suara;

e Bukti P.10.2 berupa Lampiran Model Form C1 TPS Nomor 15, Desa Grogol
Kecamatan Sawo Kabupaten Ponorogo telah membuktikan tentang adanya
penggelembungan suara pada Partai Demokrat yang seharusnya tertulis 27

suara menjadi 28 suara;

e Bukti P.10.3 berupa Lampiran Model Form C1 TPS Nomor 10, Desa Grogol
Kecamatan Sawo Kabupaten Ponorogo telah membuktikan tentang adanya
penggelembungan suara pada Partai Demokrat yang seharusnya tertulis 17

suara menjadi 19 suara;

e Bukti P.10.4 berupa Lampiran Model Form C1 TPS Nomor 10, Desa Grogol
Kecamatan Sawo Kabupaten Ponorogo telah membuktikan tentang adanya
pengurangan suara pada Partai Hanura yang seharusnya tertulis 18 suara

menjadi 15 suara;

e Bukti P.10.5 berupa Lampiran Model Form C1 TPS Nomor 15, Desa
Baosanlor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo telah membuktikan
tentang adanya penggelembungan suara pada Partai PDI-P yang

seharusnya tertulis 21 suara menjadi 26 suara;

e Bukti P.10.6 berupa Lampiran Model Form C1 TPS Nomor 11, Desa Dadi
Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan telah membuktikan tentang
adanya penggelembungan suara pada Partai Golkar yang seharusnya

tertulis 37 suara menjadi 42 suara;
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e Bukti P.10.7 berupa Lampiran Model Form C1 TPS Nomor 11, Desa dadi
Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan telah membuktikan tentang
adanya penggelembungan suara pada Partai PDI-P yang seharusnya

tertulis 13 suara menjadi 14 suara;

e Bukti P.10.8 berupa Lampiran Model Form C1 TPS Nomor 04, Desa
Ngariboyo Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan telah membuktikan
tentang adanya penggelembungan suara pada Partai PDI-P yang

seharusnya tertulis 33 suara menjadi 42 suara;

e Bukti P.10.9 berupa Lampiran Model Form C1 TPS Nomor 08, Desa Ngebel
Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek telah membuktikan tentang
adanya penggelembungan suara pada Partai PDI-P yang seharusnya

tertulis 72 suara menjadi 73 suara;

e Bukti P.10.10 berupa Lampiran Model Form C1 TPS Nomor 14, Desa Tasik
Madu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek telah membuktikan
tentang adanya penggelembungan suara pada Partai PDI-P yang

seharusnya tertulis 18 suara menjadi 19 suara;

e Bukti P.10.11 berupa Lampiran Model Form C1 TPS Nomor 09, Desa Tasik
Madu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek telah membuktikan
tentang adanya penggelembungan suara pada Partai Gerindra yang

seharusnya tertulis 68 suara menjadi 69 suara;

e Bukti P.10.12 berupa Lampiran Model Form C1 TPS Nomor 03, Desa Tasik
Madu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek telah membuktikan
tentang adanya penggelembungan suara pada Partai PDI-P yang

seharusnya tertulis 87 suara menjadi 89 suara;

e Bukti P.10.13 berupa Lampiran Model Form C1 TPS Nomor 16, Desa
Karanggandu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek telah
membuktikan tentang adanya penggelembungan suara pada Partai PDI-P

yang seharusnya tertulis 54 suara menjadi 64 suara;

e Bukti P.10.14 berupa Lampiran Model Form C1 TPS Nomor 11, Desa

Karanggandu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek telah
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membuktikan tentang adanya penggelembungan suara pada Partai

Gerindra yang seharusnya tertulis 27 suara menjadi 28 suara;

e Bukti P.10.15 berupa Lampiran Model Form C1 TPS Nomor 04, Desa
Karanggandu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek telah
membuktikan tentang adanya penggelembungan suara pada Partai Golkar

yang seharusnya tertulis 62 suara menjadi 63 suara;

e Bukti P.10.16 berupa Lampiran Model Form C1 TPS Nomor 03, Desa
Bendoroto Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek telah
membuktikan tentang adanya penggelembungan suara pada Partai Golkar

yang seharusnya tertulis 27 suara menjadi 28 suara;

e Bukti P.10.17 berupa Lampiran Model Form C1 TPS Nomor 06, Desa
Sawahan Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek telah membuktikan
tentang adanya penggelembungan suara pada Partai PKS yang seharusnya

tertulis 14 suara menjadi 15 suara;

e Bukti P.10.18 berupa Lampiran Model Form C1 TPS Nomor 03, Desa
Pogalan Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek telah membuktikan
tentang adanya penggelembungan suara pada Partai Golkar yang

seharusnya tertulis 58 suara menjadi 62 suara;

e Bukti P.10.19 berupa Lampiran Model Form C1 TPS Nomor 03, Desa
Pogalan Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek telah membuktikan
tentang adanya penggelembungan suara pada Partai PAN vyang

seharusnya tertulis 8 suara menjadi 11 suara;

e Bukti P.10.20 berupa Lampiran Model Form C1 TPS Nomor 05, Desa
Pogalan Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek telah membuktikan
tentang adanya penggelembungan suara pada Partai PDI-P yang

seharusnya tertulis 38 suara menjadi 42 suara;

e Bukti P.10.21 berupa Lampiran Model Form C1 TPS Nomor 03, Desa
Pogalan Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek telah membuktikan
tentang adanya penggelembungan suara pada Partai PKB yang seharusnya

tertulis 50 suara menjadi 55 suara;
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e Bukti P.10.22 berupa Lampiran Model Form C1 TPS Nomor 08, Desa
Pogalan Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek telah membuktikan
tentang adanya penggelembungan suara pada Partai PKS yang seharusnya

tertulis 11 suara menjadi 12 suara;

e Bukti P.10.23 berupa Lampiran Model Form C1 TPS Nomor 07, Desa Watu
Patok Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan telah membuktikan tentang
adanya penggelembungan suara pada Partai PDI-P yang seharusnya

tertulis 56 suara menjadi 76 suara;

e Bukti P.10.24 berupa Lampiran Model Form C1 TPS Nomor 07, Desa
Bubakan Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan telah membuktikan
tentang adanya penggelembungan suara pada Partai PKB yang seharusnya

tertulis 19 suara menjadi 59 suara;

e Bukti P.10.25 berupa Lampiran Model Form C1 TPS Nomor 05, Desa
Majasem Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi telah membuktikan tentang
adanya penggelembungan suara pada Partai PKB yang seharusnya tertulis

36 suara menjadi 44 suara;

e Bukti P.10.26 berupa Lampiran Model Form C1 TPS Nomor 03, Desa
Majasem Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi telah membuktikan tentang
adanya penggelembungan suara pada Partai PDI-P yang seharusnya

tertulis 17 suara menjadi 27 suara;

e Bukti P.10.27 berupa Lampiran Model Form C1 TPS Nomor 03, Desa
Majasem Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi telah membuktikan tentang
adanya penggelembungan suara pada Partai PPP yang seharusnya tertulis

4 suara menjadi 14 suara;

e Bukti P.10.28 berupa Lampiran Model Form C1 TPS Nomor 02, Desa
Jatirejo Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi telah membuktikan
tentang adanya penggelembungan suara pada Partai Demokrat yang
seharusnya tertulis 30 suara menjadi 40 suara;

e Bukti P.10.29 berupa Lampiran Model Form C1 TPS Nomor 03, Desa

Jatirejo Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi telah membuktikan
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tentang adanya penggelembungan suara pada Partai PAN vyang

seharusnya tertulis 53 suara menjadi 65 suara;

Maka berdasarkan bukti-bukti yang otentik di atas menurut hukum terbukti
Termohon telah salah dan menggelembungkan suara dalam menetapkan
perolehan hasil pemilu anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten-Kota dimaksud.

Catatan menurut Thomas Wihongko Caleg Jatim VIl sebagai berikut:

Perolehan Suara
No | Dapil Kelurahan TPS Selisih
Termohon | Pemohon
1 Vi MELIS 1 5 15 10
2 2 3 1
3 0 2 2
6 14 14 0
SUMBERINGIN 10 5 24 19
BENDO AGUNG 10 5 7 2
11 4 23 19
C-1 (TIDAK
PARAKAN 3 15 -
ADA)
BENDOREJO 15 | c1 (TIDAK 20 -
18 ADA) 28 -
JUMLAH 35 151 53

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan

alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-10.1 sampai

dengan P-10.11 disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014 sebagai berikut :
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1 Bukti P.10.1 : FORMULIR C-1
2 Bukti P.10.2 : FORMULIR C-1
3 Bukti P.10.3 : FORMULIR C-1
4 Bukti P.10.4 : FORMULIR C-1
5 Bukti P.10.5 : FORMULIR C-1
6 Bukti P.10.6 : FORMULIR DC-2
7 Bukti P.10.7 : Tanda Terima Surat Pengaduan

Sengketa Pemilu.
8 Bukti P.10.8 : FORMULIR C-1
9 P.10.9 FORMULIR C-1
10 P.10.10 FORMULIR C-1
11 P.10.11 Web Page

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang telah
memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 6 Juni 2014

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Benny Janis

e Saksi berdomisili di Jalan Pandugo, 4 30L 16, Surabaya.

e Saksi merupakan LO (liaison officer)penghubung Partai Hanura untuk Partai
Hanura Jatim dan juga saksi pada rekapitulasi penghitungan suara pada
tingkat provinsi.

o Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Provinsi dilaksanakan sejak
tanggal 24 April 2014 sampai tanggal 28 April 2014.

e Telah terjadi pemusnahan suara untuk Caleg Hanura atas nama Thomas
Wiyongko di Dapil VIl sejumlah 47.195 suara.

e Saksi mengajukan keberatan namun tidak ada tindakan yang dilakukan oleh
Bawaslu.

e Saksi menandatangani di dokumen DC-1 namun saksi juga mangajukan nota

keberatan partai politik terhadap hasil rekapitulasi.
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2. Sujito

e Saksi berdomisili di RT 1/RW 1 Desa Kedungmaling, Kecamatan Sooko,
Kabupaten Mojokerto.

e Saksi merupakan Kordinator Saksi Dapil VII meliputi daerah Pacitan,
Trenggalek, Ponorogo, Magelang

e Saksi menemukan adanya kesalahan penjumlahan di banyak TPS di form C-
1. Kesalahan penjumlahan itu terjadi pada banyak partai, sehingga kesalahan
penjumlahan itu tidak hanya spesifik kepada Partai hanura saja.

3. Siti Musthowati

e Saksi berdomisili di Jalan Ki Lelono 44B, Kelurahan Setono, Kecamatan
Jenangan, Kabupaten Ponorogo.

e Saksi merupakan saksi Hanura pada Kabupaten Ponorogo.

o Rekapitulasi penghitungan suara di Kabupaten Ponorogo dilaksanakan sejak
tanggal 19 April 2014 sampai dengan 21 April 2014.

e Saksi mengikuti proses rekapitulasi penghitungan suara dari awal sampai
akhir.

¢ Saksi tidak mengajukan sanggahan dan saksi menandatangani dokumen DB-
1 saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten.

e Saksi menemukan kesalahan penjumlahan pada saat rekapitulasi di tingkat
pusat, contoh di TPS 7, Desa Nggrogol, Kecamatan Sawoo, Kabupaten
Ponorogo, Partai Demokrat 1, Edhie Baskoro mendapatkan suara sejumlah :
45 suara , Sartono sejumlah : 1 suara, Dra. Sagung Pangestu sejumlah : 1
suara, Nanik Hariyanti sejumlah : 4 suara, Sigit Mubarota sejumlah: 1 suara,
dan suara partai sejumlah 9 suara, seharusnya berjumlah 61 suara namun

tertulis 161 suara.

DAPIL JAWA TIMUR VI

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (SOEMINTARSO) DI PROVINSI JAWA
TIMUR 7 (TUJUH) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI

[2.5] Menimbang bahwa Pemohon tidak menguraikan dalil permohonan terkait

dengan Pengisian Jabatan Anggota DPR Rl Soemintarsi. Pemohon hanya
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mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-10.1

sampai dengan P-10.160 sebagai berikut :

1 | Bukti P-10.1 Model form C-1 TPS Nomor 07, Desa Grogol Kec.
Sawo Kab. Ponorogo
> | Bukti P-10.2 Model form C-1 TPS Nomor 15, Desa Grogol Kec.
Sawo Kab. Ponorogo
3 | Bukti P-10.3 Model form C-1 TPS Nomor 10, Desa Grogol Kec.
Sawo Kab. Ponorogo
4 | Bukti P-10.4 Model form C-1 TPS Nomor 10, Desa Grogol Kec.
Sawo Kab. Ponorogo
5 | Bukti P-10.5 Model form C-1 TPS Nomor 15, Desa Baonsalor
Kec. Ngrayun Kab. Ponorogo
6 | Bukti P-10.6 Model form C-1 TPS Nomor 11, Desa Dadi Kec.
Plaosan Kab. Magetan
7 | Bukti P-10.7 Model form C-1 TPS Nomor 11, Desa Dadi Kec.
Plaosan Kab. Magetan
, Model form C-1 TPS Nomor 04, Desa Ngariboyo
8 RER-P0L Kec. Ngariboyo Kab. Magetan
9 | Bukti P-10.9 Model form C-1 TPS Nomor 08, Desa Ngesul Kec.
Pogalan Kab. Trenggalek
. Model form C-1 TPS Nomor 14, Desa Tasik Madu
10 L B P-10.10 Kec. Watulimo Kab. Trenggalek
. Model form C-1 TPS Nomor 09, Desa Tasik Madu
1 O Ret0.1] Kec. Watulimo Kab. Trenggalek
. Model form C-1 TPS Nomor 03, Desa Tasik Madu
12 | BuktiPRyga)2 Kec. Watulimo Kab. Trenggalek
. Model form C-1 TPS Nomor 16, Desa Karanggandu
13 | Bukti P-10.13 Kec. Watulimo Kab. Trenggalek
. Model form C-1 TPS Nomor 11, Desa Karanggandu
14 | Bukti P-10.14 Kec. Watulimo Kab. Trenggalek
: Model form C-1 TPS Nomor 04, Desa Karanggandu
3 (RS- 8 Kec. Watulimo Kab. Trenggalek
16 | Bukti P-10.16 Model form C-1 TPS Nomor 03, Desa Bendoroto
Kec. Munjungan Kab. Trenggalek
17 | Bukti P-10.17 Model form C-1 TPS Nomor 06, Desa Sawahan Kec.
Sawo Kab. Ponorogo
18 | Bukti P-10.18 Model form C-1 TPS Nomor 03, Desa Pogalan Kec.
Pogalan Kab. Trenggalek
19 | Bukti P-10.19 Model form C-1 TPS Nomor 03, Desa Pogalan Kec.
Pogalan Kab. Trenggalek
20 | Bukti P-10.20 Model form C-1 TPS Nomor 05, Desa Pogalan Kec.
Pogalan Kab. Trenggalek
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Model form C-1 TPS Nomor 03, Desa Pogalan Kec.
Pogalan Kab. Trenggalek

Model form C-1 TPS Nomor 08, Desa Pogalan Kec.
Pogalan Kab. Trenggalek

Model form C-1 TPS Nomor 07, Desa Watu Payok
Kec. Bandar Kab. Pacitan

Model form C-1 TPS Nomor 07, Desa Bubakan Kec.
Tulakan Kab. Pacitan

Model form C-1 TPS Nomor 05, Desa Majasem Kec.
Kendal Kab. Ngawi

Model form C-1 TPS Nomor 03, Desa Majasem Kec.
Kendal Kab. Ngawi

Model form C-1 TPS Nomor 03, Desa Majasem Kec.
Kendal Kab. Ngawi

Model form C-1 TPS Nomor 02, Desa Jatirejo Kec.
Kasreman Kab. Ngawi

Model form C-1 TPS Nomor 03, Desa Jatirejo Kec.
Kasreman Kab. Ngawi

21 | Bukti P-10.21

22 | Bukti P-10.22

23 | Bukti P-10.23

24 | Bukti P-10.24

25 | Bukti P-10.25

26 | Bukti P-10.26

27 | Bukti P-10.27

28 | Bukti P-10.28

29 | Bukti P-10.29

Bukti P-10.30
30 s.d.
Bukti P-10.160

Diterima dari Pemohon melalui Kepaniteraan setelah
Persidangan Pengesahan Bukti Para Pihak

DAPIL JAWA TIMUR 2

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI HANURA) DI PROVINSI JAWA
TIMUR 2 (DUA) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN
PASURUAN:

e Bahwa pelaksanaan Pemilu Legislatif (PILEG) tahun 2014 yang telah
dilaksanakan pada tanggal 09 April 2014 khususnya di Daerah Pemilihan
(DAPIL) JATIM II di daerah Kabupaten Pasuruan berjalan dengan kondusif
tetapi pada pelaksanaan tahapan penghitungan dan rekapitulasi hasil tidak
dapat terlaksana dengan baik dikarenakan beberapa faktor yang salah satunya
banyaknya pelanggaran-pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh
penyelenggara pemilu (TERMOHON).

e Bahwa adapun pelanggaran-pelanggaran yang kami maksud adalah sebagai
berikut:

1. bahwa TERMOHON sebagai panitia pelaksana yang semestinya bersikap
jujur dan adil (tidak berpihak) secara sistematis dan terstruktur telah

melakukan pelanggaran terhadap pelaksanaan PILEG 2014 dimana terjadi
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kesepakatan yang tidak sah menurut hukum dengan caleg tertentu untuk
melakukan penggelembungan suara;

2. Bahwa dari temuan hal terhadap pelanggaran pemilu maka keluar
rekomendasi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam
sidang di kantor Bawaslu Jawa Timur untuk pemberhentian 13 (tiga belas)
oknum PPK Kabupaten Pasuruan;

3. Bahwa oleh karena dalam pelaksanaan pemilu legislatif terindikasi adanya
pelaksanaan yang tidak jujur maka PEMOHON keberatan atas penetapan
hasil PILEG di DAPIL Il JATIM Kabupaten Pasuruan yang ditetapkan oleh
TERMOHON;

4. Bahwa TERMOHON tidak hanya dianggap salah dan keliru dalam
penyelenggaraan pemilu, namun PEMOHON juga beranggapan
bahwasanya TERMOHON dalam tingkatan PPK telah cacat hukum,
sehingga hasil penetapannya pun cacat secara hukum,;

5. Bahwa PEMOHON akan menguraikan fakta-fakta dan bukti-bukti terkait
penyimpangan penyelenggaraan pemilu (terlampir);

6. Bahwa PEMOHON dalam mengajukan permohonan ini juga mengalami
kesulitan yang dihadapi dalam memperoleh data-data mulai dari tingkat TPS
sampai tingkat KPUD. Hal ini menunjukkan penyelenggara pemilu
(TERMOHON) khususnya di Kabupaten Pasuruan memiliki sistem yag carut
marut, sehingga memungkinkan dimanfaatkan oleh oknum tertentu dlam

melakukan manipulasi atau pemalsuan suara.

Kesimpulan:

Bahwa dengan segenap uraian pelanggaran yang dilakukan oleh TERMOHON
tentunya berakibat terhadap rusaknya nilai-nilai demokrasi khususnya di
Kabupaten Pasuruan. Maka tidak ada upaya lain yang harus ditempuh dan
disetujui oleh Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan TERMOHON untuk
dapat melaksanakan Pemilu ulang pada DAPIL JATIM Il Kabupaten Pasuruan.
Berbagai pelanggaran telah mewarnai proses pemilu legislatif tahun 2014
sebagaimana yang telah publik ketahui bersama. Maka tidaklah berlebihan

apabila PEMOHON kepada Mahkamah Konstitusi memeriksa permohonan
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a quo secara seksama dan komprehensif guna membrikan keadilan kepada
PEMOHON dalam rangka mengembalikan warwah demokrasi dan menegakkan

demokrasi yang konstitusional.

PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil yang telah disampaikan sebagaimana tersebut di atas,

PEMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan

putusan sebgai berikut :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;

2. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk menggelar ulang Pemilu
Legislatif 2014 khususnya di Kabupaten Pasuruan;

3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan

putusan ini.

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan daliinya, Pemohon hanya

mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda P-10.1 sampai dengan P-10.7

dan disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014 sebagai berikut

1 P.10.1 : Dalil Pemohon H. Nafi’'udin Fadlol, SH.

2 P.10.2 : Surat Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Timur Nomor
232/Bawaslu-Prov/JTM/IV/2014

3 P.10.3 : Bukti Laporan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa
Timur

4 P.10.4 : Foto Kejadian

5 P.10.5 : Contoh specimen palsu kertas suara DPR Rl Jawa Timur 2

6 P.10.6 : Contoh specimen palsu kertas suara DPRD Kabupaten
Pasuruan Dapil 5. 2
7 P.10.7 : CD Pelanggaran Pemilu.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon
memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan
Mahkamah pada hari kamis tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan
Jawaban Termohon Nomor 02-3.a/PAN.MK/2014, sebagaimana diperbaiki dengan
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Jawaban Termohon bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan
Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal

sebagai berikut.

JAWABAN TERMOHON

|. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

a) Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus

sengketa Perselisihan Hasll Pemilu (PHPU) didasarkan pada ketentuan
pasal 272 ayat (1) jo pasal 271 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012
Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya
disebut "Undang-Undang PEMILU") yang berbunyi:

Pasal 272 ayat (1)
"Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu
secara nasional, Peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan

pembatalan penetapan hasll penghitungan perolehan suara oleh KPU

kepada Mahkamah Konstitusi:"

Pasal 271
(1) Perselisihan hasil Pemilu adalah perselisihan antara KPU dan Peserta

Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu secara

nasional:

(2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan
perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta
Pemilu;

b) Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, secara tegas Undang-
Undang membatasi kewenangan Mahkamah Konstitusi salah satunya
adalah dapat menyelesaikan perkara sengketa Perselisihan Hasil Pemilu
(PHPU) yang obyeknya adalah penetapan perolehan suara hasil pemilu

secara nasional, yang mempengaruhi perolehan kursi peserta pemilu.
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Secara a contrario, terhadap hal-hal lain diluar Perselisihan Hasil Pemilu

(PHPU) bukanlah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi;

c) Bahwa apabila memperhatikan dalil-dalil dalam Permohonan PEMOHON
yang bertalian dengan:

(1) Petitum huruf b halaman 214, dimana Pemohon meminta pengenaan
sanksi pidana.

(2) Kepada Termohon terkait dengan penyelenggaraan Pemilu yang
terbukti melakukan pelanggaran Pemilu di Provinsi Jawa Tengah DAPIL
Jawa Tengah VI.

(3) Termohon dipandang melanggar etika dan asas penyelenggaraan
Pemilu di Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Balangan, Dapil I,
sebagaimana Halaman 301.

(4) Pemohon melampirkan bukti P.10.29 halaman 217, dimana
penyelenggara Pemilu dipandang melanggar tindak pidana Pemilu di
Provinsi Jawa Timur DAPIL V.

(5) Pemohon meminta pemilu ulang di provinsi Kepulauan Riau
sebagaimana dalil Pemohon pada halaman 24 Provinsi Lampung
sebagaimana halaman 123, Kabupaten Minahasa Utara dapil Il
halaman 327, Bengkulu Utara (Kec.Arga Makmur, Kec. Napal Putih,
Kec. Arma Jaya dan Kec. Ketahun halaman 95. Provinsi Jawa Tengah
Dapil IV halaman 231, Jatim |l Kab Pasuruan halaman 271, Dapil |
Balangan halaman 323, Provinsi Sulawesi Utara, Kelurahan Airmadidi
Atas, dan Kelurahan Airmadidi, Kec Airmadidi, Kabupaten Minahasa
Utara halaman 330, DAPIL Il Kabupaten Nagan Raya halaman 462,
DAPIL [l Lampung Provinsi Lampung halaman 480, Provinsi Jawa
Tengah DAPIL IV halaman 489, Kalimantan Selatan Kab. Balangan
Dapil | halaman 496.

Jelas dalil-dalil tersebut bukan merupakan kewenangan (kompetensi
absolut) dari Mahkamah Konstitusi karena bukan merupakan keputusan Komisi
Pemilihan Umum (KPU) terkait penetapan perolehan suara yang diumumkan

secara nasional.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, JI. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



123

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
= Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Bahwa khsusus berkaitan dengan pemungutan suara ulang, berdasarkan

ketentuan Pasal 221 jo, Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pemungutan suara ulang hanya

dapat dilakukan dalam hal sebagai berikut;

(a) Apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengaklbatkan
hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara
tidak dapat dilakukan;

(b) Apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu
Lapangan terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:

(i) Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan
penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan
dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

(i) Petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda  khusus,
menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara
yang sudah digunakan; dan/atau

(iii) petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah
digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak
sah.

Selain itu Prosedur untuk pemungutan suara ulang juga sudah ditentukan,

sebagai berikut:

(1) Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan
keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang

(2) Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU
Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan
suara ulang

(3) Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10
(sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan
keputusan PPK

Bahwa oleh karena itu, berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut

di atas. maka Permohanan Pemohon yang berkenaandengan permintaan untuk

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, JI. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



124

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
~ Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

dapat dilakukannya pemungutan suara ulang atas hasil Pemilu, harus

dikesampingkan.

1.2. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terbukti Permohonan
PEMOHON dalam perkara ini tidak sesuai dengan ketentuan pasal 272 ayat
(1) jo. pasal 271 Undang-Undang PEMILU. Oleh karena itu, maka patut dan
wajar kiranya jika Permohonan PEMOHON dinyatakan tidak dapat diterima

(Niet Onvankelijkverklaard);

1.3. TENGGANG WAKTU

1.3.1. Bahwa permohonan Pemohon telah kadaluarsa, karena diajukan
lebih dari waktu yang telah ditentukan oleh hukum vyaitu paling
lambat 3x24 jam sejak termohon mengumumkan penetapan
perolehan suara hasil pemilu secara nasional, sebagalmana
dimaksud dalam pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK)
No. 1 Tahun 2014.

1.3.2. Bahwa permohonan Pemohon yang telah kadaluarsa dimaksud
yaitu Permohonan Pemohon pada halaman 130 dalam perbaikan
permohonan tertanggal 24 Mei 2014, akibat dimasukkanya
"perolehan suara pemohon (partai Hanura) di Kabupaten Lampung
Tengah untuk mengisi keanggotaan DPRD Kabupaten Lampung
Tengah 2".

1.3.3. Bahwa alasan kadaluarsanya permohonan dimaksud dikarenakan
didalam permohonan pertama Pemohon tertanggal 15 Mei 2014
tidak pernah sebelumnya mencantumkan persoalan tentang
perolehan suara pemohon (partai Hanura) di Kabupaten Lampung
Tengah untuk mengisi keanggotaan DPRD Kabupaten Lampung
tengah 2", namun tiba tiba muncul dalam perbaikan permohonan
tertanggal 24 Mei 2014, sehingga dapat disimpulkan bahwa
pengajuan permohonan berkaitan dengan perolehan suara
pemohon (partai Hanura) di Kabupaten Lampung Tengah untuk
mengisi keanggotaan DPRD Kabupaten Lampung Tengah 2"
dilakukan oleh pemohon pada tanggal 24 Mei 2014. Padahal antara
tanggal 15 mei 2014 sampai dengan tanggal 24 Mei 2014 lebih dari
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jangka waktu 3x24 jam, oleh karena itu sudah selayaknya
permohonan Pemohon dalam bab ini dinyatakan tidak dapat

diterima

1.4. PERMOHONAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

1.4.1. Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2 Peraturan
Mahkamah Konstitusi (PMK) No 1 Tahun 2014 mengatur
mengenai uraian permohonan harus jelas tentang: (1) kesalahan
hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil
penghitungan yang benar menurut Pemohon; dan (2) Permintaan
untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh
Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar
menurut Pemohon.

1.4.2. Selanjutnya Pasal 43 ayat (3) PMK No. 1 Tahun 2004 mengatur
mengenai konsekuensi hukum yang timbul jika permohonan tidak
jelas, yaitu;

"Amar Putusan mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Menyatakan permohonan tidak dapat diterima apabila tidak
memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
dan/atau Pasal 3 dan/atau Pasal 9, dan/atau Pasal 10 ayat (1), ayat
(2), dan/atau Pasal 11, dan/atau Pasal 12 ayat (2), dan/atau Pasal 27
ayat (3) Peraturan ini;"

Oleh karena itu, dengan mendasarkan pada ketentuan-ketentuan
tersebut di atas, maka dalil-dalil Pemohon yang tidak jelas
(Obscuur Libel) sebagalmana diuraikan pada halaman-halaman
berikut ini seyogyanya harus dinyatakan tidak dapat diterima, antara
lain :

Bahwa di dalam dalil halaman 105 s/d halaman 109 tentang
perolehan suara Pemohon di Provinsi Lampung Dapil |I, Pemohon

mendalilkan " telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang bersifat
terstruktur, sistematis dan masif tanpa ada upaya sungguh-
sunguh....... dst;, dalil tersebut tidak ada korelasinya dengan

permohonan ini, sehingga menimbulkan ketidak jelasan/kabur
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(obscuur libel), apakah Pemohon ingin melaporkan adanya
pelanggaran pemilu atau perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU).
Hal ini jelas tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b
angka 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 1 tahun 2014.
Dengan demikian permohonan Pemohon dalam perkara ini patut

untuk dinyatakan tidak dapat diterima

Il. DALAM POKOK PERMOHONAN

PROVINSI JAWA TIMUR

DAPIL JAWA TIMUR V

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI HANURA) DI PROVINSI JAWA

TIMUR UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAPIL JAWA

TIMUR

V (KABUPATEN MALANG, KOTA MALANG, KOTA BATU)

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon kecuali diakui
kebenarannya oleh Termohon.

2. Bahwa dalam permohonan Pemohon, Pemohon menyajikan bukti-bukti
terkait perbedaan perolehan suara.

3. Bahwa dalam penjelasan permohonan tersebut, tidak dijelaskan bukti-
bukti yang mana yang terkait dengan perbedaan perolehan suara yang
menjadi dasar permohonan.

4. Bahwa dengan tidak adanya penjelasan tersebut membuat permohonan
Pemohon menjadi tidak jelas dan kabur, sehingga sudah sepatutnya
ditolak.

5. Bahwa tidak benar terdapat selisih perolehan suara Partai Hanura di
Dapildatim V (Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu) sebesar
9.733 dan perolehan suara 77.777 menjadi 87.711.

6. Bahwa kalau dianggap ada selisih sesuai dengan dalil pemohon, terdapat
ketidakcermatan selisih antara 97.711 dengan 77.777 yang seharusnya
9 934 akan tetapi pemohon menghitungnya dengan selisih sebesar
9.733 itupun tidak benar dan tidak berdasarkan bukti yang jelas karena
tidak menunjuk bukti dari TPS berapa? Berapa TPS yang terdapat
perbedaan selisih suara? Dan dari TPS Desa/Kelurahan mana
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serta berapa desa/kelurahan yang

terdapat perbedaan selisih suara? Juga sekaligus diberapa

Kecamatan mana

Kabupaten/Kota mana di

suara sesuai yang didalilkan oleh Pemohon.

terdapat selisih penghitungan suara? Serta dan

Dapil Jatim V yang terdapat selisih perbedaan

Peroleha | Peroleha | Peroleha
N | para | nguma | nura | o Susre | R et muke
Malang Batu n Malang
1 | HANUR | 21.831 3.700 52.246 77.777 | T-10.
A JATIM JATIM.V.0
\Y 1
T-10.
JATIM.V.0
3
T-10.
JATIM.V.0
5

7. Bahwa dari hasil rekapitulasi di tiap tingkatan mulai dari pengisian
formulir DB1 rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat
Kabupaten/Kota di Dapil Jawa Timur V (Kota Malang, Kota Batu, dan

Kabupaten Malang) tidakada keberatan perbedaan selisih perolehan

penghitungan suara dari saksi Partai Hanura maupun rekomendasi

keberatan dari Panitia pengawas.

Bahwa dari hasil rekapitulasi di tiap tingkatan mulai dari pengisian formulir DB 1
rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten/Kota di Dapil
Jawa Timur (Kota Malang, Kota Batu, dan Kabupaten Malang) tidak ada keberatan
tentang perbedaan selisih perolehan penghitungan suara dari saksi Partai Hanura
yang didalilkan (Bukti Terlampir: T-10.JATIM V.02. T-
10.JATIM V.04, T-10 JATIM V.06)

seperti Pemohon
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PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohon
memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai
berikut.

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

- Menyatakan Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/
2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;
Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex

aequo et bono).

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan

alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-10.JATIM V.01
sampai dengan T-10.JATIM V.02 (untuk Kota Malang), T-10.JATIM V.03 sampai
dengan T.10JATIM V.10 (untuk Kota Batu), T-10.JATIM V.01 sampai dengan T-
10.JATIM V.02 dan T-10.JATIM V.05 sampai dengan T.10JATIM V.06 (untuk
Kabupaten Malang) dan disahkan dalam persidangan tanggal 9 Juni 2014 sebagai

berikut.
KOTA MALANG
NO KODE JUDUL
1. | Bukti T-10.JATIM : | Model DB-1 DPR (KOTA MALANG)
V.01 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di
Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum
Anggota DPR Tahun 2014
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Bukti T-10.JATIM
V.02

Model DB-2 (KOTA MALANG)

Pernyataan Kejadian Khusus dan Keberatan
Saksi dalam Proses Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat
Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun
2014

KOTA BATU

KODE

JUDUL

Bukti T-10.JATIM
V.03

. Sertifikat

Form Model DB-1 DPR (KOTA BATU)

Rekapitulasi  Hasil Penghitungan
Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di
Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun

Bukti T-10.JATIM
V.04

2014

Form Model DB-2 DPR (KOTA BATU)
Pernyataan Kejadian Khusu dan Keberatan Saksi
dalam  Prose  Rekapitulasi  Penghitungan
Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota
dalam Pemilu Tahun 2014

Bukti T-10.JATIM
V.05

. Sertifikat

Form Model DA-1 DPR (KEC. BATU)
Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Perolehan Suara dari Setiap Kelurahan di Tingkat
Kecamatan dalam Pemilu Tahun 2014

Bukti T-10.JATIM
V.06

Form Model DA-2 DPR (KEC. BATU)
Pernyataan Kejadian Khusu dan Keberatan Saksi
dalam Prose Rekapitulasi Penghitungan
Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan
dalam Pemilu Tahun 2014

Bukti T-10.JATIM
V.07

| Sertifikat

Form Model DA-1 DPR (KEC. BUMIAJI)
Rekapitulasi  Hasil  Penghitungan
Perolehan Suara dari Setiap Kelurahan di Tingkat
Kecamatan dalam Pemilu Tahun 2014

Bukti T-10.JATIM
V.08

Form Model DA-2 DPR (KEC. BUMIAJI)
Pernyataan Kejadian Khusu dan Keberatan Saksi
dalam  Prose  Rekapitulasi  Penghitungan
Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan
dalam Pemilu Tahun 2014

Bukti T-10.JATIM
V.09

| Sertifikat

Form Model DA-1 DPR (KEC. JUNREJO)
Rekapitulasi  Hasil Penghitungan
Perolehan Suara dari Setiap Kelurahan di Tingkat
Kecamatan dalam Pemilu Tahun 2014

Bukti T-10.JATIM
V.10

Form Model DA-2 DPR (KEC. JUNREJO)
Pernyataan Kejadian Khusu dan Keberatan Saksi
dalam Prose Rekapitulasi Penghitungan
Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan
dalam Pemilu Tahun 2014
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KABUPATEN MALANG

V.06

NO KODE JUDUL
1. | Bukti T-10.JATIM Model DB-1 DPR (KABUPATEN MALANG)
V.05 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di
Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum
Tahun 2014
2. | Bukti T-10.JATIM :| Model DB-2 DPR (KABUPATEN MALANG)

Pernyataan Kejadian Khusus dan Keberatan
Saksi dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan
Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota
dalam Pemilihan Umum Tahun 2014

Selain itu, Termohon juga mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang telah

memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 9 Juni 2014

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

e Saksi beralamat di Jalan Bareng Tenes, 4D nomor 638, Kelurahan

e Rekapitulasi di tingkat PPS dilaksanakan pada tanggal 11 April 2014.

e Saksi dari Partai Hanura hadir saat rekapitulasi.

e Perolehan suara Partai Hanura saat rekapitulasi di Dapil Jatim V

e Saksi hanura tanda tangan di DA-1 dan D-1.

e Saksi hanura juga tidak menyampaikan keberatan.

1. Adang Pancoro
Bareng.
e Sebagai Ketua PPS Kelurahan Bareng.
sebesar 663 suara.
2. Sujito

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, JI. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

Saksi beralamat di Jalan Bareng Tengah Gang 5680, Malang.
Sebagai Ketua KPPS TPS 06.
Selesai penghitungan suara pada jam 00.00 WIB

Semua saksi tanda tangan kecuali 3 partai yang tidak karena tidak hadir saat

rekapitulasi.

Saksi menuturkan bahwa C-1 diserahkan kepada saksi saat rekapitulasi

selesai.
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e Perolehan suara Hanura pada saat itu adalah berjumlah 18 suara.

DAPIL JAWA TIMUR VI

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI HANURA) DI PROVINSI JAWA
TIMUR UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAPIL JAWA TIMUR VI
(KABUPATEN BLITAR, KABUPATEN TULUNGAGUNG, KABUPATEN KEDIRI)

- Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon kecuali diakui
kebenarannya oleh Termohon

- Bahwa dalam permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan adanya
penggelembungan suara pada partai Nasdem dan adanya
pengurangan suara pada partai Hanura.

- Bahwa permohonan tersebut juga disertai bukti perbedaan perolehan
suara, namun tidak ada bukti-bukti terkait penggelembungan suara
partai Nasdem dan adanya pengurangan suara partai Hanura.

- Bahwa permohonan yang tidak didukung dengan bukti-bukti yang  relevan
dengan pernyataan-pernyataan atau tuduhan Pemohon
menjadikan permohonan menjadi tidak jelas dan kabur, sehingga

sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya dikesampingkan demi hukum.

PETITUM
Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohon
memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai
berikut.
DALAM EKSEPSI
- Menerima dan Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
- Menyatakan Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.
DALAM POKOK PERKARA
- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KP
U/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;
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Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex

aequo et bono).

[2.9]

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon hanya

4mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-
10.JATIM VI.1 sampai dengan T-10.JATIM VI.14 (untuk Kabupaten Kediri), tanda
bukti T-10.JATIM VI.15 sampai dengan T.10JATIM VI.20 (untuk Kota Kediri 6),
tanda bukti T-10.JATIM VI.21 sampai dengan T.10JATIM VI.137 (untuk Kabupaten
Blitar), tanda bukti T-10.JATIM VI1.138 sampai dengan T-10.JATIM VI.143 (untuk
Kota Blitar), dan T-10.JATIM V.50 (untuk Kabupaten Tulung Agung) dan disahkan
dalam persidangan tanggal 9 Juni 2014 sebagai berikut:

Kabupaten Kediri

NO

KODE

JUDUL

1.

Bukti T-10.JATIM
VIA1

Form Model DA

Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Perolehan Suara Partai Politk dan Calon
Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD
Kabupaten/Kota, serta Calon Anggota DPD di
Tingkat Kecamatan Wates

V1.5

2. | Bukti T-10.JATIM Form Model DB
VI.2 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Perolehan Suara Partai Politk dan Calon
Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD
Kabupaten/Kota, serta Calon Anggota DPD di
Tingkat Kabupaten Kediri
3. | Bukti T-10.JATIM Model C
VI.3 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan
Suara di TPS 5 Desa Sugihwaras Kecamatan
Ngancar
4. | Bukti T-10.JATIM Model C
V1.4 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan
Suara di TPS 7 Desa Sugihwaras Kecamatan
Ngancar
5. | Bukti T-10.JATIM Model C

Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan
Suara di TPS 10 Desa Babadan Kecamatan
Ngancar

Bukti T-10.JATIM

Model C
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VI.6 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan
Suara di TPS 4 Desa Babadan Kecamatan
Ngancar
7. | Bukti T-10.JATIM Model C
VI.7 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan
Suara di TPS 4 Desa Sempu Kecamatan
Ngancar
8. | Bukti T-10.JATIM Model C
VI.8 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan
Suara di TPS 5 Desa Muneng Kecamatan
Purwoasri
9. | Bukti T-10.JATIM Model C
V1.9 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan
Suara di TPS 1 Desa Kempleng Kecamatan
Porwoasri
10. | Bukti T-10.JATIM Model C
VI.10 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan
Suara di TPS 4 Desa Kempleng Kecamatan
Porwoasri
11. | Bukti T-10.JATIM Model C
VI.11 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan
Suara di TPS 11 Desa Kempleng Kecamatan
Porwoasri
12. | Bukti T-10.JATIM Model C
VI.12 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan
Suara di TPS 6 Desa Ngino Kecamatan
Plemahan
13. | Bukti T-10.JATIM Model C
VI.13 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan
Suara di TPS 2 Desa Banjarejo Kecamatan
Plemahan
14. | Bukti T-10.JATIM Model DA
VI.14 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Perolehan Suara Partai Politk dan Calon
Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD
Kabupaten/Kota, serta Calon Anggota DPD di
Tingkat Kecamatan Tarokan
Kota Kediri
15. | Bukti T-10.JATIM Model C
VI.15 (TPS 2 Kelurahan Tinalan Kecamatan
Pesantren)
Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan
Suara di TPS Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD
Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu
Tahun 2014
16. | Bukti T-10.JATIM Model C
VI.16 (TPS 14 Kelurahan Singonegaran Kecamatan
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Pesantren)
Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan
Suara di TPS Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD
Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu
Tahun 2014

17.

Bukti T-10.JATIM
VI.17

Model C

(TPS 13 Kelurahan Singonegaran Kecamatan
Pesantren)

Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan
Suara di TPS Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD
Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu
Tahun 2014

18.

Bukti T-10.JATIM
VI1.18

Model C

(TPS 8 Kelurahan Singonegaran Kecamatan
Pesantren)

Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan
Suara di TPS Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD
Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu
Tahun 2014

19.

Bukti T-10.JATIM
VI.19

Model C
(TPS 1
Pesantren)
Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan
Suara di TPS Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD
Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu
Tahun 2014

Kelurahan Banaran Kecamatan

20.

Bukti T-10.JATIM
VI.20

Model DB

Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan
Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota
dalam Pemilu Tahun 2014

Kabi

paten Blitar

21.

Bukti T-10.JATIM
VI.21

Form Model DA

Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Perolehan Suara Partai Politk dan Calon
Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD
Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di
Tingkat Kecamatan Srengat

22.

Bukti T-10.JATIM
VI.22

Form Model DB

Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Perolehan Suara Partai Politk dan Calon
Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD
Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di
Tingkat Kabupaten Blitar

23.

Bukti T-10.JATIM
VI.23

Form Model DA
Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Perolehan Suara Partai Politik dan Calon
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Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD
Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di
Tingkat Kecamatan Kanigoro

24.

Bukti T-10.JATIM
VI.24

Form Model DA

Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Perolehan Suara Partai Politik dan Calon
Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD
Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di
Tingkat Kecamatan Ponggok

25.

Bukti T-10.JATIM
VI.25

Form Model DA

Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Perolehan Suara Partai Politk dan Calon
Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD
Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di
Tingkat Kecamatan Binangun

26.

Bukti T-10.JATIM
VI.26

Form Model DA

Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Perolehan Suara Partai Politk dan Calon
Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD
Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di
Tingkat Kecamatan Kesamben

27.

Bukti T-10.JATIM
VI.27

Form Model DA

Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Perolehan Suara Partai Politk dan Calon
Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD
Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di
Tingkat Kecamatan Gandusari

28.

Bukti T-10.JATIM
VI1.28

Form Model DA

Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Perolehan Suara Partai Politk dan Calon
Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD
Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di
Tingkat Kecamatan Sanankulon

29.

Bukti T-10.JATIM
VI.29

Form Model DA

Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Perolehan Suara Partai Politik dan Calon
Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD
Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di
Tingkat Kecamatan Tuliskriyo

30.

Bukti T-10.JATIM
V1.30

Form Model DA

Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Perolehan Suara Partai Politk dan Calon
Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD
Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di
Tingkat Kecamatan Sutojayan

31.

Bukti T-10.JATIM
VI.31

Form Model DA
Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Perolehan Suara Partai Politikk dan Calon

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, JI. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.




136

} .-l SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI

~ Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD
Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di
Tingkat Kecamatan Panggungrejo

32.

Bukti T-10.JATIM
VI.32

Form Model DA

Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Perolehan Suara Partai Politik dan Calon
Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD
Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di
Tingkat Kecamatan WIingi

33.

Bukti T-10.JATIM
VI.33

Form Model C-1 Folio

Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan
Perolehan Suara di TPS 1 Desa Dermojayan
Kecamatan Srengat

34.

Bukti T-10.JATIM
VI.34

Form Model C-1 Folio

Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan
Perolehan Suara di TPS &5 Desa Dandong
Kecamatan Srengat

35.

Bukti T-10.JATIM
VI.35

Form Model C-1 Folio

Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan
Perolehan Suara di TPS 4 Desa Dandong
Kecamatan Srengat

36.

Bukti T-10.JATIM
VI.36

Form Model C-1 Folio

Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan
Perolehan Suara di TPS 9 Desa Dandong
Kecamatan Srengat

37.

Bukti T-10.JATIM
VI.37

Form Model C-1 Folio

Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan
Perolehan Suara di TPS 3 Desa Dandong
Kecamatan Srengat

38.

Bukti T-10.JATIM
V1.38

Form Model C-1 Folio

Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan
Perolehan Suara di TPS 4 Desa Selokajang
Kecamatan Srengat

39.

Bukti T-10.JATIM
VI.39

Form Model C-1 Folio

Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan
Perolehan Suara di TPS 9 Desa Selokajang
Kecamatan Srengat

40.

Bukti T-10.JATIM
V1.40

Form Model C-1 Folio

Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan
Perolehan Suara di TPS 7 Desa Maron
Kecamatan Srengat

41.

Bukti T-10.JATIM
VI.41

Form Model C-1 Folio

Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan
Perolehan Suara di TPS 8 Desa Dandong
Kecamatan Srengat

42.

Bukti T-10.JATIM
V1.42

Form Model C-1 Folio
Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan
Perolehan Suara di TPS 2 Desa Kuningan
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Kecamatan Kanigoro

43.

Bukti T-10.JATIM
VI1.43

Form Model C-1 Folio

Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan
Perolehan Suara di TPS 7 Desa Kuningan
Kecamatan Kanigoro

44,

Bukti T-10.JATIM
V1.44

Form Model C-1 Folio

Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan
Perolehan Suara di TPS 25 Desa Sawentar
Kecamatan Srengat

45.

Bukti T-10.JATIM
VI1.45

Form Model C-1 Folio

Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan
Perolehan Suara di TPS 22 Desa Sawentar
Kecamatan Kanigoro

46.

Bukti T-10.JATIM
VI1.46

Form Model C-1 Folio

Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan
Perolehan Suara di TPS 13 Desa Sawentar
Kecamatan Kanigoro

47.

Bukti T-10.JATIM
VI1.47

Form Model C-1 Folio

Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan
Perolehan Suara di TPS 27 Desa Sawentar
Kecamatan Kanigoro

48.

Bukti T-10.JATIM
V1.48

Form Model C-1 Folio

Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan
Perolehan Suara di TPS 18 Desa Sawentar
Kecamatan Kanigoro

49.

Bukti T-10.JATIM
V1.49

Form Model C-1 Folio

Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan
Perolehan Suara di TPS 16 Desa Sawentar
Kecamatan Kanigoro

50.

Bukti T-10.JATIM
VI.50

Form Model C-1 Folio

Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan
Perolehan Suara di TPS 15 Desa Sawentar
Kecamatan Kanigoro

51.

Bukti T-10.JATIM
VI.51

Form Model C-1 Folio

Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan
Perolehan Suara di TPS 12 Desa Sawentar
Kecamatan Kanigoro

52.

Bukti T-10.JATIM
VI.52

Form Model C-1 Folio

Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan
Perolehan Suara di TPS 11 Desa Sawentar
Kecamatan Kanigoro

53.

Bukti T-10.JATIM
VI.53

Form Model C-1 Folio

Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan
Perolehan Suara di TPS 10 Desa Sawentar
Kecamatan Kanigoro

54.

Bukti T-10.JATIM
VI.54

Form Model C-1 Folio
Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan
Perolehan Suara di TPS 8 Desa Sawentar
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Kecamatan Kanigoro

55.

Bukti T-10.JATIM
VI.55

Form Model C-1 Folio

Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan
Perolehan Suara di TPS 7 Desa Sawentar
Kecamatan Kanigoro

56.

Bukti T-10.JATIM
V1.56

Form Model C-1 Folio

Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan
Perolehan Suara di TPS 2 Desa Sawentar
Kecamatan Kanigoro

S7.

Bukti T-10.JATIM
VI.57

Form Model C-1 Folio

Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan
Perolehan Suara di TPS 5 Desa Banggle
Kecamatan Kanigoro

58.

Bukti T-10.JATIM
VI1.58

Form Model C-1 Folio

Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan
Perolehan Suara di TPS 7 Desa Banggle
Kecamatan Kanigoro

59.

Bukti T-10.JATIM
VI.59

Form Model C-1 Folio

Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan
Perolehan Suara di TPS 3 Desa Banggle
Kecamatan Kanigoro

60.

Bukti T-10.JATIM
VI.60

Form Model C-1 Folio

Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan
Perolehan Suara di TPS 20 Desa Banggle
Kecamatan Kanigoro

61.

Bukti T-10.JATIM
V1.61

Form Model C-1 Folio

Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan
Perolehan Suara di TPS 15 Desa Banggle
Kecamatan Kanigoro

62.

Bukti T-10.JATIM
VI.62

Form Model C-1 Folio

Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan
Perolehan Suara di TPS 12 Desa Banggle
Kecamatan Kanigoro

63.

Bukti T-10.JATIM
VI.63

Form Model C-1 Folio

Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan
Perolehan Suara di TPS 6 Desa Kuningan
Kecamatan Kanigoro

64.

Bukti T-10.JATIM
V1.64

Form Model C-1 Folio

Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan
Perolehan Suara di TPS 6 Desa Jatilengger
Kecamatan Ponggok

65.

Bukti T-10.JATIM
VI.65

Form Model C-1 Folio

Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan
Perolehan Suara di TPS 33 Desa Sidorejo
Kecamatan Kanigoro

66.

Bukti T-10.JATIM
VI.66

Form Model C-1 Folio
Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan
Perolehan Suara di TPS 20 Desa Sidorejo
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Kecamatan Kanigoro

67.

Bukti T-10.JATIM
VI.67

Form Model C-1 Folio

Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan
Perolehan Suara di TPS 16 Desa Sidorejo
Kecamatan Kanigoro

68.

Bukti T-10.JATIM
V1.68

Form Model C-1 Folio

Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan
Perolehan Suara di TPS 4 Desa Sidorejo
Kecamatan Kanigoro

69.

Bukti T-10.JATIM
VI.69

Form Model C-1 Folio

Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan
Perolehan Suara di TPS 22 Desa Sidorejo
Kecamatan Kanigoro

70.

Bukti T-10.JATIM
VI.70

Form Model C-1 Folio

Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan
Perolehan Suara di TPS 28 Desa Sidorejo
Kecamatan Kanigoro

71.

Bukti T-10.JATIM
VI.71

Form Model C-1 Folio

Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan
Perolehan Suara di TPS 27 Desa Sidorejo
Kecamatan Kanigoro

72.

Bukti T-10.JATIM
VI.72

Form Model C-1 Folio

Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan
Perolehan Suara di TPS 9 Desa Jatilengger
Kecamatan Kanigoro

73.

Bukti T-10.JATIM
VI.73

Form Model C-1 Folio

Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan
Perolehan Suara di TPS 10 Jatilengger Desa
Sidorejo Kecamatan Kanigoro

74.

Bukti T-10.JATIM
VI.74

Form Model C-1 Folio
Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan
Perolehan Suara di TPS 9 Desa Birowo
Kecamatan Binangun

75.

Bukti T-10.JATIM
VI.75

Form Model C-1 Folio
Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan
Perolehan Suara di TPS 2 Desa Ngembul
Kecamatan Binangun

76.

Bukti T-10.JATIM
VI.76

Form Model C-1 Folio
Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan
Perolehan Suara di TPS 8 Desa Ngembul
Kecamatan Binangun

77.

Bukti T-10.JATIM
VI.77

Form Model C-1 Folio
Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan
Perolehan Suara di TPS 9 Desa Ngembul
Kecamatan Binangun

78.

Bukti T-10.JATIM
VI.78

Form Model C-1 Folio
Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan
Perolehan Suara di TPS 10 Desa Sukorame
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Kecamatan Binangun

79.

Bukti T-10.JATIM
VI.79

Form Model C-1 Folio

Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan
Perolehan Suara di TPS 9 Desa Kedungwungu
Kecamatan Binangun

80.

Bukti T-10.JATIM
V1.80

Form Model C-1 Folio

Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan
Perolehan Suara di TPS 8 Desa Kedungwungu
Kecamatan Binangun

81.

Bukti T-10.JATIM
V1.81

Form Model C-1 Folio

Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan
Perolehan Suara di TPS 4 Desa Kedungwungu
Kecamatan Binangun

82.

Bukti T-10.JATIM
V1.82

Form Model C-1 Folio

Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan
Perolehan Suara di TPS 1 Desa Kedungwungu
Kecamatan Binangun

83.

Bukti T-10.JATIM
VI1.83

Form Model C-1 Folio

Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan
Perolehan Suara di TPS 1 Desa Tawangrejo
Kecamatan Binangun

84.

Bukti T-10.JATIM
V1.84

Form Model C-1 Folio
Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan
Perolehan Suara di TPS 5 Desa Birowo
Kecamatan Binangun

85.

Bukti T-10.JATIM
V1.85

Form Model C-1 Folio

Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan
Perolehan Suara di TPS 3 Desa Kedungwungu
Kecamatan Binangun

86.

Bukti T-10.JATIM
V1.86

Form Model C-1 Folio

Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan
Perolehan Suara di TPS 6 Desa Kedungwungu
Kecamatan Binangun

87.

Bukti T-10.JATIM
V1.87

Form Model C-1 Folio
Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan
Perolehan Suara di TPS 9 Desa Siraman
Kecamatan Kesamben

88.

Bukti T-10.JATIM
V1.88

Form Model C-1 Folio
Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan
Perolehan Suara di TPS 2 Desa Siraman
Kecamatan Kesamben

89.

Bukti T-10.JATIM
VI1.89

Form Model C-1 Folio

Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan
Perolehan Suara di TPS 6 Desa Jugo Kecamatan
Kesamben

90.

Bukti T-10.JATIM
VI.90

Form Model C-1 Folio
Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan
Perolehan Suara di TPS 9 Desa Sukosewu
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Kecamatan Kesamben
91. | Bukti T-10.JATIM : | Form Model C-1 Folio
VI.91 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan
Perolehan Suara di TPS 1 Desa Tulungrejo
Kecamatan Gandusari
92. | Bukti T-10.JATIM : | Form Model C-1 Folio
VI1.92 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan
Perolehan Suara di TPS 19 Desa Ngaringan
Kecamatan Gandusari
93. | Bukti T-10.JATIM : | Form Model C-1 Folio
V1.93 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan
Perolehan Suara di TPS 13 Desa Ngaringan
Kecamatan Gandusari
94. | Bukti T-10.JATIM : | Form Model C-1 Folio
VI1.94 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan
Perolehan Suara di TPS 4 Desa Tuliskriyo
Kecamatan Sanankulon
95. | Bukti T-10.JATIM : | Form Model C-1 Folio
VI1.95 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan
Perolehan Suara di TPS 6 Desa Tuliskriyo
Kecamatan Sanankulon
96. | Bukti T-10.JATIM : | Form Model C-1 Folio
V1.96 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan
Perolehan Suara di TPS 3 Desa Kalipucung
Kecamatan Sanankulon
97. | Bukti T-10.JATIM : | Form Model C-1 Folio
VI.97 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan
Perolehan Suara di TPS 7 Desa Kalipucung
Kecamatan Sanankulon
98. | Bukti T-10.JATIM : | Form Model C-1 Folio
V1.98 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan
Perolehan Suara di TPS 10 Desa Kalipucung
Kecamatan Sanankulon
99. | Bukti T-10.JATIM : | Form Model C-1 Folio
VI1.99 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan
Perolehan Suara di TPS 2 Desa Plosoarang
Kecamatan Sanankulon
100 | Bukti T-10.JATIM : | Form Model C-1 Folio
VI.100 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan
Perolehan Suara di TPS 3 Desa Plosoarang
Kecamatan Sanankulon
101 | Bukti T-10.JATIM : | Form Model C-1 Folio
VI1.101 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan
Perolehan Suara di TPS 5 Desa Plosoarang
Kecamatan Sanankulon
102 | Bukti T-10.JATIM : | Form Model C-1 Folio
VI1.102 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan
Perolehan Suara di TPS 6 Desa Plosoarang

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
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Kecamatan Sanankulon

103

Bukti T-10.JATIM
VI.103

Form Model C-1 Folio
Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan
Perolehan Suara di TPS 3 Desa Sumberingin
Kecamatan Sanankulon

104

Bukti T-10.JATIM
VI1.104

Form Model C-1 Folio
Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan
Perolehan Suara di TPS 10 Desa Sumberingin
Kecamatan Sanankulon

105

Bukti T-10.JATIM
VI1.105

Form Model C-1 Folio
Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan
Perolehan Suara di TPS 7 Desa Sumberejo
Kecamatan Sanankulon

106

Bukti T-10.JATIM
VI.106

Form Model C-1 Folio
Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan
Perolehan Suara di TPS 11 Desa Sumberejo
Kecamatan Sanankulon

107

Bukti T-10.JATIM
VI1.107

Form Model C-1 Folio
Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan
Perolehan Suara di TPS 9 Desa Sumber
Kecamatan Sanankulon

108

Bukti T-10.JATIM
VI1.108

Form Model C-1 Folio
Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan
Perolehan Suara di TPS 10 Desa Bacem
Kecamatan Sutojayan

109

Bukti T-10.JATIM
VI1.109

Form Model C-1 Folio
Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan
Perolehan Suara di TPS 9 Desa Bacem
Kecamatan Sutojayan

110

Bukti T-10.JATIM
VI.110

Form Model C-1 Folio
Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan
Perolehan Suara di TPS 8 Desa Bacem
Kecamatan Sutojayan

111

Bukti T-10.JATIM
VI.111

Form Model C-1 Folio
Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan
Perolehan Suara di TPS 4 Desa Bacem
Kecamatan Sutojayan

112

Bukti T-10.JATIM
VI.112

Form Model C-1 Folio
Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan
Perolehan Suara di TPS 10 Desa Pandanarum
Kecamatan Sutojayan

113

Bukti T-10.JATIM
VI.113

Form Model C-1 Folio
Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan
Perolehan Suara di TPS 14 Desa Pandanarum
Kecamatan Sutojayan

114

Bukti T-10.JATIM
VI.114

Form Model C-1 Folio
Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan
Perolehan Suara di TPS 1 Desa Jegu Kecamatan
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Sutojayan

115

Bukti T-10.JATIM
VI.115

Form Model C-1 Folio
Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan
Perolehan Suara di TPS 8 Desa Sutojayan
Kecamatan Sutojayan

116

Bukti T-10.JATIM
VI.116

Form Model C-1 Folio
Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan
Perolehan Suara di TPS 4 Desa Sutojayan
Kecamatan Sutojayan

117

Bukti T-10.JATIM
VI.117

Form Model C-1 Folio
Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan
Perolehan Suara di TPS 2 Desa Sutojayan
Kecamatan Sutojayan

118

Bukti T-10.JATIM
VI.118

Form Model C-1 Folio
Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan
Perolehan Suara di TPS 3 Desa Kembangarum
Kecamatan Sutojayan

119

Bukti T-10.JATIM
VI.119

Form Model C-1 Folio
Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan
Perolehan Suara di TPS 1 Desa Pandanarum
Kecamatan Sutojayan

120

Bukti T-10.JATIM
VI.120

Form Model C-1 Folio

Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan
Perolehan Suara di TPS 1 Desa Sumbersih
Kecamatan Panggungrejo

121

Bukti T-10.JATIM
VI1.121

Form Model C-1 Folio

Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan
Perolehan Suara di TPS 15 Desa Kalitengah
Kecamatan Panggungrejo

122

Bukti T-10.JATIM
VI.122

Form Model C-1 Folio

Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan
Perolehan Suara di TPS 22 Desa Kalitengah
Kecamatan Panggungrejo

123

Bukti T-10.JATIM
VI1.123

Form Model C-1 Folio

Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan
Perolehan Suara di TPS 12 Desa Kalitengah
Kecamatan Panggungrejo

124

Bukti T-10.JATIM
VI.124

Form Model C-1 Folio

Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan
Perolehan Suara di TPS 7 Desa Ngoran
Kecamatan Nglegok

125

Bukti T-10.JATIM
VI.125

Form Model C-1 Folio

Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan
Perolehan Suara di TPS 9 Desa Sumberasri
Kecamatan Nglegok

126

Bukti T-10.JATIM
VI1.126

Form Model C-1 Folio
Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan
Perolehan Suara di TPS 5 Desa Sumberasri

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, JI. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.




144

} .-l SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI

~ Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Kecamatan Nglegok

127

Bukti T-10.JATIM
VI.127

Form Model C-1 Folio

Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan
Perolehan Suara di TPS 11 Desa Sumberasri
Kecamatan Nglegok

128

Bukti T-10.JATIM
VI1.128

Form Model C-1 Folio

Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan
Perolehan Suara di TPS 19 Desa Tegalasri
Kecamatan WIlingi

129

Bukti T-10.JATIM
VI1.129

Form Model D

Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Perolehan Suara Partai POIlitik dan Calon
Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD
Kabupaten/Kota, serta Calon Anggota DPD di
Tingkat Desa Tawangrejo Kecamatan Wonodadi

130

Bukti T-10.JATIM
VI.130

Form Model D

Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Perolehan Suara Partai POIlitik dan Calon
Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD
Kabupaten/Kota, serta Calon Anggota DPD di
Tingkat Desa Wonorejo Kecamatan Srengat

131

Bukti T-10.JATIM
VI1.131

Form Model D

Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Perolehan Suara Partai POIlitik dan Calon
Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD
Kabupaten/Kota, serta Calon Anggota DPD di
Tingkat Desa Pakisrejo Kecamatan Srengat’

132

Bukti T-10.JATIM
VI.132

Form Model D

Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Perolehan Suara Partai POIlitik dan Calon
Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD
Kabupaten/Kota, serta Calon Anggota DPD di
Tingkat Desa Maron Kecamatan Srengat

133

Bukti T-10.JATIM
VI1.133

Form Model D

Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Perolehan Suara Partai POIitik dan Calon
Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD
Kabupaten/Kota, serta Calon Anggota DPD di
Tingkat Desa Kerjen Kecamatan Srengat

134

Bukti T-10.JATIM
VI.134

Form Model D

Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Perolehan Suara Partai POIlitik dan Calon
Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD
Kabupaten/Kota, serta Calon Anggota DPD di
Tingkat Desa Kandangan Kecamatan Srengat

135

Bukti T-10.JATIM
VI1.135

Form Model D
Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Perolehan Suara Partai POIlitik dan Calon
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Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD
Kabupaten/Kota, serta Calon Anggota DPD di
Tingkat Desa Sidorejo Kecamatan Ponggok

136 | Bukti T-10.JATIM : | Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan
VI.136 Perolehan Suara Partai POIitik dan Calon
Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD
Kabupaten/Kota, serta Calon Anggota DPD di
Tingkat Desa Purworejo Kecamatan Sanankulon
137 | Bukti T-10.JATIM . | Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan
VI.137 Perolehan Suara Partai POIlitik dan Calon
Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD
Kabupaten/Kota, serta Calon Anggota DPD di
Tingkat Desa Plosoarang Kecamatan Sanankulon

Kota Blitar 6

138 | Bukti T-10.JATIM : | Form Model DB-5

VI1.138
Tanda Terima Penyerahan Berita Acara dan

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota
dalam Pemilu Tahun 2014

139 | Bukti T-10.JATIM . | Form Model DB-4

VI.139 . ,
Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara

Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat
Kabupaten/Kota

140 | Bukti T-10.JATIM : | Form Model DB-3

VI1.140
Berita Acara Penerimaan Hasil Penghitungan

Perolehan Suara Partai Politk dan Calon
Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD
Kabupaten/Kota, dan Calon Anggota DPD
Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014

141 | Bukti T-10.JATIM : | Form Model DB

VI1.141
Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Perolehan Suara Partai Politk dan Calon
Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD
Kabupaten/Kota, dan Calon Anggota DPD
Kabupaten/Kota di Kota Blitar dan Daftar Hadir
Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Perolehan Suara tingkat Kota Blitar yang dihadiri
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saksi dari Partai Politik dan Calon Perseorangan

(DPD)
142 | Bukti T-10.JATIM : | Form Model DB-1 DPR
VI.142
Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Perolehan Suara Partai Politk dan Calon
Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD
Kabupaten/Kota, dan Calon Anggota DPD
Kabupaten/Kota di Kota Blitar
143 | Bukti T-10.JATIM : | Form Model DB-2
VI1.143

Pernyataan Kejadian Khusus dan Keberatan
Saksi dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan
Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota
dalam Pemilu Tahun 2014 di Kota Blitar

Kabupaten Tulung Agung

144 | Bukti T-10.JATIM : | Model DB, DB-1, DB-2, DB-5

VII.50
Berita Acara Rekapitulasi, Sertifikat Rekapitulasi,

Keberatan Saksi, Tanda Terima Sertifikat dan
Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan
Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR,
DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta
Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten/Kota
dalam Pemilu Tahun 2014

DAPIL JAWA TIMUR VII

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (HANURA) DI PROVINSI JAWA TIMUR
UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAPIL JAWA TIMUR VII

- Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon kecuali diakui
kebenarannya oleh Termohon

- Bahwa dalam permohonan Pemohon, Pemohon menyajikan bukti-
bukti terkait adanya perbedaan penghitungan suara,

- Bahwa Pemohon juga menjelaskan beberapa perbedaan penghitungan

suara yang dilakukan oleh Termohon.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
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- Bahwa permohonan tersebut hanya menjabarkan permasalahan
perbedaan perhitungan suara, tanpa menyatakan permintaan atau yang
dimohonkan oleh Pemohon, sehingga sudah sepatutnya permohonan

Pemohon ditolak.

PETITUM
Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohon

memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai
berikut.

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

- Menyatakan Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.
DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KP
U/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014,

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex

aequo et bono).

[2.10] Menimbang bahwa untuk membuktikan daliinya, Termohon

mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-
10.JATIM VII.1, 4, 17, 26, dan -10.JATIM VII. 28 (untuk Kabupaten Magetan), T-
10.JATIM VII.1 sampai dengan T.10JATIM VII.4 (untuk Kabupaten Pacitan), T-
10.JAWA TIMUR VIL5 sampai dengan T.10.JATIM VI.49 (untuk Kabupaten
Trenggalek), dan disahkan dalam persidangan tanggal 9 Juni 2014 sebagai berikut.
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Kabupaten Magetan

NO KODE JUDUL
1. | Bukti T-10.JATIM Model DB
VIIA Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Perolehan Suara Partai Politik dan Calon
Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD
Kabupaten/Kota, serta Calon Anggota DPD di
Tingkat Desa dalam Pemilihan Umum Tahun
2014
2. | Bukti T-10.JATIM | Model D
Vil.4 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Perolehan Suara Partai Politik dan Calon
Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD
Kabupaten/Kota, serta Calon Anggota DPD di
Tingkat Desa dalam Pemilihan Umum Tahun
2014
3. | Bukti T-10.JATIM | Model D
VILA7 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Perolehan Suara Partai Politik dan Calon
Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD
Kabupaten/Kota, serta Calon Anggota DPD di
Tingkat Desa dalam Pemilihan Umum Tahun
2014
4. | Bukti T-10.JATIM | Lampiran Model C-1
VI1.26 Rincian Perolehan Suara Sah di TPS 4
Kelurahan Ngariboyo
5. | Bukti T-10.JATIM Lampiran Model C-1
VI1.28 Rincian Perolehan Suara Sah di TPS 11
Kelurahan Dadi

Kabupaten Pacitan

6.

Bukti
VIIA1

T-10.JATIM

Model C, C-1 berhologram, dan C-2

Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan
Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD,
DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun
2014 di TPS 7 Desa Watu Patok Kecamatan
Bandar Kabupaten Pacitan

Bukti
VII.2

T-10.JATIM

Model C, C-1 berhologram, dan C-2

Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan
Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD,
DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun
2014 di TPS 7 Desa Bubakan Kecamatan
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Tulakan Kabupaten Pacitan
8. | Bukti T-10.JATIM Model D, D-1 berhologram, dan D-2
VII.3
Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Perolehan Suara dari Setiap TPS di Tingkat
Desa/Kelurahan dalam Pemilu Anggota DPR,
DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota
Tahun 2014 Desa Watu Patok Kecamatan
Bandar Kabupaten Pacitan
9. | Bukti T-10.JATIM Model D, D-1 berhologram, dan D-2
VIl.4
Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Perolehan Suara dari Setiap TPS di Tingkat
Desa/Kelurahan dalam Pemilu Anggota DPR,
DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota
Tahun 2014 Desa Bubakan Kecamatan Tulakan
Kabupaten Pacitan
Kabupaten Trenggalek
10. | Bukti T-10.JATIM : | Form Model DA DPR RI Kec. Pogalan
VIS Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan
11. | Bukti T-10.JATIM Lampiran Model C-1 Hologram
VII.6 TPS 14, Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo
12. | Bukti T-10.JATIM Lampiran Model C-1 Hologram
VII.7 TPS 9, Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo
13. | Bukti T-10.JATIM Lampiran Model C-1 Hologram
VII.8 TPS 3, Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo
14. | Bukti T-10.JATIM Lampiran Model C-1 Hologram
VIIL9 TPS 16, Desa Karanggandu Kecamatan
Watulimo
15. | Bukti T-10.JATIM Lampiran Model C-1 Hologram
VIIL10 TPS11, Desa  Karanggandu Kecamatan
Watulimo
16. | Bukti T-10.JATIM Lampiran Model C-1 Hologram
VI TPS4, Desa Karanggandu Kecamatan Watulimo
17. | Bukti T-10.JATIM Lampiran Model C-1 Hologram
VII.12 TPS 3, Desa Bendroto Kecamatan Munjungan
18. | Bukti T-10.JATIM Lampiran Model C-1 Hologram
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VII.13

TPS 6, Desa Sawahan Kecamatan Watulimo

19.

Bukti T-10.JATIM
VIl.14

Lampiran Model C-1 Hologram
TPS 3, Desa Pogalan Kecamatan Pogalan

20.

Bukti T-10.JATIM
VII.15

Lampiran Model C-1 Hologram
TPS 3, Desa Pogalan Kecamatan Pogalan

21.

Bukti T-10.JATIM
VII.16

Lampiran Model C-1 Hologram
TPS 5, Desa Pogalan Kecamatan Pogalan

22.

Bukti T-10.JATIM
VII.17

Lampiran Model C-1 Hologram
TPS 3, Desa Pogalan Kecamatan Pogalan

23.

Bukti T-10.JATIM
VI1.18

Lampiran Model C-1 Hologram
TPS 8, Desa Pogalan Kecamatan Pogalan

24.

Bukti T-10.JATIM
VII.19

Lampiran Form Model D-1
Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo

25.

Bukti T-10.JATIM
VII.20

Lampiran Form Model D-1
Desa Karanggandu Kecamatan Watulimo

26.

Bukti T-10.JATIM
VII.21

Lampiran Form Model D-1
Desa Bendroto Kecamatan Munjungan

27.

Bukti T-10.JATIM
VII.22

Lampiran Form Model D-1
Desa Sawahan Kecamatan Watulimo

28.

Bukti T-10.JATIM
VI1.23

Lampiran Form Model D-1
Desa Pogalan Kecamatan Pogalan

29.

Bukti T-10.JATIM
VIl.24

Lampiran Form Model DA-1
Kecamatan Watulimo

30.

Bukti T-10.JATIM
VII.25

Lampiran Form Model DA-1
Kecamatan Munjungan

31.

Bukti T-10.JATIM
VII.26

Lampiran Form Model DA-1
Kecamatan Pogalan

32.

Bukti T-10.JATIM
VII.27

Lampiran Form Model DB-1
Kabupaten Trenggalek

33.

Bukti T-10.JATIM
VI1.28

Lampiran Model C-1 Hologram
TPS 1, Desa Melis Kecamatan Gandusari

34.

Bukti T-10.JATIM

Lampiran Model C-1 Hologram
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VI1.29

TPS 2, Desa Melis Kecamatan Gandusari

35.

Bukti T-10.JATIM
VII.30

Lampiran Model C-1 Hologram
TPS 3, Desa Melis Kecamatan Gandusari

36.

Bukti T-10.JATIM
VII.31

Lampiran Model D-1
Desa Melis Kecamatan Gandusairi

37.

Bukti T-10.JATIM
VII1.32

'TPS 10, Desa

Lampiran Model C-1 Hologram
Sumberingin  Kecamatan

Karangan

38.

Bukti T-10.JATIM
VII.33

Lampiran Model C-1 Hologram

TPS 10, Desa Bondoagung Kecamatan Kampak

39.

Bukti T-10.JATIM
VII1.34

Lampiran Model C-1 Hologram

TPS 11, Desa Bondoagung Kecamatan Kampak

40.

Bukti T-10.JATIM
VI1.35

Lampiran Model C-1 Hologram
TPS 3, Desa Parakan Kecamatan Trenggalek

41.

Bukti T-10.JATIM
VII.36

Lampiran Model C-1 Hologram
TPS 15, Desa Bendorejo Kecamatan Pogalan

42.

Bukti T-10.JATIM
VII.37

Lampiran Model C-1 Hologram
TPS 18, Desa Bendorejo Kecamatan Bogalan

43.

Bukti T-10.JATIM
VII.38

Lampiran Model DB-1
Kabupaten Trenggalek

44,

Bukti T-10.JATIM
VII.39

Lampiran Model DB-1
Kabupaten Trenggalek

45.

Bukti T-10.JATIM
VI1.40

Lampiran Model D-1
Desa Melis Kecamatan Gandusairi

46

Bukti T-10.JATIM
VIl.41

Lampiran Model D-1
Desa Sumberingin Kecamatan Karangan

47

Bukti T-10.JATIM
VIl.42

Lampiran Model D-1
Desa Bendoagung Kecamatan Kampak

48

Bukti T-10.JATIM
VII.43

Lampiran Model D-1
Desa Parakan Kecamatan Trenggalek

49

Bukti T-10.JATIM
VIl.44

Lampiran Model D-1
Desa Bendorejo Kecamatan Pogalan

50

Bukti T-10.JATIM

Lampiran Model DA-1
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VII.45 Kecamatan Karangan
51 | Bukti T-10.JATIM : | Lampiran Model DA-1
VI1.46 Kecamatan Kampak
52 | Bukti T-10.JATIM : | Lampiran Model DA-1
VI1.47 Kecamatan Trenggalek
53 | Bukti T-10.JATIM : | Lampiran Model DA-1
VI1.48 Kecamatan Pogalan
54 | Bukti T-10.JATIM : | Lampiran Model DA-1
VI1.49 Kecamatan Trenggalek

[2.11] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan
alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-10. JATIM
VII.50 sampai dengan T-10. JATIM VII.58 (untuk Kabupaten Ngawi), dan T-
10.JATIM VII.56 sampai dengan T-10. JATIM VII.58 (untuk Kabupaten Ponorogo)

dan disahkan dalam persidangan tanggal 9 Juni 2014 sebagai berikut.

Kabupaten Ngawi
NO KODE JUDUL

1. | Bukti T-10.JATIM : | Form Model DB-1 (Kab. Ngawi)

VII.50 , _ _ ,
Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan

Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR
dalam Pemilu Tahun 2014 Tingkat Kabupaten

Ngawi
2. | Bukti T-10.JATIM : | Form Model DA-1 (Kec. Kendal)
VII.51
Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan
Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR
dalam Pemilu Tahun 2014 Tingkat Kecamatan
Kendal
3. | Bukti T-10.JATIM : | Form Model DA-1 (Kec. Kasreman)
VII.52

Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan
Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR
dalam Pemilu Tahun 2014 Tingkat Kecamatan
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Kasreman

Bukti T-10.JATIM
VI1.53

Form Model D-1 (Desa Majasem)

Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan
Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR
dalam Pemilu Tahun 2014 Tingkat Desa
Majasem

Bukti T-10.JATIM
VI1.54

Form Model D-1 (Desa Jatirejo)

Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan
Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR
dalam Pemilu Tahun 2014 Tingkat Desa Jatirejo

Bukti T-10.JATIM
VII.55

Form Model C-1 (TPS 3 Desa Majasem Kec.

Kendal)

Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan
Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Anggota
DPR, DPD, dan DPRD 2014

Bukti T-10.JATIM
VI1.56

Form Model C-1 (TPS 5 Desa Majasem Kec.
Kendal)

Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan
Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Anggota
DPR, DPD, dan DPRD 2014

Bukti T-10.JATIM
VI1.57

Form Model C-1 (TPS 2 Desa Jatirejo Kec.
Kasreman)

Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan
Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Anggota
DPR, DPD, dan DPRD 2014

Bukti T-10.JATIM
VI11.58

Form Model C-1 (TPS 3 Desa Jatirejo Kec.
Kasreman)

Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan
Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Anggota
DPR, DPD, dan DPRD 2014
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Kabupaten Ponorogo

10 | Bukti T-10.JATIM : | Model DB dan DB-1 Kabupaten Ponorogo

VII.56
Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Hasil

Perolehan Suara Partai Politik dan Anggota DPR
dalam Pemilu Tahun 2014 di Tingkat Kabupaten

Ponorogo
11 | Bukti T-10.JATIM :| Model D dan D-1 Desa Grogol dan Desa
VII.57 Baosan Lor

Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perolehan
Perolehan Suara Partai Politik dan Calon
Anggota DPR dalam Pemilu Tahun 2014 di
Tingkat Desa

12 | Bukti T-10.JATIM :| Model C dan C-1

VII1.58
- TPS 7 Desa Grogol Kecamatan Sawoo

- TPS 10 Desa Grogol Kecamatan Sawoo

- TPS 15 Desa Grogol Kecamatan Sawoo

- TPS 15 Desa Baosan Lor Kecamatan

Ngrayun

Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan
Suara di TPS dan Sertifikat Hasil dan Rincian
Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam
Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi,
DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014

DAPIL JATIM 2
PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI HANURA) DI PROVINSI JAWA
TIMUR UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

DAPIL 2 KABUPATEN PASURUAN.
- Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil Pemohon
kecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon.
- Bahwa alasan-atasan dan keberatan Pemohon yang diluar kesalahan
perhitungan suara, mohon agardapat dikesampingkan.
- Bahwa terhadap keberatan yang dikemukakan oleh Pemohon yang

disebabkan karena kesalahan  perhitungan yang bisa  dibuktikan
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dengan alat bukti surat atau tulisan berupa berita acara dan salinan
rekapitulasi hasil/ penetapan perolehan suara partai politik, peserta Pemilu
/perseorangan calon anggota DPD, serta calon anggota DPR dan DPRD
sesuai tingkatannya, yang ditandatangani oleh Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara/Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPS/KPPSLN), Panitia Pemungutan
Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), KPU
Kabupaten/Kota atau KPU, maka Termohon akan menyajlkan data

kontra pembanding pada saat sidang pembuktian

PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohon
memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai
berikut.

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

- Menyatakan Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.
DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KP
U/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014,
Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex

aequo et bono).

[2.12] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan

alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-10.JATIM 2.1
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sampai dengan T-10.JATIM 2.2 dan disahkan dalam persidangan tanggal 9 Juni
2014 sebagai berikut.

NO KODE JUDUL

1. | Bukti T-10.JATIM 2.1 | :| Form Model DB

Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Perolehan Suara Partai Politik dan Calon
Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD
Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di
Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun
2014

2. | Bukti T-10.JATIM 2.2 | :| Form Model DB

Berita Acara Rekapitulasi Ulang Hasil
Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan
Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD
Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di
Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun
2014

KETERANGAN BAWASLU

[2.13] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pemberi

Keterangan (Bawaslu), memberikan keterangan tertulis yang diterima di
Kepaniteraan Mahkamah pada hari jum’at tanggal 6 Juni 2014 yang pada

pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DAPIL JATIM V

DAPIL JATIM V, terdiri dari MALANG, KOTA MALANG, KOTA BATU,
sebagaimana pada Permohonan Nomor 02.10/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 dari
Partai Hanura (vide Halaman 208 — 210).

Bahwa, sebagaimana hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang
dilakukan oleh KPU Provinsi Jawa Timur terkait perolehan suara Pemohon di Dapil

Jatim V adalah sebagai berikut :
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No. Urut | Peserta Pemilu Perolehan
Suara
10 Partai Hati Nurani Rakyat 77777

KABUPATEN MALANG :

a. Bahwa, sebagaimana hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang
dilakukan oleh KPU Kabupaten Malang terkait perolehan suara Pemohon di

Kabupaten Malang adalah sebagai berikut :

No. Urut | Peserta Pemilu Perolehan
Suara
10 Partai Hati Nurani Rakyat 52.246

b. Bahwa, perolehan Suara Partai Hanura (Pemohon) di Dapil Jawa Timur V
(Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu) pada Rapat Pleno Terbuka
Rekapitulasi Perolehan Suara pada Tanggal 20 April 2014 sampai dengan 23
April 2014 hasilnya perolehan suara untuk Partai Hanura sebesar 77.777
suara (sesuai Hasil Rekapitulasi KPU Kabupaten Malang). Namun, versi
Saudara Hasanuddin A Latif, SH ada penambahan 9.733 suara menjadi
87.711 suara, sehingga perolehan suara Partai Hanura pada Dapil Jawa Timur
V mendapatkan 1 (satu) kursi DPR Rl melampaui perolehan suara Partai
Amanat Nasional (PAN) 86.699 suara. Ternyata, setelah dicermati dan hasil
Rekapitulasi Form Model C1 oleh Panwaslu Kabupaten Malang tidak ada

penambahan suara pada Partai Hanura, sebagaimana table dibawah ini :

PARTAI TERMOHON | PEMOHON | PANWASLU

HANURA | 77.777 87.711 a7

c. Bahwa, Saudara Hasanuddin A. Latif, SH, Nomor KTP : 5631212056434 pernah

melaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Malang sebagaimana Formulir
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Penerimaan Laporan Nomor : 04/LP/PILEG/IV/2014, Hari Selasa, Tanggal 29
April 2014, Jam 10.00 WIB, namun tidak dilengkapi dengan bukti yang sah,
akurat sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga
Panwaslu Kabupaten Malang tidak bisa menindaklanjuti dan kami sudah
mengumumkan di Form Model B.13 DD, Tanggal 3 Mei 2014, sebab

Laporannya tidak memenuhi syarat materiil. (vide bukti PW — 5)

d. Bahwa, pada pokok permohonan PHPU, Pemohon tidak menguraikan secara
rinci terkait dengan perbedaan selisih perolehan suara sebasar 6.421 suara,
terjadi di TPS, PPS dan PPK mana saja, sehingga jika diuraikan, maka
Bawaslu Provinsi Jawa Timur dapat melakukan penelitian dan pemeriksaan
terhadap dokumen Lampiran Model C-1, Model D-1, Model DA-1 dan Model
DB-1.

KOTA MALANG :

a. Bahwa, pada saat penghitungan dan rekapitulasi mulai di tingkat TPS, PPS,
PPK hingga rekapitulasi di KPU Kota Malang pada tanggal 20 April 2014,
tidak ada keberatan dari saksi Partai Hanura yang dituangkan pada Model C-
2, Model D-2, Model DA-2 dan Model DB-2.

b. Bahwa, setelah dilakukan koordinasi dengan Panwaslu Kabupaten Malang
dan Kota Batu, maka diketahui bahwa selisih suara yang didalilkan Pemohon
antara perolehan suara Termohon (77.777) dengan perolehan suara
Pemohon (87.711) sebesar 9.733 suara tidak terkait dengan rekapitulasi

penghitungan perolehan suara di KPU Kota Malang.
KOTA BATU :

a. Bahwa, pada saat penghitungan dan rekapitulasi mulai di tingkat TPS, PPS,
PPK hingga rekapitulasi di KPU Kota Batu pada tanggal 20 April 2014, tidak
ada keberatan dari saksi Partai Hanura yang dituangkan pada Model C-2,
Model D-2, Model DA-2 dan Model DB-2, juga dari hasil pengawasan oleh
Panwaslu tidak ditemukan atau tidak ada laporan indikasi pelanggaran
pemilu, terkait penghitungan dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara

dimaksud.
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b. Bahwa, setelah dilakukan koordinasi dengan Panwaslu Kabupaten Malang
dan Kota Malang, maka diketahui bahwa selisih suara yang didalilkan
Pemohon, antara perolehan suara Termohon (77.777) dengan perolehan
suara Pemohon (87.711) sebesar 9.733 tidak terkait dengan rekapitulasi

penghitungan perolehan suara di KPU Kota Batu.

DAPIL JATIM VI

DAPIL JATIM VI, terdiri dari : KABUPATEN BLITAR, KOTA BLITAR,
KABUPATEN KEDIRI, KOTA KEDIRI, TULUNGAGUNG, sebagaimana
Permohonan Nomor 02.10/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 dari Partai Hanura (vide
Halaman 210 — 244).

Bahwa, sebagaimana hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang
dilakukan oleh KPU Provinsi Jawa Timur terkait perolehan suara Pemohon di Dapil

Jatim V adalah sebagai berikut :

Kabupaten/Kota Peserta Pemilu Perolehan
Suara

Kota Kediri HANURA 3.849
Kabupaten Kediri 24157
Kota Blitar 1.934
Kabupaten Blitar 25.835
Tulungagung 31.412

JUMLAH 87.187

KOTA KEDIRI :

a. Bahwa, perolehan suara pemohon yang benar dan berpengaruh pada
perolehan kursi Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD
Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan serta perolehan suara yang
benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara
pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan
dalam penentuan perolehan kursi Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi,
Anggota DPRD Kabupaten/Kota, adapun Pemohon yang diperuntukkan untuk

Kota Kediri dari Dapil Jawa Timur VI (enam) atas nama Anna Luhtfie.
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b. Bahwa, yang dipermasalahkan oleh Pemohon, adanya selisih jumlah
perolehan suara sebanyak 243 suara, namun Pemohon tidak menguraikan
secara jelas dan rinci dimana telah terjadi perbedaan selisih perolehan suara,
di TPS, PPS, dan PPK mana, sehingga Bawaslu Provinsi Jawa Timur dapat
melakukan penelitian dan pemeriksaan dokumen Lampiran Model C-1, Model
D-1, Model DA-1 dan Model DB-1. Bahwa, perolehan Pemohon sebagaimana
jumlah perolehan suara menurut Termohon (KPU Kota Kediri) untuk Partai
Hanura sebesar 3.849 suara, dan dalil Pemohon jumlah perolehan suara
sebesar 4.092. Yang diduga perbedaannya/selisihnya terjadi di :

- TPS 2 Kelurahan Tinalan Kecamatan Pesantren Kota Kediri
- TPS 8 Kelurahan Singonegaran Kecamatan Pesantren Kota Kediri
- TPS 13 Kelurahan Singonegaran Kecamatan Pesantren Kota Kediri
- TPS 14 Kelurahan Singonegaran Kecamatan Pesantren Kota Kediri
- TPS 1 Kelurahan Banaran Kecamatan Pesantren Kota Kediri
c. Bahwa, perincian total perolehan suara Partai Hanura untuk DPR berdasarkan

Lampiran Model C1 per TPS yang dipermasalahkan oleh Pemohon sebagai

berikut :
No. TPS Data C1 | Data C1 Data C1
KPU Panwaslu Pemohon
1. TPS 2 9 9 Tidak ada data
Kel. Tinalan
2. TPS 8 Kel. | 3 3 Tidak ada data
Singonegaran
3. TPS 13 Kel. | 2 2 Tidak ada data
Singonegaran
4. TPS 8 Kel. | 8 8 Tidak ada data
Singonegaran
5. TPS 1 Kel. Banaran | 4 4 Tidak ada data

d. Bahwa, Perincian total perolehan Suara Partai Hanura di tingkat Kota Kediri

sebagai berikut :
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Data dari KPU | Data dari| Data dari| Keterangan

Kota Kediri Panwasl Pemoh
u Kota on
Kediri
3.849 3.849 4.092 Tidak ada perbedaan

jumlah Perolehan
Suara Partai
Hanura dari KPU
Kota Kediri
dengan Panwaslu
Kota Kediri

KABUPATEN KEDIRI :

a. Bahwa, selisih suara Partai Hanura sesuai permohonan yang diajukan oleh
Pemohon telah dilakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap dokumen
Panwaslu dan disandingkan dengan perolehan suara Pemohon dan data versi

KPU diperoleh hasil sebagai berikut :

Versi Versi Versi
Kabupaten KP Panw Pemo | Keterangan
ub aslu hon

Dokumen versi
Panwaslu sama

Kediri 21157 | 21.157 21.347
dengan dokumen
KPU

b. Bahwa, saat penghitungan suara yang dilaksanakan pada tanggal 9 April 2014
di tingkat TPS (4203 TPS) saksi dari Partai Hanura di Kabupaten Kediri tidak
ada yang mengajukan keberatan yang dituangkan pada Model C-2.

c. Bahwa, saat rekapitulasi di tingkat PPS (344 desa dan kelurahan) yang
dilaksanakan pada 10 — 11 April 2014, saksi dari Partai hanura tidak ada yang

mengajukan keberatan yang dituangkan pada Model D-2.
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d. Bahwa, saat rekapitulasi di tingkat PPK (26 Kecamatan) yang dilaksanakan
padatanggal 12 — 14 April 2014, saksi Partai Hanura tidak ada yang
mengajukan keberatan yang dituangkan pada Model DA-2.

e. Bahwa, saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten Kediri (KPU Kabupaten Kediri),
tanggal 15 — 16 April 2014, saksi dari Partai Hanura tidak ada yang
mengajukan keberatan yang dituangkan pada Model DB-2.

f. Bahwa,

mempermasalahkan perolehan suara di Kabupaten Kediri, maka berdasarkan

terhadap pokok permohonan Pemohon (Anna Luthfie) yang

penelitian dan pemeriksaan berdasarkan dokumen Lampiran Model C-1 yang

dimiliki oleh Panwaslu Kabupaten Kediri diperoleh hasil sebagai berikut :

Penghitungan Suara dalam C1 (TPS) :

DATA VERSI
DATA VERSI KPU PEMOHON
PANWASLU
H. ANNA H. ANNA
TPS/DESA/KECAMATAN PARPOL PARPOL PARPOL H. ANNA
LUTHFIE, LUTHFIE,
DAN DAN DAN LUTHFIE,
S.Ag, S.Ag,
CALEG CALEG CALEG S.Ag, M.Si
M.Si M.Si
5/ SUGIHWARAS / NGANCAR 9 1 9 1
7 /| SUGIHWARAS / NGANCAR 11 2 11 2
10 / BABADAN / NGANCAR 16 3 16 3
4 | BABADAN / NGANCAR 2 0 2 0
4 | SEMPU / NGANCAR 8 0 8 0
6 /INGINO/PLEMAHAN 12 0 12 0
2 IBANJAREJO/PLEMAHAN 3 0 3 0
5/ MUNENG/ PURWOASRI 9 0 9 0
1 /KEMPLENG/PURWOASRI 8 0 8 0
4 IKEMPLENG /PURWOASRI 8 0 8 0
11 /IKEMPLENG / PURWOASRI | 3 1 3 1
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Rincian Penghitungan Suara dalam C1 (TPS) di atas :

TPS :5

DESA : SUGIHWARAS

KECAMATAN : NGANCAR

NOMOR/NAMA PARTAI DAN | PEROLEHAN
CALON SUARA

PARTAI HANURA

SETIA PRIJONO, S.IP

HJ. SRI RATNAWATI, SE

SOEKOTJO SOEPARTO, SH, LLM

SUKORIONO

RAHAYU WINARNI

MAIZA AMIN, S.Sos

PIETRA VILOMINA SIREGAR

SOFYAN HERBOWO, SIP

H. ANNA LUTHFIE, S.Ag, M.Si

JUMLAH

NO

©| o N| o g B W N =~

O = O O W O o o o N w

TPS 7

DESA : SUGIHWARAS

KECAMATAN : NGANCAR

NOMOR/NAMA PARTAI DAN | PEROLEHAN
CALON SUARA

PARTAI HANURA

SETIA PRIJONO, S.IP

HJ. SRI RATNAWATI, SE

SOEKOTJO SOEPARTO, SH, LLM

SUKORIONO

RAHAYU WINARNI

MAIZA AMIN, S.Sos

PIETRA VILOMINA SIREGAR

NO

N O O B W N =~
O W O =~ O O N w
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8 | SOFYAN HERBOWO, SIP

9 H. ANNA LUTHFIE, S.Ag, M.Si 2
JUMLAH 11
TPS :10

DESA : BABADAN

KECAMATAN : NGANCAR

NOMOR/NAMA PARTAI DAN | PEROLEHAN
Y CALON SUARA
PARTAI HANURA 4
1 SETIA PRIJONO, S.IP 2
2 HJ. SRI RATNAWATI, SE 3
3 | SOEKOTJO SOEPARTO, SH, LLM 0
4 | SUKORIONO 0
5 RAHAYU WINARNI 1
6 MAIZA AMIN, S.Sos 2
A PIETRA VILOMINA SIREGAR 1
8 | SOFYAN HERBOWO, SIP 0
9 H. ANNA LUTHFIE, S.Ag, M.Si 3
JUMLAH 16
TPS 14
DESA : BABADAN

KECAMATAN : NGANCAR

NOMOR/NAMA PARTAI DAN | PEROLEHAN
CALON SUARA

PARTAI HANURA

1 SETIA PRIJONO, S.IP

2 HJ. SRI RATNAWATI, SE

3 | SOEKOTJO SOEPARTO, SH, LLM

4 | SUKORIONO

NO

o| O o o =~
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5 | RAHAYU WINARNI 0
6 | MAIZA AMIN, S.Sos 0
7 | PIETRA VILOMINA SIREGAR 1
8 | SOFYAN HERBOWO, SIP 0
9 | H. ANNA LUTHFIE, S.Ag, M.Si 0
JUMLAH 2
TPS 14

DESA : SEMPU

KECAMATAN : NGANCAR

NOMOR/NAMA PARTAI DAN | PEROLEHAN
by CALON SUARA
PARTAI HANURA 2
1 SETIA PRIJONO, S.IP 0
2 HJ. SRI RATNAWATI, SE 0
3 | SOEKOTJO SOEPARTO, SH, LLM 0
4 | SUKORIONO 0
5 RAHAYU WINARNI 0
6 MAIZA AMIN, S.Sos 6
7 PIETRA VILOMINA SIREGAR 0
8 | SOFYAN HERBOWO, SIP 0
9 H. ANNA LUTHFIE, S.Ag, M.Si 0
JUMLAH 8
TPS :6
DESA : NGINO

KECAMATAN :PLEMAHAN

NOMOR/NAMA PARTAI DAN | PEROLEHAN
CALON SUARA

PARTAI HANURA 7

1 SETIA PRIJONO, S.IP

NO
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HJ. SRI RATNAWATI, SE
SOEKOTJO SOEPARTO, SH, LLM
SUKORIONO

RAHAYU WINARNI

MAIZA AMIN, S.Sos

PIETRA VILOMINA SIREGAR
SOFYAN HERBOWO, SIP

H. ANNA LUTHFIE, S.Ag, M.Si
JUMLAH

©O| 0O N| O o &l W DN
O = |l O] O] = O ©

-
N

TPS 12
DESA : BANJAREJO
KECAMATAN : PLEMAHAN

NOMOR/NAMA PARTAI DAN | PEROLEHAN
NO CALON SUARA
PARTAI HANURA 1
1 SETIA PRIJONO, S.IP 2
2 HJ. SRI RATNAWATI, SE 0
3 | SOEKOTJO SOEPARTO, SH, LLM 0
4 | SUKORIONO 0
5 RAHAYU WINARNI 0
6 MAIZA AMIN, S.Sos 0
7 PIETRA VILOMINA SIREGAR 0
8 | SOFYAN HERBOWO, SIP 0
9 H. ANNA LUTHFIE, S.Ag, M.Si 0
JUMLAH 3
TPS :5
DESA : MUNENG

KECAMATAN :PURWOASRI
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NOMOR/NAMA PARTAI DAN | PEROLEHAN
NO CALON SUARA
PARTAI HANURA 3
1 SETIA PRIJONO, S.IP 0
2 HJ. SRI RATNAWATI, SE 0
3 | SOEKOTJO SOEPARTO, SH, LLM 0
4 | SUKORIONO 0
5 RAHAYU WINARNI 0
6 MAIZA AMIN, S.Sos 1
7 PIETRA VILOMINA SIREGAR 5
8 | SOFYAN HERBOWO, SIP 0
9 H. ANNA LUTHFIE, S.Ag, M.Si 0
JUMLAH 9
TPS 1
DESA : KEMPLENG

KECAMATAN : PURWOASRI
NOMOR/NAMA PARTAI DAN | PEROLEHAN
CALON SUARA

PARTAI HANURA

SETIA PRIJONO, S.IP

HJ. SRI RATNAWATI, SE
SOEKOTJO SOEPARTO, SH, LLM
SUKORIONO

RAHAYU WINARNI

MAIZA AMIN, S.Sos

PIETRA VILOMINA SIREGAR
SOFYAN HERBOWO, SIP

H. ANNA LUTHFIE, S.Ag, M.Si
JUMLAH

NO

©| o N o ;al M W N =

0 O W O O A A O =~ o N
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TPS 1 4
DESA : KEMPLENG
KECAMATAN : PURWOASRI

NOMOR/NAMA PARTAI DAN | PEROLEHAN
= CALON SUARA
PARTAI HANURA 6
1 SETIA PRIJONO, S.IP 0
2 HJ. SRI RATNAWATI, SE 0
3 | SOEKOTJO SOEPARTO, SH, LLM 0
4 | SUKORIONO 1
5 RAHAYU WINARNI 0
6 MAIZA AMIN, S.Sos 0
7 PIETRA VILOMINA SIREGAR 1
8 | SOFYAN HERBOWO, SIP 0
9 H. ANNA LUTHFIE, S.Ag, M.Si 0
JUMLAH 8
TPS : 11
DESA : KEMPLENG

KECAMATAN : PURWOASRI
NOMOR/NAMA PARTAI DAN | PEROLEHAN
CALON SUARA

PARTAI HANURA

SETIA PRIJONO, S.IP

HJ. SRI RATNAWATI, SE
SOEKOTJO SOEPARTO, SH, LLM
SUKORIONO

RAHAYU WINARNI

MAIZA AMIN, S.Sos

PIETRA VILOMINA SIREGAR

NO

N O O A W N~
O O O O] O] o] o N
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8 | SOFYAN HERBOWO, SIP 0
9 H. ANNA LUTHFIE, S.Ag, M.Si 1
JUMLAH 3

Hasil Rekapitulasi berdasar DA.1 PARTAI HANURA :

DATA VERSI KPU DATA VERSI PANWASLU PEMOHON

PARPOL H. ANNA H. ANNA H. ANNA | KETERA
KECAMATAN PARPOL PARPOL
DAN LUTHFIE, LUTHFIE, LUTHFIE, NGAN
DAN CALEG DAN CALEG
CALEG S.Ag, M.Si S.Ag, M.Si S.Ag, M.Si

Selisih
versi
509 61 509 61 680 pemoho
Nkl 171
NGANCAR suara

enulisan
Pemoho
n di
PHPU
hasil
peroleha
n PPK
Plemaha
n adalah
540
PLEMAHAN 547 33 547 33 559 Sedangk
an pada
DA-1
dan DB-
1 adalah
547.
elisih
versi
pemoho
n 19

Suara

(n

Selisih
versi
PURWOASRI 1213 31 1213 31 1250 pemoho
n 37

suara

Menurut
TAROKAN 462 42 462 42 517 keterang

an
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pemoho
n, telah
terjadi
penyusut
an dari
DA1 ke
DB1
sebanya
k 55
suara.
Pemoho
n
menyeb
utkan
bahwa
DA1
PPK
Tarokan
berjumla
h 517.

Pemohon
tidak
mempers
oalkan
WATES 636 25 636 25
peroleha
n suara
di  PPK

Wates

Hasil Rekapitulasi berdasar DA.1 PARTAI NASDEM :

DATA
DATA
VERSI
KECAMATAN VERSI PEMOHON | KETERANGAN
PANWA
KPU
SLU

Pemohon menduga
telah terjadi
penggelembung

WATES 1868 1868 1840 an suara pada

Partai Nasdem

di Kecamatan

Wates
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Rincian Hasil Rekapitulasi berdasar DA.1 PARTAI HANURA :

Kecamatan Ngancar :

Tabel di halaman 172 sampai dengan halaman 179
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Rincian Hasil Rekapitulasi berdasar DA.1 PARTAI HANURA :

Kecamatan Ngancar :

NOLUNOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON_PEROLEHAN SUARA
NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALONCPEROLEHAN SUARA
PEROLEHAN SUARA

10 )BABADAN 'SUGIH WARAS/SEMPU 'MANGGIS 'MARGOURIP |BEDALI/KUNJANG |JAGUL IPANDANTOYO INGANCAR ' TOTAL | IPARTAI  HANURA 18(116(121(187133116(125(17.113(113111700 J1SETIA  PRIJONO,
SIP
/[1/BABADAN 'SUGIH WARAS ISEMPU[MANGGIS IMARGOURIP |BEDALI /KUNJANG |JAGUL IPANDANTOYO! INGANCAR ITOTAL | /PARTAI HANURA 118 116(121118/1331116(125(171113(113111700111SETIA PRIJONO,
SIP
SUGIH
BABADAN WAR | SEMPU | MANGGIS | MARGOURIP | BEDALI | KUNJANG | JAGUL PANDANTOYO | NGANCAR | TOTAL
AS

PARTAI HANURA 18 16 21 8 33 16 25 7 13 13 170
1 SETIA PRIJONO, S.IP 4 19 2 3 13 7 11 3 4 8 74
2 HJ. SRI RATNAWATI, SE 7 5 4 3 5 2 4 0 6 2 38
3 SOEKOTJO SOEPARTO, SH, LLM 1 1 4 1 3 3 5 0 1 2 21
4 SUKORIONO 2 2 1 1 0 4 8 2 5 6 31
5 RAHAYU WINARNI 2 0 3 1 2 3 3 1 1 1 17
6 MAIZA AMIN, S.Sos 9 18 37 1 0 1 0 1 0 1 68
7 PIETRA VILOMINA SIREGAR 3 0 1 0 4 1 6 1 2 1 19
8 SOFYAN HERBOWO, SIP 0 1 1 0 0 3 0 2 2 1 10
9 H. ANNA LUTHFIE, S.Ag, M.Si 24 8 13 3 5 1 2 0 2 3 61
JUMLAH 70 70 87 21 65 41 64 17 36 38 509

Kecamatan Plemahan :

PEROLEHAN SUARA

NOMOR/NAMA
LANG TEGO WON
NO PARTAI DAN PUHJ MEJO | PAYA | BOGO | KAYE NGIN SEBE BANJARE | SIDOWAR | RINGINPIT | SUKOH MOJOA | PLEMAHA | MOJOKE
ENHA WAN OKER JUMLAH
CALON RJO al ARAK | NO MAN KIDUL | NLOR 10 o T JOo EK U ARJO YU N REP
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PARTAI HANURA 6 (K 25 4 14 13 9 14 50 3 9 20 4 20 15 29 9 255
1 SETIAPRIJONO, S.IP | 5 5 4 1 3 2 2 1 12 1 15 8 2 5 9 5 5 85
HJ. SRI RATNAWATI,
2 2 3 3 0 7 0 0 3 3 0 4 4 2 4 4 4 3
SE 46
SOEKOTJO
3 SOEPARTO, SH, | 0 1 5 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 2 1 4 2
LLM 18
4 SUKORIONO 1 4 1 0 3 2 1 2 5 0 2 0 1 3 1 0 0 26
5 RAHAYU WINARNI 0 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 2 8
6 MAIZA AMIN, S.Sos 0 2 2 0 2 1 0 1 4 1 4 2 1 3 1 4 2 30
PIETRA VILOMINA
7 1 1 1 0 0 0 0 5 5 0 0 1 0 1 2 0 0
SIREGAR 17
SOFYAN HERBOWO,
8 2 5 2 0 2 1 0 0 2 1 0 2 0 2 6 2 2
sIP 29
H. ANNA LUTHFIE,
9 1 2 5 0 3 3 1 0 2 0 1 9 0 2 0 1 3
S.Ag, M.Si 33
JUMLAH 18 35 49 5 34 22 14 28 84 7 36 47 10 42 39 49 28 547
Kecamatan Purwoasri :
PEROLEHAN SUARA
NOMOR/N
P
AMA MR WON KARA KE
JAN | E PURW KETA PAND | PURW SIDO | KLAM | WOR ME DAW SUMB
NO PARTAI AN OTE BLAW BUL | TUG MUNE | MERJ NG | DAY MP JUML
TO | S OAS WAN | BELOR ANS ODA MUL PITA | OMA KIK UHA ERJ
DAN GG NGA E u u NG oYo PAKI u LE AH
K I RI G ARI DI YO N RTO IS N o
CALON N EN H S NG
PARTAI HANURA 22 48 43 32 34 34 3 11 32 39 18 9 7 70 64 6 41 48 17 30 50 35 700
SETIA
PRIJO
1 4 5 15 3 2 6 1 1 9 0 0 0 2 4 3 2 5 4 1 3 4 3
NO,
S.IP 80
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HJ. SR
RATN
AWATI
. SE 75

SOEKOTJO
SOEP
3 ARTO, | 1 0 4 2 2 1 0 0 1 3 1 0 3 0 4 3 0 2 1 2 1 4 3
SH,
LLM 38

SUKORION
o 22

RAHAYU
5 WINA 0 0 1 3 1 0 0 0 2 3 2 2 1 0 1 3 0 3 4 0 1 2 1
RNI 30

MAIZA
6 AMIN, 0 0 3 1 0 1 2 0 0 0 1 1 1 0 4 1 1 0 1 0 0 1 0
S.Sos 18

PIETRA
VILOM
7 INA 8 0 24 5 9 0 7 0 0 23 8 2 0 11 3 17 3 0 7 3 16 20 1"
SIREG
AR 177

SOFYAN
HERB
OwWOo,
SIP 42

H.  ANNA

LUTH
9 FIE, 0 2 |3 5 0 1 2 1 2 3 1 0 0 1 2 2 0 2 2 0 0 1 1
S.Ag,
M.Si 31

JUMLAH 38 15 | 99 93 52 41 52 10 20 83 56 23 15 25 93 101 13 60 74 25 55 106 | 64 1,213

Kecamatan Tarokan :
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NO NOMOR/N PARTAI DAN | PEROLEHAN SUARA
CALON KALIRONG KALIBOTO BULUSARI TAROKAN KEDUNGSARI | SUMBERDUREN KEREP BLIMBING JATI CENGKOK JUMLAH
PARTAI HANURA 12 6 54 54 14 3 10 15 9 3 180
1 SETIA PRIJONO, S.IP 3 3 19 12 1 2 2 1 7 1 61
2 HJ. SRI RATNAWATI, SE 3 1 50 25 3 1 1 2 5 1 92
3 SOEKOTJO SOEPARTO, SH, LLM 2 0 6 4 0 1 0 2 1 1 17
4 SUKORIONO 0 1 13 12 0 1 2 4 2 3 38
5 RAHAYU WINARNI 0 0 2 2 0 1 0 3 1 0 9
6 MAIZA AMIN, S.Sos 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 5
7 PIETRA VILOMINA SIREGAR 0 0 4 1 2 1 0 0 0 0 8
8 SOFYAN HERBOWO, SIP 0 1 2 2 1 0 1 1 1 1 10
9 H. ANNA LUTHFIE, S.Ag, M.Si 1 2 5 30 1 0 2 1 0 0 42
JUMLAH 21 15 157 144 22 10 18 39 26 10 462
Kecamatan Wates :
PEROLEHAN SUARA
NOMOR/NAMA KARAN
NO DUWE | POJO SEGAR GADUN WAT TAWA | JAJA | TUN TEMPUR PLAOS WONOR | PAG | JOH | SILI SUMBER SIDOMUL JUMLAH
PARTAI DAN CALON GANYA JANTI
T K AN GAN ES NG R GE EJO AN R EJO U (0] R AUGNG YO TOTAL
PARTAI HANURA 13 8 20 3 3 23 4 11 17 7 2 16 3 4 2 50 14 10 210
1 SETIA PRIJONO, S.IP 1 7 1 4 1 9 1 8 144 2 4 4 6 2 4 15 5 6 224
Hj. SRI RATNAWATI,
2 5 3 1 4 0 4 1 3 1 0 2 1 1 2 2 10 1 5
SE 46
SOEKOTJO
3 0 1 0 3 2 1 1 1 1 3 1 3 0 2 0 4 0 3
SOEPARTO, SH, LLM 26
4 SUKORIONO 6 2 1 5 1 6 2 0 1 1 0 4 0 4 1 1 4 3 42
5 RAHAYU WINARNI 3 0 1 0 0 1 3 2 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 15
6 MAIZA AMIN, S.Sos 0 0 1 1 1 2 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 10
PIETRA VILOMINA
7 0 0 3 2 0 3 0 2 1 9 2 2 0 1 0 3 1 0
SIREGAR 29
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8 1 0 0 1 1 0 0 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 o
H. ANNA LUTHFIE,
9 2 0 0 2 1 1 0 2 1 2 2 2 1 0 4 2 1
S.Ag, M.Si 25
JUMLAH 23 28 23 11 50 13 28 168 28 14 37 14 16 9 87 28 28 636
Rincian Hasil Rekapitulasi berdasar DA.1 PARTAI NASDEM :
Kecamatan Wates :
PEROLEHAN SUARA
NO NOMOR/NAMA PARTAI KARAN
DAN CALON DUWE | POJO | SEGAR | GADUN | WAT | TAWA | JAJA | TUN | TEMPUR | PLAOS YA WONOR | PAG | JOH | SILI | SUMBER | SIDOMUL JANTI JUMLAH
T K AN GAN ES NG R GE EJO AN B EJO U o R AUGNG YO TOTAL
NASDEM 78 43 17 20 53 116 28 35 49 27 31 25 40 85 9 47 44 37 784
MOHAMMAD
1 MAHARDIKA 18 12 2 14 13 20 7 18 20 14 6 10 19 16 1 13 3 14 220
SUPRAPTO
2 S. AZHARY, M.Sc. 10 10 0 4 20 10 7 12 11 6 7 4 12 18 1 17 59 5 213
Hj. TITIK
3 45 12 3 7 10 92 6 8 0 7 2 6 42 116 3 12 4 15 390
PRASETYOWATI VERDI
KH. SYAIKUDDIN
4 6 7 1 3 4 10 3 11 7 11 2 5 8 16 5 12 14 4 129
ROHMAN, SH., MM.
Hj. NANING
5 2 1 0 0 2 5 2 2 2 2 3 4 1 4 1 4 5 2 42
KRISTIWARNI, SE.
Drs. H. ZAINAL ARIFIN
6 2 2 0 3 3 1 0 6 1 0 0 0 7 3 0 4 0 1 33
TH, MM
Drs. DWI PURWANTO,
7 3 1 1 0 6 3 0 3 1 2 1 1 0 1 1 2 4 4 34
SH., M.Si.
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8 MIRA MED TI 1 1 1 0 0 7 0 2 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 16
Dra. SYAMSIAH RAHIM,
9 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 7
MM
JUMLAH 166 89 25 52 111 265 54 97 91 69 52 55 129 260 22 112 136 83 1868
Hasil Rekapitulasi berdasar DB.1 PARTAI HANURA :
. Versi Versi
No. Kabupaten Versi KPUD Keterangan
Panwaslu Pemohon
Selisih
. menurut
1. Kediri 21.157 21.157 21.347
pemohon
190
Rincian Hasil Rekapitulasi berdasar DB.1 PARTAI HANURA :
JIMLAH
NO NAMA PARTAI SEMEN | MOJO | KRAS | NGADILUWIH | KANDAT | WATES | NGANCAR | PUNCU | PLOSKLATEN | GURAH | PAGU | GAMPENGREJO | GROGOL | PAPAR | PURWOASRI | PLEMAHAN | PINDAH
AN
10. Partai Hanura | 511 208 253 525 243 210 170 836 224 209 79 216 131 262 700 255 4777
SETIA PRIJONO,
1 SIP 154 79 206 247 229 224 74 388 90 53 24 30 56 80 80 85 2014
HJ. SRI
2 RATNAWATI | 271 106 155 266 117 46 38 196 38 44 11 24 35 32 75 46 1454
, SE
SOEKOTJO
3 SOEPARTO, | 40 16 19 22 13 26 21 30 24 17 15 11 12 109 38 18 413
SH, LLM
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SUKORIONO 64 30 48 23 32 42 31 66 42 12 9 14 24 25 22 26 484
RAHAYU
20 11 12 22 12 15 17 40 15 20 6 9 19 17 30 8 265
WINARNI
MAIZA  AMIN,
10 5 4 6 5 10 68 17 10 6 4 4 7 4 18 30 178
S.Sos
PIETRA
VILOMINA 8 8 13 17 11 29 19 20 285 32 5 5 5 12 177 17 646
SIREGAR
SOFYAN
HERBOWO, | 15 12 24 18 11 9 10 79 12 ? 4 2 7 30 42 29 282
sIP
H. ANNA
LUTHFIE, 24 128 576 1,002 411 25 61 998 17 14 9 27 10 46 31 33 3379
S.Ag, M.Si
Jumlah Suara
Sah  Partai | 1117 603 1310 | 2148 1084 636 509 2670 757 414 166 342 306 617 1213 547 13892
dan Calon
JUMLAH KAYEN
NO | NAMA PARTAI PINDA | PARE KEPUNG KANDANGAN | TAROKAN | KUNJANG | BANYAKAN | RINGINREJO puL | NGASEM BADAS
HAN JUMLAH AKHIR
10. Partai Hanura 4777 950 246 200 180 190 139 204 98 311 356 7906
1 SETIA PRIJONO, S.IP 2014 161 90 80 61 70 62 127 26 81 77 2934
2 HJ. SRI RATNAWATI, SE 1454 125 45 47 92 35 88 95 23 68 75 2193
SOEKOTJO SOEPARTO, SH,
3 413 60 16 16 17 18 17 18 61 35 50 739
LLM
4 SUKORIONO 484 62 39 21 38 18 19 29 18 29 35 818
5 RAHAYU WINARNI 265 50 27 8 9 19 1 12 9 19 29 466
6 MAIZA AMIN, S.Sos 178 24 15 5 5 14 7 5 8 9 25 325
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PIETRA VILOMINA SIREGAR 646 112 15 12 8 25 5 8 13 27 138 1026
SOFYAN HERBOWO, SIP 282 34 43 33 10 40 9 10 13 5 28 536
H. ANNA LUTHFIE, S.Ag, M.Si 3379 335 42 13 42 15 7 252 7 42 47 4214
Jumlah Suara Sah Partai dan
cal 13892 1913 578 435 462 444 364 760 276 626 860 21157
alon
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KABUPATEN BLITAR :

a. Bahwa, berdasarkan pengawasan yang dilakukan Panwaslu Kabupaten Blitar dalam

Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, tidak ada keberatan yang disampaikan
terhadap hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS yang dituangkan pada
Model C-2, terkait dengan pokok permohonan.

b. Bahwa, berdasarkan pengawasan yang dilakukan Panwaslu Kab. Blitar dalam
Rekapitulasi suara di setiap Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS)
se-Kabupaten Blitar, tidak ada keberatan yang disampaikan terhadap hasil rekapitulasi
suara tersebut yang dituangkan pada Model D-2, terkait dengan pokok permohonan.

c. Bahwa, berdasarkan pengawasan yang di lakukan Panwaslu Kab. Blitar dalam
Rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan
Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Blitar, tidak ada keberatan yang disampaikan
terhadap hasil rekapitulasi suara tersebut yang dituangkan pada Model DA-2, terkait
dengan pokok permohonan.

d. Bahwa, berdasarkan pengawasan yang dilakukan Panwaslu Kab. Blitar dalam
Rekapitulasi suara di tingkat Kabupaten yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum
(KPU) Kabupaten Blitar tidak ada keberatan yang disampaikan terhadap hasil
rekapitulasi suara tersebut yang dituangkan pada Model DB-2, terkait dengan pokok
permohonan.

e. Bahwa, perincian total perolehan Suara Partai Hanura di tingkat Kota Kediri sebagai

berikut :
PEROLEHAN SUARA
KABUPATEN
TERMOHON PEMOHON PANWASLU
Kabupaten
25.835 26.346 25.835
Blitar

f. Bahwa, berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas Pemilu
Lapangan (PPL) terhadap perolehan suara pemohon (Partai Hanura) pada TPS
sebagaimana yang disampaikan pemohon sebagai bukti adalah sebagaimana
tercantum dalam Tabel 1, Tabel 2, Tabel 3, Tabel 4 dan Tabel 5 berikut :

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
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Tabel 1. Peroleha

C, C1 beserta Lampirannya berdasarkan Hasil Pengawasan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) Kabupaten Blitar — Kecamatan Sanankulon

KECAMATAN SANANKULON
Z ) =z
= 2 z | S o | o e
- o o L Z ) >
DESA / KELURAHAN = O < o 14 v 14 4
3 2 | 2| = 3 8 8| 3
C o = 3 x > = = —
LLI <5 | - D ) 2 )
m X o o n (7)) (0p)
NO. TPS 6 |83 |7]2|5[6|2]8 [6]9|10[11[13[14[15|17[3 |10|7 |11 |4 |6
PARTAI HANURA 5 [1]2 [2]o[1][3|0o]1 [1]1]0o 0o |2 |0 [0 |O [1|1 |6[1 [3 |11
1. | SETIA PRIJONO, S.IP o |[oflo [1]ofo|1]0|3 |o|o|2 [0 |1 |0 [1]0o |o]7 [0o]7 [Oo |O
2. | HJ. SRI RATNAWATI, SE o |[o|1 [o]2|1|1]0o]0 |o|o|o [0 |1 |0 [0 ][O |Oo]O [1]0 [O |2
3. | SOEKOTJO SOEPARTO, SH,LLM [0 |0 |0 [o|o|o|o|0]0 [O0]0]O0 [0 [0 [0 [0 |O [O]|O [O0]O |O |O
4. | SUKORIONO o [o/o [o]o|o|o|o|o |ofo|Oo [0 [0 [0 [0 [0 |O0|O [O|O [2 |1
5. | RAHAYU WINARNI o [o/o [o]o|o|lo|o|o |o|o|O [0 [0 [0 [0 |0 |[O0|O [O|O [O |1
6. | MAIZA AMIN, S.Sos o (oo [o|/o|ofo|o|o |ofOo|O [0 |0 [0 [0 O |O]O [O|O [O |O
7. | PIETRA VILOMINA SIREGAR o oo [1]/o|oflofo]o |o|o|o [0 |0 [0 [0 ][O o]0 [1]0 [O |O
8. | SOFYAN HERBOWO, SIP 1 oo |[ojojo|o]o|o [o]o|o [0 [0 [o |o [0 |00 [O0]O [O |1
9. | H. ANNA LUTHFIE, S.Ag, M.Si 54 4|7 [3]olo|1]0]6 |[0[1]3 [1 |0 |0 [0 |0 |O]4 |1]4 |[16]5
SUARA PARTAI 6051072 |2|6|0]10[2]2]5 [1 |4 |0 |1 |o [1]12|9]12|21]21
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Tabel 2. Peroleha
C, C1 beserta Lampirannya berdasarkan Hasil Pengawasan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) Kabupaten Blitar — Kecamatan Nglegok,

Kesamben, Panggungrejo & Srengat

KESAMBE | PANGGUNGREJ

KECAMATAN NGLEGOK N @) SRENGAT
=z (' I T o
%) L

Z é é Z g @ % Ti) %
DESA / KELURAHAN Z |2 | 5 < z |5 § |x ! Zz |z o

X |Z 0 = o E |@ a |9 j 1o %)

S 12| 2-| 2|9 2 |2 216 1° |7 |2 |2 [° ¥

Z |la %) o |3 § %) a (= ) Y | S EE

1 1

7 2 519 2 |9 (6 12 17 | 1 3/14,5/6/8(9|3 4 191 4 7 6 1
NO. TPS
PARTAI HANURA 2 2 3|17 17 |2 (110 2 0 |0 (2 1111113]0(01|2 2 103 2 4 3 2
1

SETIA PRIJONO, S.IP

HJ. SRI RATNAWATI, SE

3 | SOEKOTJO SOEPARTO,
SH, LLM 1 0O (0|0 (1|0 (11 0O |0 |0 |0O |0lO0O|O|O|O|0O]|1 1 (0/0 |1 0O |0 |O

SUKORIONO

RAHAYU WINARNI
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MAIZA AMIN, S.Sos
o (0 |0/0O|0O |1 OO0 |O (O (1 |0 |0O|O|O(O|0O|O]|1 000 (O |O (0O |O
7 | PIETRA VILOMINA
SIREGAR o o ;o010 ,/0 00 (0 0j}0 0O (0/O0/OfOjOjOjO (O |00 |O |O (O |O
8
SOFYAN HERBOWO, SIP
o (0 |0j0O}|0 /0 0O}0O |O (OO |O |1/0/0j0f1/0|O (1 |0j0O |2 (3 |0 |O
9 |H. ANNA LUTHFIE, S.Ag, 2 4
M.Si 0 |0 0|0 O 119 |0 |0 |2 |0 (0]1]2]3]2|0]2 0|2 |45 |1 21 |14
112 |3 5
SUARA PARTAI 6 |3 |9 3|10 |7 |1 (8 |4 |2/2|6|/6(3|1|8 0O/6 |50 [8 |30 |18

Tabel 3. Perolehan Suara Calon dan Partai untuk Calon Anggota DPR dari Partai Hanura Dapil VI Jawa Timur — Kabupaten Blitar sesuai Bukti Model
C, C1 beserta Lampirannya berdasarkan Hasil Pengawasan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) Kabupaten Blitar — Kecamatan Wonodadi,

Ponggok & Gandusari

KECAMATAN WONODADI PONGGOK GANDUSARI
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PARTAI HANURA

SETIA PRIJONO, S.IP

HJ. SRI RATNAWATI, SE

SOEKOTJO SOEPARTO, SH, LLM

SUKORIONO

RAHAYU WINARNI

MAIZA AMIN, S.Sos

PIETRA VILOMINA SIREGAR

Nl o o o w o o = N =TULUNGREJO

- O O O] O o] o =~ &~ =~
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Tabel 4. Perolehan Suara Calon dan Partai untuk Calon Anggota DPR dari Partai Hanura Dapil VI Jawa Timur — Kabupaten Blitar sesuai Bukti Model
C, C1 beserta Lampirannya berdasarkan Hasil Pengawasan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) Kabupaten Blitar — Kecamatan Kanigoro &

Binangun

KECAMATAN KANIGORO BINANGUN
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r (W 2
L Z < = = <
DESA / KELURAHAN = ) S & D Q 5 Q
O < w o = S O =
b Z = K i o Z o
< D < D O L =X
m v N |0 Z N m
111 111111 1|2
3|57 2067278 1 8 5
NO. TPS
PARTAI HANURA 2/0(0/1]0 0/2/1/1/01110 (2 |1 |1 010 0 1 3
1
SETIA PRIJONO, S.IP
41210410 110/2/1/2{1/0|0 (1|0 110 0 1 2
2 | HJ. SRI RATNAWATI,
SE 1101(0/0 |0 0/0/1/0/0/0/0 (0|10 210 0 1 0
3 SOEKOTJO
SOEPARTO, SH,
LLM 0/0|0lO0 O 0/0/1/0/0/0/0(0O0 |0 O 010 0 0 0
4
SUKORIONO
0/0|0l0 |0 0(2/0/0/0({0|04 |0]O0 0|0 0 0 0
5
RAHAYU WINARNI
0/0|0lO0 O 0/0/0/0/0|/0|/O0OO0O|0O O 110 0 0 0
6
MAIZA AMIN, S.Sos
0/0|0l0 |0 0(0j0|0j0|0|O|O|O]O 0|0 0 0 0
7 | PIETRA VILOMINA
SIREGAR 0|1 0|0 0(011/0 ojoj0|110 0 1 0 0
8 | SOFYAN HERBOWO, 0|0 |0/0 |O 0(0|0|0 0j0|0j0O0 |0 0 0 0 0

Salinan putusat

n ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sel
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SIP
9| H. ANNA LUTHFIE, 1 111 3
S.Ag, M.Si 09 (0]1 o0|1/0/0/0/0{2/1}|0]|2|1]|2|0|0|0|0O|0O|1 [10|04 519 2 3
SUARA PARTAI 71061024622416624740222 20371:L ol 337

Tabel 5. Perolehan Suara Calon dan Partai untuk Calon Anggota DPR dari Partai Hanura Dapil VI Jawa Timur — Kabupaten Blitar sesuai Bukti Model

C, C1 beserta Lampirannya berdasarkan Hasil Pengawasan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) Kabupaten Blitar — Kecamatan Sutojayan, Wlingi
& Total Rekapitulasi dari 118 TPS

KECAMATAN SUTOJAYAN WLINGI
= =
x ) z _
< 4 < v
DESA / KELURAHAN ) o < > %) TOTAL
Z Z Z < <
= < < < ) |
Ll ) o 1) @) O <
2 B3| & = 5| &
o) L § 2 o %) =
NO. TPS 4 8 |9 10 | 1 15 1 3 1 10 |14 |2 (4 |8 19
PARTAI HANURA 1 0 |0 1 4 1 3 12 |6 2 4 0O |0 |0 |O 190
1. | SETIA PRIJONO, S.IP 1 0 |0 0 0 0 0O |4 12 2 1 O |0 |O |O 129
2. | HJ. SRI RATNAWATI, SE 0 0 |0 0 0 0 0O [0 |0 1 1 0O [0 |0 |O 47
3. | SOEKOTJO SOEPARTO, SH, LLM 0 0 |0 0 0 0 O |0 |0 0 0 0O |0 |0 |O 11
4. | SUKORIONO 0 0 |0 0 0 1 0O |0 |2 0 1 O |0 |O |O 24
5. | RAHAYU WINARNI 0 0 |0 0 0 0 0O |0 |0 0 0 0O [0 |0 |O 7
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g. Bahwa, data perolehan suara sebagaimana tersebut di atas adalah hasil
penelitian dan pemeriksaan dokumen Lampiran Model C-1 dan hasil
pengawasan Panwaslu Kabupaten Blitar dan selama proses rekapitulasi
penghitungan perolehan suara terjadi perbedaan perolehan suara, namun sudah
dilakukan pembetulan ulang data pada saat rekapitulasi di tingkat PPK. Hasil
rekapitulasi penghitungan perolehan suara tidak ada perbedaan antara KPU

Kabupaten Blitar dengan Panwaslu Kabupaten Blitar.

DAPIL JATIM VII

DAPIL JATIM VII, terdiri dari PACITAN, PONOROGO, TRENGGALEK, MAGETAN,
NGAWI, sebagaimana pada Permohonan Nomor 02.10/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014
dari Partai Hanura (vide Halaman 244 — 246).

Bahwa, sebagaimana pokok permohonan PHPU, Pemohon mendalilkan perolehan
suara untuk pengisian keanggotaan DPR RI Dapil Jatim VIl yang meliputi :
Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Purworejo, Kabupaten

Magelang dan Kota Magelang.

Bahwa, di Dapil Jatim VII Provinsi Jawa Timur meliputi : Kabupaten Trenggalek,
Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Magetan dan Kabupaten
Ngawi. Jadi sebagaimana pokok permohonan Pemohon daerah Kabupaten/Kota
tersebut adalah tidak benar. Namun, materi permohonan Pemohon yang diuraikan
di Dapil Jatim VII terkait Kabupaten/Kota-nya sudah benar.

Bahwa, sebagaimana hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang
dilakukan oleh KPU Provinsi Jawa Timur terkait perolehan suara Pemohon

(Hanura) di Dapil Jatim VIl adalah sebagai berikut :

No Kabupaten/Kota Perolehan Suara
1= Trenggalek 19.309
2. Pacitan 12.342
3. Ponorogo 15.960
4. Megetan 13.157
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5. Ngawi 22.556
JUMLAH 83.324

KABUPATEN PACITAN :

a. Bahwa, pada saat penghitungan suara di tingkat TPS tidak ada keberatan dari
saksi Partai HANURA di semua TPS yang dituangkan pada Model C-2.

b. Bahwa, pada saat rekapitulasi suara di tingkat PPS tidak ada keberatan dari
saksi Partai HANURA di semua PPS dan PPK yang dituangkan pada Model D-2
dan Model DA-1.

c. Bahwa, pada saat rekapitulasi suara di tingkat Kabupaten Pacitan, juga tidak
ada keberatan dari saksi Partai HANURA yang dituangkan pada Model DB-2.

d. Bahwa, Pemohon mendalilkan suaranya akan bertambah apabila
permohonannya dikabulkan Mahkamah Konstitusi, namun tidak menyampaikan
dan mendalilkan secara rinci di TPS, PPS, dan PPK mana. Di Kabupaten
Pacitan disebutkan ada 647 TPS yang tidak sesuai dengan suara Model C1
Plano, namun Pemohon tidak menyebutkan secara rinci di TPS mana saja yang
suaranya tidak sesuai dengan suara Model C1 Plano.

e. Bahwa, Pemohon mendalilkan adanya penggelembungan suara di TPS 07
Desa Watu Patok, Kecamatan Bandar dari PDIP yang seharusnya tertulis 56
suara menjadi 76 suara. Berdasarkan penelitian dan pemeriksaan dokumen
yang dimiliki Panwaslu Kabupaten Pacitan terhadap Model C1, TPS 07 Desa
Watu Pathok menunjukkan tidak ada penggelembungan suara, karena dari
hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap Model C1 TPS 07 Desa Watu Patok
perolehan suara dari PDIP tetap memperoleh 76 suara sebagaimana rincian
perolehan suara.

f. Bahwa, perolehan suara TPS 07 Desa Watu Patok, Kecamatan Bandar,

Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut :

VERSI VERSI VERSI
PEMOHON | TERMOHON | PANWASLU

PDIP 56 76 76

PARTAI
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g. Bahwa, Pemohon mendalilkan adanya penggelembungan suara di TPS 07

Desa Bubakan Kecamatan Tulakan dari PKB yang seharusnya menurut
Pemohon tertulis 19 suara menjadi 59 suara. Berdasarkan penelitian dan
pemeriksaan dokumen yang dimiliki Panwaslu Kabupaten Pacitan terhadap
Model C1, TPS 07 Desa Bubakan Kecamatan Tulakan menunjukkan tidak ada
penggelembungan suara, karena dari hasil penelitian dan pemeriksaan
terhadap Model C1 TPS 07 Desa Bubakan perolehan suara dari PKB tetap
memperoleh 59 suara sebagaimana rincian perolehan suara.

h. Bahwa, perolehan suara TPS 07 Desa Bubakan, Kecamatan Tulakan,

Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut :

VERSI VERSI VERSI
") PEMOHON | TERMOHON | PANWASLU
PKB 19 59 59

i. Bahwa, Panwaslu Kabupaten Pacitan telah mengirim surat kepada KPU
Kabupaten Pacitan Nomor : 04/LP/Pileg/IV/2014 tanggal 26 April 2014, Perihal :
Pencermaatan Kembali Model C1 se-Kabupaten Pacitan terhadap perolehan
suara caleg Nomor Urut 2 DPR RI Dapil Jatim VII, Partai HANURA, atas Nama
Thomas Wihongko.

j. Bahwa, KPU Kabupaten Pacitan sudah menindaklanjuti surat Panwaslu di atas,
sebagaimana diberitahukan kepada Panwaslu melalui Surat Nomor : 138/KPU-
Kab-014.329826/V/2014, tanggal 7 Mei 2014, Perihal : Hasil Pencermatan
Kembali Model C1 khususnya perolehan suara Thomas Wihongko, Caleg
Nomor Urut 2, Dapil Jatim VII, Partai Hanura. Adapun hasilnya tetap sama

dengan yang ada di Model DB-1 Kab Pacitan sebanyak 2.875 suara.

KABUPATEN NGAWI :

a. Bahwa, perolehan suara DPR Rl Hanura di Kabupaten Ngawi adalah 22.556
suara sebagaimana yang telah tertuang dalam Form Model DB-1 KPU
Kabupaten Ngawi, demikian juga dengan perolehan suara DPR RI berdasarkan

hasil rekapitulasi yang dilakukan Panwaslu setelah PPL dan Panwaslu
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Kecamatan menerima Form Model C1, Model D-1, dan Model DA-1 dari PPS
dan PPK.

b. Bahwa, selama proses penghitungan dan rekapitulasi penghitungan suara tidak

terdapat keberatan yang di lakukan oleh saksi partai Hanura yang tertuang
pada Model C-2, Model D-2, Model DA-2 dan Model DB-2, dan semua saksi
peserta pemilu menandatangani Form Model C1, Form Model D-1, Form Model
DA-1 dan Form Model DB-1 di setiap tingkatan.

c. Bahwa, Panwaslu Kabupaten Ngawi juga melakukan peelitian dan pemeriksaan
dokumen yang diperoleh Termohon dengan data dari Panwaslu dan data

Pemohon khususnya di TPS yang dilaporkan dan diperoleh hal sebagai berikut

REKAP C1
NO | KECAMATAN DESA TPS | C1 PANWAS | C1 PEMOHON KPPS
Kendal Majasem 9 PKB 44 PKB 36 PKB 44
PDIP 27 PDI P 17 PDIP 27
PPP 4 PPP 4 PPP 14
2 Kasreman Jatirejo 2 DEMOKRAT DEMOKRAT DEMOKRAT
40 30 40
3 PAN 5 PAN 53 PAN 5

KABUPATEN PONOROGO :

a. Bahwa, pada pokok permohonan PHPU yang diajukan oleh Partai Hanura

menyebutkan Dapil Jatim VII, yang terdiri dari Kabupaten Wonosobo,

Kabupaten Temanggung, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Magelang, Kota

Magelang. Padahal di Dapil Jatim VII meliputi : Kabupaten Pacitan, Ponorogo,

Magetan, dan Ngawi. Jadi di Dapil Jatim VIl tidak ada Kabupaten dan Kota
yang disebutkan pada pokok Permohonan PHPU Partai Hanura.

b. Bahwa, dalam rekap tingkat TPS, Desa, Kecamatan sampai Kabupaten tidak
ada keberatan sama sekali dari saksi Partai Hanura yang dituangkan pada
Model C-2.

c. Bahwa, Pemohon berdasarkan hasil rekapitulasi

perolehan suara

penghitungan perolehan suara Termohon sebagai berikut :
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NO | PARTAI POLITIK PEROLEHAN SUARA
PESERTA PEMILU

10. | Partai Hati Nurani Rakyat 15.960

d. Bahwa, terhadap pokok permohonan yang disampaikan oleh Pemohon terkait
perolehan suara di TPS 10 Desa Grogol, Kecamatan Sawo dan TPS 15 Desa
Baosanlor, Kecamatan Ngrayun, Kabupaten Ponorogo, setelah dilakukan
penelitian dan pemeriksaan dapat diperoleh hasil sebagai berikut :

Desa Grogol, Kecamatan Sawo :

TPS Partai Politik Perolehan Suara
Pemohon Termohon Panwaslu
7 | Demokrat 61 61 61
15 | Demokrat 27 17 17
10 | Demokrat 17 19 19
10 | Hanura 18 15 15

Desa Baosanlor, Kecamatan Ngrayun :

TPS Partai | Perolehan Suara

Politik | Pemohon | Termohon | Panwaslu
15 PDIP | 21 26 26

KABUPATEN TRENGGALEK :

a. Bahwa, perolehan suara DPR Rl Hanura di Kabupaten Trenggalek adalah
sebesar 19.309 suara sebagaimana yang telah tertuang dalam Form Model DB-
1 KPU Kabupaten Trenggalek, demikian juga dengan perolehan suara DPR RI
berdasarkan hasil rekapitulasi yang dilakukan Panwaslu setelah PPL dan
Panwaslu Kecamatan menerima Form Model C1, Model D1, dan Model DA 1
dari PPS dan PPK.

b. Bahwa, selama proses penghitungan dan rekapitulasi penghitungan suara tidak

terdapat keberatan yang di lakukan oleh saksi partai Hanura yang dituangkan
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pada Model C-2, Model D-2, Model DA-2 dan Model DB-2, dan semua saksi

peserta pemilu menandatangani Form Model C1, Form Model D1, Form Model
DA-1 dan Form Model DB-1 di setiap tingkatan.

c. Bahwa, Panwaslu Kabupaten Trenggalek juga melakukan penelitian dan
pemeriksaan dokumen data perolehan suara yang di peroleh Termohon dengan
data dari Panwaslu dan data Pemohon khususnya di TPS yang dilaporkan dan

diperoleh sebagai berikut :

PEROLEHAN SUARA
KELIRRANS TPS TERMOHON PEMOHON | PANWASLU

MELIS,

KECAMATAN

GANDUSARI 1 5 15 5
2 2 3 2
3 0 2 0
6 14 14 14

SUMBERRINGIN

, KECAMATAN

KARANGAN 10 5 24 5

BENDOAGUNG,

KECAMATAN

KAMPAK 10 5 % 5
11 4 23 4

PARAKAN,

KECAMATAN C-1 tidak

TRENGGALEK 3 | ada 15 15

BENDOREJO,

KECAMATAN

POGALAN 15 | C-1 tidak 20 15
18 | ada 28 7

35 151 72

d. Bahwa, sebagaimana perolehan suara di atas terdapat perbedaan perolehan
suara, karena terhadap 3 TPS, yaitu TPS 3 Kelurahan Parakan, Kecamatan
Trenggalek, TPS 15 dan TPS 18 Desa Bendorejo, Kecamatan Pogalan,
Panwaslu Kabupaten Trenggalek tidak memiliki dokumen Lampiran Model
C-1.
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KABUPATEN MAGETAN :
a. Bahwa, perolehan suara DPR Rl HANURA di Kabupaten Magetan adalah

sebesar 1.167 suara sebagaimana yang tertuang dalam Form Model DB-1
KPU Kabupaten Magetan. Demikian juga rekapitulasi suara DPR RI yang
dilakukan Panwaslu setelah PPL dan Panwaslu Kecamatan menerima Form
Model C1, Model D-1, dan Model DA-1 dari PPS dan PPK.

b. Bahwa, selama proses penghitungan dan Rekapitulasi penghitungan suara
tidak ada keberatan dari saksi Partai Hanura yang dituangkan pada Model C-
2, Model D-2, Model DA-1, dan Model DB-2, dan semua saksi Peserta Pemilu
menandatangani Form Model C1, Form Model D-1, Form Model DA-1 dan
Form Model DB-1 setiap tingkatan.

c. Bahwa, Panwaslu Kabupaten Magetan juga melakukan penelitian dan
pemeriksaan dokumen data perolehan suara yang diperoleh Termohon
dengan data dari Panwaslu dan data Pemohon khususnya di TPS yang

dilaporkan dan diperoleh hal sebagai berikut :

PEROLEHAN SUARA C1
KECAMATAN DESA TPS KETERANGAN
C1 KPU | C1 Pemohon | Panwas
Plaosan Dadi 11 42 37 42 Partai Golkar
11 14 13 14 PDIP
Ngariboyo Ngariboyo 4 42 33 42 PDIP

KETERANGAN LAIN :

a. Bahwa, setelah tahapan pemungutan dan penghitungan suara tanggal 9 April
2014, Bawaslu Provinsi Jawa Timur melakukan pengawasan langsung dalam
proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat PPS dan PPK dan
diperoleh hasil pengawasan terdapat pergeseran dan perubahan perolehan
suara di internal Parpol, baik antar calon maupun suara Parpol ke calon. Maka,
berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Jawa Timur
mengeluarkan Surat Instruksi Nomor : 178/BAWASLU-PROV/JTM/IV/2014,
tanggal 13 April 2014, Perihal : Instruksi pencocokan dan penelitian ulang

Lampiran Model C-1 dan Lampiran Model D-1, kepada Jajaran Pengawas Pemilu
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untuk melakukan pencocokan dan penelitian ulang Lampiran Model C-1 dengan
Lampiran Model D-1, apabila terjadi perbedaan, maka Pengawas Pemilu di
semua tingkatan harus merekomendasi untuk rekapitulasi ulang dengan cara
meneliti dan memeriksa Model C-1 Plano dan jika antara Lampiran Model C-1
dan Lampiran Model D-1 serta Model C-1 Plano terjadi perbedaan, maka
Panwaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan merekomendasikan
penghitungan surat suara ulang di TPS yang bermasalah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan. (vide bukti PW — 15)

b. Bahwa, dengan Surat Instruksi Bawaslu Provinsi Jawa Timur tersebut di atas,
jajaran Panwaslu Kabpaten/Kota telah menindaklanjuti kepada Panwaslu
Kecamatan untuk melaksanakan Instruksi tersebut.

c. Bahwa, berdasarkan Surat Instruksi dimaksud jajaran Pengawas Pemilu telah
melakukan penelitian dan pemeriksaan di tingkatan masing-masing dan telah
melakukan Instruksi dimaksud serta jika terdapat perubahan dan perbedaan
perolehan suara merekomendasikan untuk dilakukan rekapitulasi ulang dengan
cara membuka Model C-1 Plano untuk dilakukan pembetulan data perolehan
suara dan jika terjadi perbedaan antara Lampiran Model C-1 dan Lampiran Model
D-1 serta Model C-1 Plano, maka Pengawas Pemilu merekomendasikan
penghitungan suara suara ulang di TPS yang bermasalah.

d. Bahwa, Bawaslu Provinsi Jawa Timur dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota
DPR, DPD dan DPRD telah melakukan proses penanganan pelanggaran di luar
pokok permohonan PHPU yang diajukan oleh Partai Politik terkait dengan
laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu pada tahapan
pemungutan suara, penghitungan dan rekapitulasi penghitungan perolehan

suara, sebagai berikut :

No L':g?gﬂ Pelapor dan o ngomendgsi/ Tind.ak
Temuan Terlapor Hasil Kajian Tindak Lanjut | Lanjut
KPU
01/LP/PIL | Pelapor : Bahwa dugaan
EG/III/20 | Moh. Utsman | penggunaan ijazah
14 palsu a.n. Ahmad
Dhofir Caleg
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DPRD Kab.
Bondowoso  dari
PKB tidak terbukti
048/DPC/ | Surat DPC Pembukaan Rekomendasi
02/A.1/IV/ | PKB Formulir Model C- | Bawaslu
2014 Pamekasan 1 Plano DPRD | Provinsi Jawa
perihal Kab/Kota Dapil | Timur
laporan/peng | Pamekasan 1 | Nomor :
aduan sebaga berikut : 207/BAWASL
TPS 3 dan TPS 9 | U-
Kel. Gladak Anyar | PROV/JTM/IV
Kec. Pamekasan; | /2014
TPS 1, 3, 10 dan | Tanggal : 23
12 Kel. | April 2014
Jungcangcang (vide bukti
Kec. Pamekasan; | PW — 16)
TPS 21 Kel. Bugih
Kec. Pamekasan;
TPS 10 Kel. Kowel
Kec. Pamekasan;
TPS 2, 6, dan 9
Ds. Laden Kec.
Pamekasan; TPS
1 dan 3 Kel
Petemon Kec.
Psmekasan;TPS 4
Ds. Teja Barat
Kec. Pamekasan;
TPS 2 Ds.
Panempan Kec.
Pamekasan
08/LP/PI | Pelapor : (Dilimpahkan ke
LEG/IV/2 | ACHMAD Panwaslu Kab.
014 MUZAKI Bangkalan)
(Caleg DPRD | Tidak dapat
Kab dari | ditindaklanjuti
Partai PKPI) | karena tidak cukup
Kab. bukti
Bangkalan
09/LP/PI | Pelapor : H. | (Dilimpahkan ke
LEG/IV/2 | MUHLIS Panwaslu Kab.
014 Terlapor : Bangkalan)
PPK Kec. Tidak memenuhi
Konang Kab. | syarat formil dan
Bangkalan materiil
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10/LP/PI

Pelapor : (Dilimpahkan ke
LEG/IV/2 | ACHMAD Panwaslu Kab.
014 SULAIMAN Sumenep)
Terlapor : Setelah dilakukan
UMMUL penelitian dan
HASANAH klarifikasi dugaan
(Caleg DPRD | penggunaan ijasah
Kab dari palsu tidak terbukti
PDIP Kab. (dibuktikan dengan
Sumenep) surat keterangan
dari pihak sekolah
terkait dan salinan
putusan
pengadilan dengan
perkara yang
sama
11/LP/PIl | Pelapor : (Dilimpahkan ke
LEG/IV/2 | M. Muchsin Panwaslu Kab.
014 (Caleg DPRD | Pamekasan)
Kab dari setelah
Partai ditindaklanjuti
Gerindra dengan melakukan
Kab. pencermatan tidak
Pamekasan ditemukan adanya
penggelembungan
suara
12/LP/PI | Pelapor : (Dilimpahkan ke
LEG/IV/2 | H. Saipullah | Panwaslu Kab.
014 (Caleg DPRD | Sampang) setelah
Kab. dari | ditindaklanjuti
PPP Kab. | dengan melakukan
Sampang) pencermatan tidak
ditemukan adanya
penggelembungan
/pengurangan
suara
15/LP/PI1 | Pelapor : (Dilimpahkan ke
LEG/IV/2 | MATHUR Panwaslu Kab.
014 HUSYARI Bangkalan)
(Caleg DPRD | Tidak memenuhi
Kab. syarat formil dan
Bangkalan materiil
dari partai
PBB)
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Terlapor
PPK Kec.
Bangkalan,
KPU
Bangkalan
dan
Panwaslu
bangkalan
16/LP/Pl | Pelapor : (Dilimpahkan ke
LEG/IV/2 | Nur Tata | Panwaslu Kab.
014 Yasin Bangkalan)
Tidak
ditindaklanjuti
karena
kadaluwarsa
18/LP/Pl1 | Pelapor Rekapitulasi suara | Rekomendasi | Rekapitul
LEG/IV/2 | WHISNU ulang data antara | Bawaslu asi suara
014 SAKTI Model C-1 Plano Provinsi Jawa | ulang
BUANA DPRD Timur dilaksan
Caleg DPRD | Kabupaten/Kota Nomor : akan
Kota dengan Lampiran | 238/BAWASL | pada
Surabaya Model C-1 DPRD U- tanggal 5
dari PDIP Kabupaten/Kota PROV/JTM/V/ | Mei 2014
Berhologram, 2014
Lampiran Model C- | Tanggal : 3
1 DPRD Mei 2014
Kabupaten/Kota (vide bukti
yang dimiliki oleh PW —17)

Panwaslu dan
Saksi Partai Politk,
terhadap :

a. TPS 19, 23,
TPS 25, TPS
28, TPS 31
Kelurahan Dr.
Soetomo,
Kecamatan
Tegalsari, Kota
Surabaya.

b. TPS 14
Kelurahan
Kebonsari,
Kecamatan
Jambangan,
Kota Surabaya.

c. TPS 3, TPS 19,
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TPS 33, TPS 56
Kelurahan
Pakis, TPS 15
Kelurahan
Kupang Krajan,
Kecamatan
Sawahan, Kota
Surabaya.

. TPS 12

Kelurahan
Kendangsari,
TPS 12
Tenggilis
Mejoyo,
Kecamatan
Tengqilis
Mejoyo, Kota
Surabaya.

. TPS 16, TPS 23

Kelurahan
Pucang Sewu,
TPS 5, TPS 15,
TPS 31
Kelurahan
Barata Jaya,
Kecamatan
Gubeng, Kota
Surabaya

28/LP/PI
LEG/IV/2
014

Pelapor
SURAIMAN
SIANPAR

: |a. Penghitungan

suara ulang di
Melakukan
penghitungan
surat suara ulang
di seluruh TPS di
Kelurahan
Simokerto untuk
surat suara
DPRD Kab/Kota ;

. Melakukan

pengecekan
dan/atau
rekapitulasi ulang
data pada
Lampiran Model
D-1 DPRD
Kab/Kota

Rekomendasi
Bawaslu
Provinsi Jawa
Timur

Nomor :
231/BAWASL
U-
PROV/JTM/IV
12014
Tanggal : 30
April 2014
(vide bukti
PW - 18)

Rekapitul
asi suara
ulang
dilaksan
akan
pada
tanggal 4
Mei 2014
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Kelurahan
Simolawang
Kecamatan
Simokerto, Kota
Surabaya,
terhadap
perolehan suara
Pelapor
(Sariaman
Sianipar, Caleg
Nomor Urut 4
DPRD Kota
Surabaya)

29/LP/PI
LEG/IV/2
014

Pelapor
M YUSUF

(Dilimpahkan ke
Panwaslu Kab.
Bojonegoro) Tidak
dapat ditindak
lanjuti karena
pernah dilaporkan
dan sudah ditindak
lanjuti di Panwaslu
Kab. Bojonegoro

30/LP/PI
LEG/IV/2
014

Pelapor
MUJIONO
SE

(Dilimpahkan ke
Panwaslu Kab.
Bojonegoro) Tidak
dapat ditindak
lanjuti karena
pernah dilaporkan
dan sudah ditindak
lanjuti di Panwaslu
Kab. Bojonegoro

31/LP/PI
LEG/IV/2
014

Pelapor
REINO
PARENO

(Dilimpahkan ke
Panwaslu Kab.
Bojonegoro) Tidak
dapat ditindak
lanjuti karena
pernah dilaporkan
dan sudah ditindak
lanjuti di Panwaslu
Kab. Bojonegoro

32/LP/PI
LEG/IV/2
014

Pelapor
MARDI
SANTOSO

(Dilimpahkan ke
Panwaslu Kab.
Bojonegoro) Tidak
dapat ditindak
lanjuti karena
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pernah dilaporkan
dan sudah ditindak
lanjuti di Panwaslu
Kab. Bojonegoro
33/LP/PI | Pelapor (Dilimpahkan ke
LEG/IV/2 | KOLIS Panwaslu Kab.
014 Bojonegoro) Tidak
dapat ditindak
lanjuti karena
pernah dilaporkan
dan sudah ditindak
lanjuti di Panwaslu
Kab. Bojonegoro
36/LP/PI | Pelapor Tidak
LEG/IV/2 | ABDULLOH | ditindaklanjuti
014 HAMID Karena sudah ada
Terlapor : | rekomendasi dari
KPU Kab. | Bawaslu Prov.
Pasuruan Jatim untuk Hitung
dan Surat Suara Ulang
Jajarannya di 13 Kecamatan
di Kab. Pasuruan
37/LP/PI | Pelapor : Tidak dapat
LEG/IV/2 | IWUT ditindak lanjuti
014 WIDIANTOR | karena laporan
O pernah
Terlapor : disampaikan
KPPS, PPS, | kepada Panwaslu
PPL Kota Mojokerto
Kelurahan dan sudah
Kauman dan | ditindaklanjuti oleh
Panwaslu KPU Kota
Kota Mojokerto dengan
Mojokerto membuka Kota
Suara dan melihat
form A-5 yang ada
d TPS 6 Kel.
Kauman Kec.
Prajurit Kulon,
Kota Mojokerto.
38/LP/PI | Pelapor setelah
LEG/IV/2 | DYAN ditindaklanjuti dan
014 CATUR hasilnya tidak ada
AMBARUKMI | perbedaan  yang
, SE. ditemukan antara
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Terlapor : | C-1 dengan D-1
PPS Banyu
Urip dan PPS
Putat Jaya
40/LP/PI1 | Pelapor Rekapitulasi suara | Rekomendasi | Rekapitul
LEG/V/2 | Usman ulang data antara | Bawaslu asi suara
014 Hakim, S.H. Model C-1 Plano Provinsi Jawa | ulang
(Caleg DPRD | DPRD Timur dilaksan
Kota Kabupaten/Kota Nomor : akan
Surabaya dengan Lampiran | 239/BAWASL | pada
dari partai | Model C-1 DPRD | U- tanggal 5
PAN) Kabupaten/Kota PROV/JTM/V/ | Mei 2014
Berhologram, 2014
Lampiran Model C- | Tanggal : 3
1 DPRD Mei 2014
Kabupaten/Kota (vide bukti
yang dimiliki oleh PW —-19)
Panwaslu dan
Saksi Partai Politik
yang asli (bukan
foto copy),
terhadap : TPS 13,
TPS 27, TPS 57,
dan TPS 77
Kelurahan
Wonokusumo,
Kecamatan
Semampir, Kota
Surabaya.
41/LP/PI | Pelapor : Tidak dapat
LEG/V/2 | M.  Andrian | ditindaklanjuti
014 Candra K. karena tidak
memenuhi  syarat
formil dan materiil
42/LP/PI | Pelapor : Tidak dapat
LEG/V/2 | Joko Fatah | ditindaklanjuti
014 Rachim karena tidak
memenuhi  syarat
formil dan materiil
43/LP/PI1 | Pelapor : Tidak dapat
LEG/V/2 | Ferry Adha | ditindaklanjuti
014 Adianto karena tidak
memenuhi  syarat
formil dan materiil
44/LP/PI | Pelapor : Tidak dapat
LEG/V/2 | RM. Armaya | ditindaklanjuti
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014 M. karena tidak
memenuhi  syarat
formil dan materiil

Demikian keterangan Bawaslu Provinsi Jawa Timur ini dibuat dengan sebenar-

benarnya berdasarkan fakta-fakta, dokumen dan telah diputuskan dalam rapat pleno.

[2.13] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan tertulis yang

diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Juni 2014 dan tanggal 10 Juni
2014, sedangkan Termohon menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di
Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Juni 2014 yang masing-masing pada

pokoknya tetap dengan pendiriannya;

[2.14] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala

sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan,

yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan utama permohonan
Pemohon adalah perselisihan terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan
umum secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9
Mei 2014, di Provinsi Jawa Timur, Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur V, Jawa

Timur VI, Jawa Timur VII, Jawa Timur VIII, dan Pasuran 1;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan,

Mahkamah  Konstitusi  (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih  dahulu

mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo;
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2. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan

a quo;

2. tenggang waktu pengajuan permohonan.
Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:
Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10
ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf d
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5076), dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil

pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai

pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014
tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan
Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, dengan demikian Mahkamah berwenang

untuk mengadili permohonan a quo.
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Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf ¢ UU MK,

Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Meskipun demikian,
berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 74/PHPU.C-VI11/2009 tanggal 23 Juni 2009
calon perseorangan dapat bertindak selaku Pemohon Perseorangan. Calon
Perseorangan tersebut harus memperoleh persetujuan secara tertulis dan pengajuan
permohonannya dilakukan oleh Partai Politik yang bersangkutan, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Pedoman
Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(selanjutnya disebut PMK 1/2014);

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan KPU
Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik
Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota
Tahun 2014 tertanggal 25 Maret 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik
peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 10 (sembilan), dengan demikian
menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk

mengajukan permohonan a quo.
Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK dan Pasal 9
PMK 1/2014, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3
x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil

pemilihan umum secara nasional;
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[3.8] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, pada hari
Jumat, tanggal 9 Mei 2014, pukul 23.51 WIB. Dengan demikian batas waktu
pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Senin,
tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.51 WIB,;

[3.9] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian

perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil
pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal Senin,
tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.50 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan
Pemohon Nomor 02-1.a/PAN.MK/2014, dengan demikian pemohonan Pemohon
diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan
perundang-undangan. Akan tetapi khusus Daerah Pemilihan Jawa Timur VIII,
Provinsi Jawa Timur, sesuai Ketetapan Mahkamah Nomor 12-02/PHPU.DPR-
DPRD/XI1/2014, tanggal 28 Mei 2014 dinyatakan dihentikan pemeriksaannya karena
tidak memehuhi syarat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan sebab
diajukan melewati tenggang waktu, yaitu pada tanggal 15 Mei 2014;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili
permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk
mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu
yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah

akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pendapat Mahkamah
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Dalam Eksepsi

[3.11] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon mengenai kewenangan

Mahkamah, Mahkamah telah mempertimbangkan dalam paragraf [3.3] dan paragraf
[3.4] dan mengenai tenggang waktu, Mahkamah telah mempertimbangkan dalam
paragraf [3.7], paragraf [3.8], dan paragraf [3.9], dengan demikian eksepsi tersebut
tidak beralasan menurut hukum. Terkait dengan eksepsi Termohon mengenai
permohonan tidak jelas (obscuur libel) akan dipertimbangkan bersama-sama dengan

pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama

permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti
yang diajukan para pihak, keterangan Bawaslu, fakta yang terungkap dalam

persidangan, serta kesimpulan para pihak, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Daerah Pemilihan Jawa Timur V (DPR RI)
[3.13] Menimbang bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan

memperoleh 87.711 suara di Daerah Pemilihan Jawa Timur V, sedangkan Termohon
menetapkan 77.777 suara, sehingga suara Pemohon berkurang 9.733 suara.
Menurut Pemohon, penyelenggara Pemilu melanggar tindak pidana Pemilu, karena
dalam pengisian Formulir C-1 yang dimiliki oleh penyelenggara Pemilu tidak
berhologram. Menurut Pemohon seharusnya perolehan suara Pemohon dari 77.777
ditambah 9.733 sehingga menjadi 87.711 suara [sic.]. Dengan demikian dari
perolehan tersebut Partai Hanura untuk Dapil Jawa Timur V mendapatkan satu kursi
DPR RI. Pemohon mohon Mahkamah membuka kembali seluruh kertas suara pada
C-1 dan plano.

[3.14] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama
permohonan Pemohon ditemukan fakta bahwa dalam permohonannya, Pemohon
hanya menyandingkan perolehan suara menurut Pemohon dan perolehan suara
menurut Termohon, serta selisih yang dibuat dalam bentuk tabel, namun Pemohon

tidak menguraikan dengan jelas locus perselisihan hasil perolehan suaranya terjadi,
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apakah di tingkat TPS, tingkat PPS, tingkat PPK, tingkat KPU kabupaten, atau tingkat

KPU provinsi dan berapa perolehan suaranya di setiap tingkatan tersebut.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah permohonan Pemohon a
quo tidak jelas atau kabur. Oleh karena permohonan Pemohon tidak memenuhi
syarat maka Mahkamah tidak perlu menilai bukti yang diajukan oleh para pihak.
Dengan demikian, menurut Mahkamah eksepsi Termohon bahwa permohonan kabur

beralasan menurut hukum;

Daerah Pemilihan Jawa Timur VI (DPR RI)
[3.15] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan dalam pelaksanaan Pemilu

legislatif, Termohon telah bekerja secara tidak profesional dengan membiarkan
terjadinya kecurangan dengan modus dalam rekapitulasi hasil dari TPS sebagai
basis data atau angka perolehan suara sah, telah dimanipulasi mulai dari tingkat PPS
(desa/kelurahan), PPK (kecamatan), sampai dengan KPU Kabupaten/Kota yang
secara sistematis, terorganisasi, dan masif. Menurut Pemohon kecurangan tersebut
mengakibatkan perolehan suara Partai dan Caleg Hanura seharusnya 88.255 suara.
Hasil rekapitulasi KPU Kabupaten Blitar, perolehan suara Pemohon dan para calon
adalah 25.835 suara. Berdasarkan hasil investigasi Pemohon telah menemukan
pengurangan perolehan suara Partai Hanura dan calegnya sebesar 6.156 suara dan

bila tidak ada pengurangan perolehan suara Partai Hanura adalah 31.1991 suara.

[3.16] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama

permohonan Pemohon ditemukan fakta bahwa dalam permohonannya, Pemohon
hanya menyandingkan perolehan suara menurut Pemohon dan perolehan suara
menurut Termohon, serta selisih yang dibuat dalam bentuk tabel, namun Pemohon
tidak menguraikan dengan jelas locus perselisihan hasil perolehan suaranya terjadi,
apakah di tingkat TPS, PPS, PPK, KPU kabupaten, atau tingkat KPU provinsi dan
berapa perolehan suaranya di setiap tingkat tersebut. Berdasarkan pertimbangan
tersebut, menurut Mahkamah permohonan Pemohon a quo tidak jelas atau kabur,
sehingga tidak memenuhi syarat yang ditentukan Undang-Undang. Oleh karena

permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat suara permohonan maka Mahkamah
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tidak perlu menilai bukti yang diajukan oleh para pihak. Dengan demikian, menurut

Mahkamah eksepsi Termohon bahwa permohonan kabur beralasan menurut hukum;

Daerah Pemilihan Jawa Timur VII (DPR RI)

[3.17] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan di Dapil Jawa Timur VII

seharusnya perolehan suara Pemohon 130.519 suara, sebagaimana dalam tabel
persandingan yang dibuat oleh Pemohon. Dari perolehan suara tersebut, Pemohon
di Dapil VIl Jawa Timur mendapatkan satu kursi DPR RI karena melampaui
perolehan suara Partai Nasdem yang berjumlah 117.363 suara. Menurut Pemohon,
pada saat sidang pleno di tingkat Provinsi Jawa Timur pada tanggal 24 April 2014 di
Hotel Singgasana Surabaya, saksi Pemohon telah meminta kepada penyelenggara
Pemilu (KPUD Jatim) agar membuka kotak suara C-1, namun ditolak dengan alasan
tidak cukup waktu dan Pemohon disarankan untuk membuat nota keberatan dan

ditandatangani;
[3.18] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama

permohonan Pemohon ditemukan fakta bahwa dalam permohonannya, Pemohon
hanya menyandingkan perolehan suara menurut Pemohon dan perolehan suara
menurut Termohon, serta selisih yang dibuat dalam bentuk tabel, namun Pemohon
tidak menguraikan dengan jelas locus perselisihan hasil perolehan suaranya terjadi,
apakah di tingkat TPS, PPS, PPK, KPU kabupaten, atau tingkat KPU provinsi dan
berapa perolehan suaranya di setiap tingkatan tersebut. Berdasarkan pertimbangan
tersebut, menurut Mahkamah permohonan Pemohon a quo tidak jelas atau kabur,
sehingga tidak memenuhi syarat menurut ketentuan Undang-Undang. Oleh karena
permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat maka Mahkamah tidak menilai bukti
yang diajukan oleh para pihak. Dengan demikian, menurut Mahkamah eksepsi

Termohon bahwa permohonan kabur beralasan menurut hukum;

Daerah Pemilihan Kabupaten Pasuruan 1 (DPRD Kabupaten)
[3.19] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan pelaksanaan pemungutan suara

Pemilu Legislatif Tahun 2014, khususnya di Daerah Pemilihan Jawa Timur 1 di

Kabupaten Pasuruan berjalan dengan kondusif. Tetapi pada tahapan penghitungan
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dan rekapitulasi hasil tidak terlaksana dengan baik karena banyak pelanggaran
pemilu yang dilakukan oleh Termohon. Termohon sebagai pelaksana semestinya
bersikap jujur dan adil (tidak berpihak) tetapi pada faktanya secara sistematis dan
terstruktur telah melakukan pelanggaran di mana terjadi kesepakatan yang tidak sah
menurut hukum dengan calon tertentu untuk melakukan penambahan suara. Oleh
karena itu, Pemohon keberatan atas penetapan hasil pemilu legislatif di Dapil 1 Jawa

Timur Kabupaten Pasuruan yang ditetapkan oleh Termohon;

[3.20] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama

permohonan Pemohon, ditemukan fakta bahwa terhadap keberatan yang
dikemukakan oleh Pemohon tidak disebabkan karena kesalahan penghitungan
perolehan suara yang dapat dibuktikan dengan alat bukti surat atau tulisan berupa
berita acara dan salinan rekapitulasi hasil penetapan perolehan suara partai politik,
sesuai dengan tingkatannya. Menurut Mahkamah hal yang didalilkkan oleh Pemohon
bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk menilainya, sehingga permohonan
Pemohon tidak memenuhi syarat Pasal 10 junctis Pasal 31 dan Pasal 75 UUMK;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di

atas, Mahkamah berkesimpulan:
[4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan

permohonan a quo;

[4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh

peraturan perundang-undangan, kecuali Dapil Jatim VIII;

[4.4] Eksepsi Termohon beralasan menurut hukum;

[4.5] Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
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Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi,
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48
Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

5. AMAR PUTUSAN
Mengadili,
Menyatakan,
Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Termohon;

2. Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri
oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap
Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Maria Farida Indrati,
Patrialis Akbar, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Aswanto, masing-masing
sebagai Anggota pada hari Selasa tanggal dua puluh empat, bulan Juni, tahun
dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi
terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal tiga puluh, bulan Juni tahun dua
ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 16.55 WIB, oleh sembilan Hakim

Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief
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Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar,
Anwar Usman, Ahmad Fadlii Sumadi, dan Aswanto, masing-masing sebagai
Anggota, dengan dibantu oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti,
dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,

ttd

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,
ttd ttd
Arief Hidayat Ahmad Fadlil Sumadi
ttd ttd
Maria Farida Indrati Muhammad Alim
ttd ttd
Anwar Usman Patrialis Akbar
ttd ttd
Aswanto Wahiduddin Adams
PANITERA PENGGANTI,
ttd.

Achmad Edi Subiyanto
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